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RINCIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

URUSAN
PEMERINTAHAN | SUBBIDANG | SUBSUBBIDANG | FEMERIN A o
| BIDANG . l
A. PENDIDIKAN 1. Kabijakan 1. Kebijakar dan 1. Penstapan kehijakan
Standar operasional pendidikan di
provinsi sesuai dengan
kebijakan nasional.

. koordinasi dan |
sinkronisasi  kebijakan
operasional dan program

—~— pendidikan antar
kabupaten'kota.

. Perencanaan  sirategis

pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar,
pendidikan menangah
dan pendidikan
nonfarmal sesuai dengan
perencanaan  strategis
pendidikan nasional.

. Spsiglisasi dan

pelaksanaan standar
nasional pendidikan di

tingkat provinsi.

. Keoordinasi atas
pengeloiaan dan
penyelenggaraan
pandidikan,
pengembangan tenaga
kependidikan dan
penyadiaan tasilitas
penyalenggaraan
pendidikan lintas

kabupaten/kota,  umiuk
tingkat pendidikan dasar
dan menengah,

. Penyelenggaraan

dan/atau pengelolaan
gatuan pendidikan
dan/atau program studi
bertaraf internasional
pada jenjang pendidikan
dasar dan manengah.

. Pamberign dukungan

sumber daya terhadap

penyelenggaraan
perguruan tinggl.

. Pemantauan dan
evaluasi satuan
pendidikan bertaraf
imernasional.

. Peremajasan data dalam

sisterm infomasi
manajemen pendidikan |
pasional wuntuk  tingkat |
provinsi.




URUSAN
PEMERINTAHAN | SUB BIDANG sUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH |
BIDANG PROVINSI

Z. Pembiayaan

1. Penyediaan bantuan

. Pembiayaan penjaminan

biaya penyelenggaraan

pendidikan bertaraf
internasional sesual
kewenangannya.

muty satuan pendidikan
sesual kewenangannya.

e Y

| 3 Kurikulum

‘koordinas|! dan  supenvisi

pada pendidikan
menengah,
. Soslalizasi kerangka '

. Sosializasi dan

. Soslalizazi dan fasiltasi

. Pengawasan pelaksanaan

pangembangan kurikulum
tingkat satuan pendidikan

dasar dan strukiur
kurikulum pandidikan
anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan
menengakn.

implementasi standar isi
dan standar kompetensi
lulusan pendidikan
meanengah.

implementasi  kurikulum
tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan
menangah,

kurikulum tingkat satusn
pendidikan pada
pendidikan menengahn.

| 4, Sarana dan
| Prasarana

. Pangawasan ternadap

, Pengawasan penggunaan

pemenuhan standar
nasional sarana  dan
prasarana pendidikan
menengah.

Pengawasan
pendayagunaan bantuan

sarana dan prasarana
pendidikan

buku pelajaran pendidikan
menangah.

5. Peandidik dan

Tenaga
Kependidikan

. Perencansan kebutuhan

pendidik dan tenaga

kependidikan urtuk
pendidikan bertaraf
internasional segyal

kewenangannys. I
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PEMERINTAHAN
BIDANG

T

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
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2. Pengangkatan dan

. Pemindahan pandidik dan
" tenaga kependidikan PNS

. Pembinaandan

. Pemberhartian pendidik

. Pengalokasian tenaga

penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan PNS
untuk satuan pendidikan
beraraf internasional.

antar kabupaten/kota,

Peningkatan
kesejahieraan,
penghargaan, dan
periindungan pendidik dan
tenaga kependidikan
pendidikan bertaraf
internasional,

pengembangan  pendidik
dan tenaga kependidikan
pendidikan bertaraf
internagicnal.

dan tenaga kepandidikan
PNS pada pendidikan
bertaraf intermasional
gelain  karena  alesan
pelanggaran peraturan
parundang-undangart.

potensial pendidik dan
tenaga kependidikan i
daerah,

6. Pengendalian
Mutu
Pendidikan

1. Penilaian Hasil
Belajar

. Membantu pefaksanaan

., Knordinasi, fasilitass,

. Penyediaan biaya

—1
{

ufian nasional pendidikan
dasar, pendidikan
manengah, dan
pendidikan nenformal,

monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan ujian
sekotah skala provinsl.

penyelenggaraan  ujian
sekolah skala provinsl.

2. Evaluasi

_ Pelaksanaan evaluasi

pengelola, saluan, jalur,
jemjang,  dan  jenis

pandidikan pada
pendidikan anak usia dini,
pandidikan dasar,

pendidikan  menengah, |
dan pendidikan nonformal |

skala provinsi. |
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PEMERINTAHAN
BIDANG

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

2. Peiaksanaan evaluasi
pencapaian standar
nasional pendidikan
pada pendidikan anak
usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan
menengah, dan
pendidikan nonformal
skala provinsi.

3. Akreditasi

Membantu pemerintah
dalam pelaksanaan
akreditasi pendidikan
dasar dan menengah.

4. Penjaminan Mutu

1. Supervisi dan fasilitasi
satuan pendidikan
bertaraf internasional
dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar
internasional.

2. Evaluasi pelaksanaan dan
dampak penjaminan mutu
satuan pendidikan skala
provinsi.




URUSAN ;
PEMERINTAHAN SUB BUB PEMERINTAHAN
sUB ANG g DAERAH
BIDANG o BIDANG PROVINSI
B. KESEHATAN 1. Upaya Kesehatan | 1. Penceganandan | 1. Penyelenggaraan
Pemberantasan | sunvailans epidemiclogi,
Panyakit penysiidikan kejadian luar

biasa skala provinsl.

2. Penyelenggaraan

| pencegahan dan .
penanggulangan penyakil
menular skala provinsi.

3. Penyelenggaraan
pencegahan dan
penangguiangan penyakit |

' tidak menuiar tertentu

skala provinsi,

4, Pengendalian operasional
penanggulangan masalah
kesehatan akibst bancana
dan wabah skala provinsi. |

| 2. Lingkungan Sehat | Penyelenggaraan i
pencegahan dan
penanggulangan pencemaran
fingkungan skala provinst.

3, Perbaikan Gizi 1, Penyelenggaraan [

Masyarakat survailang gizi bunuk skala
Provinsi.
2. Pemantauan
panangguiangan gizi
buruk skala provins.
4. Pelayanan 1. Bimbingan dan

Kesehatan pengendalian pelayanan '

Perorangan dan kesehatan hali skala

Magyarakat provinsi.

2 Pengelolaan palayenan
kesehatan rujukan
sakunder dan tersler

= tertentu.

3. Bimbingan dan
pangendalian upaya
kesehatan pada dasrah
perbatasan, terpencil,
rawan dan kepulauan
skala provinsi

4. Reglstrasi, akreditasi,
sertifikas sarana
kesehatan sesuai
peraturan perundang-
undarigan,

5 Pemberian rekomendas:
izin sarana kesehatan
tertentu yang diberikan
oleh pemarintah.




TRUSAN
PEMERINTAHAN

SUE BIDANG

SUB SUB
BIDANG

| PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

Femberian izin sarana
kasehatan meliputl rumah
sakit pemerintah Kelas B
non pendidikan, rumah
sakit khusus, rumah sakit
swasia serta sarana
kesehatan penunjang
yvang setara,

2. Pembiayaan
Kesahatan

Pambiayaan
Kesahatan
Masyarakat

Fengsiciaan/penyelengga
raan, bimbingan,
pengendalian jaminan
pemefiharaan kesehatan
skala provinsl.

Bimbingan dan
pengendalian
panyelenggaraan jaminan
pemeliharaan kesahatan
nagional (Tugas
Pembarntuan).

3. Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

Peningkatan
Jumiah, Mutu dan
Penyebaran
Tenaga
Kesehatan

Penempatan tenaga
kesehatan strategis,
pemindahan fenaga
tertentu antar
kabupatenskota skala
prowvingi,

Pendayagunaan tenaga
kesehatan skala provinsk.

Pedatihan diklat fungsional
dan teknis skala provinsi

Registrasi, akreditasi,
sertifikasl tenaga
kesshatan tertentu skala
provinsl sesual peraturan
perundang-undangan.

Pemberian rekomendasi
izin tenaga kesehatan

asing.

4. Obat dan
Perbekalan
Kasehatan

Ketersadiaan,
Pamarataan, Mutu
Obat dan
Keterjangkauan
Harga Obat Serta
Parbekalan
Kesshatan

Panyediagan dan
pengelolaan buffarstock
obat provinsl, alat
kesehatan, reagensia dan
yaksin lainnya skala
provinsl.




URUSAN
FEMERINTAHAN 8UB SUB
BUE BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG BIDANG PROVINSI
Sertifikasl sarana produksi
dan distribusi slat
kesehatan, Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) Kelas 11,
Pemberian rekomendasi
izin industri komoditi
kesehatan, PBF dan
Pedagang Besar Alat
-~ Kesehatan (PBAK).
Pemberian izin PBF
Cabang dan IKOT.
5. Pemberdayaan Pembardayaan Penyelenggaraan promosi
Masyarakat Individu, Keluarga kesehatan skala provinsi.
dan Masyarakat
Berperilaku Hidup |
Sehat dan
Pengembangan
Upaya Kesahatan
Barsumberdaya
Masyarakat
(UKEM)
6. Manajemen . Kebijakan Bimbingan dan
Kesehatan pangendalian norma,
standar, prosedur, dan
kriteria bidang kesehatan.
. Penelifian dan Panyalenggaraan
Pengembangan penelitian dan
Kesenhatan pengembangan
kesehatan yang
mendukung perumusan
kebijakan provinsi
Pengeiolaan survei
kesehatan dasrah
(surkesda) skala provinsi
Pemantauan
pemanfaatan |ptek
kesehatan skala provinsi.
. Kerjasama Luar Penyelenggaraan
Negeri kerjasama luar negen
skala provinsi.
. Peningkatan Pembinaan, monitoring,

Pengawasan dan

gvaluasi dan pengawasan

Kesehatan [(SIK)

Akuntabilitas shala provinsi
. Pengembangan Pengeiolaan SIK skala
Sietermn Informasi provinsi.




r

URUBAN
PEMERINTAHAN
BIDANG

SUB BIDANG

SUB BUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

C.PEKERJAAN

UMUM

1. Sumber Daya Air

1. Pengaturan

2. Pambinaan

. Penetapan pola pengelolsan

. Penatapan rencana

. Pembentukan wadah

. Pembentukan komisi ingasi

. Penetapan dan pemberan

. Penetapan dan pemberian

. Menjaga efektivtas,

. Pamberian bantuan feknis

. Fasgilitasi penyelesaian

. Pembenan izin

1. Penetapan kebijakan |

pengelolaan sumber daya I
gir provingd

sumber daya air pada
wilayah sungai lintas
kabupatenkota.

pangalolaan sumber daya
air pada wilayah sungai
kabupaten/kota
Penetapan dan pengeloiaan |
kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai lintas
kabupaten'kota,

koordinasi sumber daya air
di tingkat provinsi danfatau
pada wilayah sungai lintas
kabupaten/koia.

provinsi dan pangesahan
pembentukan komisi ingasi
antar kabupaten/kota.

izin atzs penyadiaan,
peruntukan, pENgoUnasET,
dan pengusahaan sumber
daya air pada wilayah
sungai intas
kabupatenikota.

rekomendasi teknis atas

penyadiaan, pengambilan,
peruntukan, penggunaan
dan pengusahaan air tanah

pada cekungan air tanah
fintas kabupaten/kota.

efigignsi, kualitas, dan
ketertiban pelaksanaan
pengslolaan sumber daya
alr pada wilayah sungai
lintas kabupatan/kota.

dalam pengeiclaan sumber
daya air kepada
kabupatervkota.

sengketa antar
Kabupaten/Kota dalam
pengelclaan sumber daya
alr.

pambangunan,
pemanfaatan, pangubshan,
dan/atau pembongkaran
bangunan dan/atay saluran
irgasl pada jaringan irigasi
primer dan sekunder dalam
daerah irigasi lintas
kabupaten‘kota.
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BIDANG

BUE BIDANG

SUB EUB
BIDANG

FEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

7. Perbardayaan para pemilik

kepentingan dalam
pangelolaan sumber daya
air tingkat provins! dan
kabupaten/kota.

. Pemberdayaan

kelembagaan sumber daya
air tingkat provinsi dan

. kabupaten/ kota.

3. Pembangunan/
Pengelolaan

Konservas: sumber daya air |
pada wilayah sungai lintas
kabupatenfkota.

. Pendayagunaan sumber

daya air pada wilayah
sungai lintas
kabupaten/kota.

. Pengendalian daya rusak

air yang berdampak skala
provins

. Penyelenggaraan sistamn

informasi sumber daya air
tingkal provinsi.

. Pembangunan dan

peningkatan sistem Irigas:
primar dan sekunder pada
daerah irigasi lintas
kabupaten/kota.

. Operesi, pemelinaraan dan

rehabilitasi sistem Irigasi
primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya
1.000 ha sampail dengan
3.000 ha atau pada daerah
irigasi yang bersifat fintas
kabupatenfkota.

. Operasl, pemeliharaan dan

rehabilitasi pada sungai,
danau, waduk dan pantai
pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kola.

4. Pengawasan dan
Pengendalian

Pangawasan pengelolaan
sumber daya air pada
wilayah sungai lintas
kabupaten'kota.

2. Bina Marga

1. Pengaluran

Pengaturan jalan provinsi:

. Perumusan kebijakan

penyelanggaraan jalan
provinsi berdasarkan

kebijakan nasional di bidang
jalan.

. Panyusunan padoman

operasicnal
penyelenggaraan jalan
provinsi dengan
memperhatikan keserasian
antar wilayah provinsi.
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PEMERINTAHAN
EIDANG

SUE BIDANG

SUE BUB
BIDANG

| PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

Penaetapan fungsi jalan
dalam sistem jaringan jalan
sakunder dan jalan kolektar
yvang menghubungkan
ibukota provinsi dengan
ibukota kabupaten, antar
ibukota kabupaten, jalan
Ickal, dan jalan ngkungan
dalam sistemn jaringan jalan
Qe

Penetapan status jalan
provingt.

Penyusunan perencanaan
umum dan pembiayaan
jaringan jalan provinsi.

2. Pembinaan

2.

1. Pembinaan jelan provinsi:

a. Pemberian bimbingan
penyuluhan serta
pendidikan dan pelatinan
para aparatur
penyalanggara jaian
provinsi dan aparatur
panyelenggara jalan
kabupaten/kota.

b. Pengkajian serda
panelitian dan
pangembangan
taknologi bidang jalan
untuk jalan provinsi.

c. Pemberian fasilitasi
penyelesalan sengxeta
antar kabupatervkota
dalam penyelanggarasn
jalan,

Pengembangan teknalogi
terapan di bidang jalan
untuk jalan kabupaten/desa
dan jatan kofa.

3. Pembangunan
dan

FPengusahaan

1

2.

Pembangunan jalan provins -

Pembiayaan pembangunan
jatan provinsi.
Perencanaan teknis,
pemrograman dan
penganggaran, pengadaan
lghan, sera palaksanaan
konstruksi jalan provinsi.
Pengoperasian dan
pemeliharaan jatan
provinsi.

Pengembangan dan
pengelolaan sistem
manajemen jalan provinsi.
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PEMERINTAHAN SUB BIDANG SUB BUB PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PROVINSI
i d._"PHngawtsan Pengawasan jalan provingt:

1. Evaluasi kinena
penyalenggaraan jalan
prowvinst.

2. Pengendalian fungsi dan
rmanfaat hasil pembangunan

ialan provinsi.
3. Perkotaan dan 1. Pengaturan 1. Penetapan kebifakan dan
Perdesaan strategl wilayah provinsi

dalam pembangunan
‘perkotaan dan perdesaan
imangacyu kebijakan
nasional),

2. Penetapan peraturan
daerah provinsi mengenal
“pengembangan perkotaan
dan perdasaan mengacu
NSPK nasional.

2. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan

| kapasitas manajemen
pambangunan dan
pengelolaan PS perkotaan
dan pedesaan lingkat
prowvins.

2. Fasilitas! pembardayaan
masyarakat dan dunia
usaha dalam pembangunan
perkotaan dan perdesaan &
wilayah provinsi,

3. Pambangunan 1. Fasilitasi penyiapan
pragram pembangunan
sarana dan prasarana
perkolaan dan pardesaan
|angka panjang dan jangka
menengah kotalkabupaten
di wilayah.

2. Fasilitasl kerjasamal
kemitraan antara
pemerintah/daerah dalam
pengetoizgan dan
pembangunan sarana dan
prasarana perkotaan dan
perdesaan di lingkungan
provinsi.

3. Penyelenggaraan
pembangunan PS perkotaan
dan perdesaan fintas
kabupaten/kota di lingkungan
wilayah provinsi,

4_ Fasilitasi pembentukan
lembaga/badan pengelola
pembangunan perkotaan

{ dan perdesaan fintas

| kabupaten/kota.
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SUE BIDANG

8UE 8UB
BIDANG

=i |
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINEI

4. Pengawasan

1. Pengawasan dan
pengendalian terhadap
pembangunan dan
pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan
di provingsi.

2. Pengawasan dan
pengendalian atas

4. Air Minum

1, Pengaturan

pelaksanaan NSPK

{. Penetapan peraturan
daerah provingi mengenai
kabijakan dan strateg:
pengembangan air minum
lintas kabupaten/kota di
wilayahnya.

2. Penetapan BUMD
provinsi sebagai
penyelanggara SPAM
fintas kabupaten/kota.

3. Penetapan paraturan
daarah NSPK pelayanan
FS air minum berdasarkan
SPM yang disusun
pemerintah.

4,  Memberikan izin
panyelenggaraan untuk
lintas kabupatenxota.

2. Pembinaan

1. Penyelesaian masalah
dan permasalahan yang
bersifat lintas
kabupaten/kota

2. Peningkatan kapasitas
teknis dan manajemean
pelayanan air minum di
lingkungan wilayah
provinsi.

3. Pembangunan

1. Penetapan kebutuhan air
baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di
lingkungan wilayah
provinsi.

2. Faslitasi
penyelenggaraan
(pantuan teknis)
penyalenggaraan
pengembangan SPAM
di wilayah provinsi.

3. Penyusunan rencana
induk pengembangan
SPAM wilayah
pelayanan lintas
kabupatan/kota salelah
berkaordinasi dengan
daerah kabupaten/kota.

4. Penyadiaan PS air
minum untuk daerah
bencana dan daeran
rawan air skala provinsi.

5. Penanganan bencana
alam tingkat provinsi.
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BUE SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

4 Pengawasan

; ﬁungman terhadap

selurun tahapan
penyelenggaraan
pengembangan SFAM
yang berada di witayah
prowvinst,

. Ewaluasi kinerja

pelayanan air minum di

lingkungan wilayah
provinsi.

. Pengawasan dan

pengendalian atas
pelaksanaan NSFPK.

5. Air Limbah

1. Pengaturan

. Panetapan paraturan

daerah kebijakan
pengembangan PS air
limbah di wilayah provinsi
mangacy pada kebijakan
nasional,

. Pembentukan lembaga

tingkat provinsi sebagal
penyelenggara PS air
limbah di witayah provinsi.

. Penatapan peraturan

deerah NSPK berdasarkan
SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah.

. Memberikan izin

penyelenggarasn PS air
imbah lintas
kabupaten/kota.

2. Pembinaan

. Fasilitasi penyelesaian

masalah yang bersifat lintas
kabu

. Fasiltasi pHI"-:'ﬂ'I-!I-EI‘tEI dunia

usaha dan masyarakat
dalam penyelenggarasn
pengembangan PS air
limbah kabupaten/kota.

. Fasilitasi penyelenggaraan

(bantek) pengembangan FS
air limbah fintas
kabupatenfoia.

3. Pembangunan

. Fasilitasi pengembangan

PS5 gir imbah lintas
kabupaten/kota di wilayah
Em'.-h'lsi.

— Penyusunan rencana induk

pengembangan FS air
limbah lintas
kabupaten/kata.

| 3. Penanganan bencana

alam tingkat provins.

4, Pengawasan

. Melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan
PS air limbah di
wilayahnya

. Evaluasi atas kinarja

pengelolaan PS air imbah
di wiltayah provinsi lintas
kabupatenkota.
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SUE BIDANG

SUB BUB
BIDARG

PEMERINTAHAN DAERAH |

PROVINSI

3. Pengawasan dan

pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.

&. Persampahan

1. Pengaturan

1. Penesiapan peraturan

daerah kebijakan
pengembangan FS
persampahan fintas
kabupaten/kota di wilayah
provinsi mengacy pada
kebijakan nasional.

2 Penetapan lembaga tingkat

provinsi penyelenggara
pengelolaan persampahan
limtas kabupaten/kota di
wilayah provinsi.

3. Penstapan peraturan

daerah NSPK pengelolaan
persampahan mengacu
kepada SPM yang
ditetapkan oleh pemerintah.

4, Memberikan Ein

penyelenggara pengelolaan
persampahan lintas
kabupatenkota,

2. Pembinaan

1. Fasilitasi penyelesaian

masalah dan parmasalahan
antar kabupaten/kata.

2. Peningkatan kapasitas

manajemen dan fasilitasi
kerjasama pemda/dunia
usaha dan masyarakat
dalam penyelanggaraan
pengembangan PS
persampahan lintas
kabupaten/kota,

1 Memberikan bantuan feknis

dan pembénaan hintas
kabupalen/kola.

3. Pembangunan

1. Fasilitasi penyelenggaraan

dan pembiayaan
pembangunan PS
persampahan secara

mwww

2. Penyusunan rencana induk

pengembangan PS
persampahan fintas
kabupaten/kota.

4. Pengawasan

1. Pangawasan dan

pangendalian
pengembangan
persampahan di witayah
provinst.

2 Evaluasi kinerja

penysienggaraan yang
barsifat lintas
kabupatan/kota.

3. Pengawasan dan

pengendalian atas
peiaksanaan NSPK.

7. Drainase

1. Pengaturan

1. Penetapan peraturan

daerah kebijakan dan
strategi provinsi




PEMERINTAHAN

BIDANG

8UB SUB
BIDANG

PFEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

bardasarkan kebijakan dan
strategi nagional,

2. Penetapan peraturan

daerah NSPK provinsi
berdasarkan SPM yang
ditetapkan cleh pemerintah
di wilayah provinsl.

2. Pembinaan

1. Bantuan tekniz

pambangunan,
pemeliharaan dan
pengeiolaan).

2. Peningkatan kapasilas

teknik dan manajemen

' panyelenggara drainase
dan pematusan genangan
di wilayah pravinsi.

3 Pembangunan

1. Fasilitasi penvelesaian

masalah dan permasalghan
operasionalisasi sistem
drainase dan
penanggulangan banjir
Adintas kabupatenfkota,

2. Fasilitasi panysienggaraan

pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase
di witayah provinsi.

3. Penyusunan rencana induk

PS drainase skala
regionalfintas daeran.

4, Pangawasan

1, Ewvaluasi di provinsi

terhadap penyelenggaraan
sistam drainase dan
pengendall banjir di wikayah

provinsi.

2. Pengawasan dan

pengendalian
penyslanggaraan drainase
dan pengendalian banjir
lintas kabupaten'kota.

3. Pengawasan dan

pengendalian atas
palaksanaan NSPE

. B, Permukiman

1. Kawasan Siap
Bangun (Kasiba)
dan Lingkungan
Siap Bangun
(Lisiba) yang
berdir sendin.

a, Pengaturan

1, Pengtapan peraiuran

daeran kabfjakan dan
strategl Kasiba/Lislba di
wilayah provinsl.

2. Penetapan Peraturan

Daerah NSPK Kasiba dan
Lisiba di wilayah provinsi.
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b.Pembinaan

1. Fasilitasi peningkatan
kapasitas manajamen
dalam pembangunan
K.asiba dan Lisiba

2, Fasilitasi penyelesaian
pembangunan KasibalLisiba
antar kabupatenota.

c. Pembangunan

d.Pengawasan

1. Fasilitasi penyelenggaraan
pembangunan Kasiballisiba
fintas kabupaten/kota.

2. Fasliitasi kerjagama swasia,
masyarakat tingkat nasional
dalam pembangunan
Kasiba/Lisiba lintas
kabupaten'kota,

3. Penetapan [zin
Lokasikasiba/Lisiba Linlas
kabupatenfkoia.

1. Pengawasan pelakeanaan
kelayakan program Kasiba
dan Lisiba di provinsi.

2. Evaluasi penyelanggaraan
pembangunan Kasiba dan
Lisiba di provins.

3. Pengawasan dan
pengendalan atas
pelaksanaan NSFK di
provins.

2. Permukiman
Kumuh/ Melayan:

a. Pengaturan

b. Pembinaan

. Pembangunan

Fasilitasi peningkatan kapasitas
manajemen dalam
penanganan parmukiman
kumuh di witayah provinsi.

1. Fasilitasi penyelenggaraan
penanganan permukiman
kumuh di wilayahnya.

2. Fasilitasi peremajaan/
perbaikan permukiman
kumuhlnelayan,

d. Pengawasan

1. Monitoring evaluasi
pelaksanaan program
penanganan permukiman
kumuh di wilayahnya.

2. Pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan NSPK di
provingi,

a. Pembangunan
Hawasan

a. Pengaturan
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b.Pembinaan

c. Pembangunan
d.Pengawasan

. Pengawasan dan

., Evaluasi pelaksanaan

. Pengawasan dan

Fasilitasi penyslasaian
masalah pembangunan
kawasan di witayah provinsi

pengendalian
pembangunan kawasan di
wilayah provinsl.

program pembangunan
‘kawasan di provinsi.

pengendalian alas
pelaksanaan NSPK di

proving,

8, Bangunan Gedung
dan Lingkungan

1. Pengaturan

. Penetapan peraturan daarah

. Penetapan kebijakan dan

Provinsi, mengenai
bangunan gadung dan
lingkungan mengacu pada
norma, standar, prosadur i
dan kriteria nasional,

strategl wilayah provinsi
mengenal bangunan gedung
dan lingkungan.

2. Pembinaan

. Pembeardayaan kepada

. Fagzilitasi panyelenggaraan

pemerintah dasrah dan
penyelenggara bangunan
gedung dan fingkunganmya.

bangunan gedung dan
lingkungan.

—

3, Pembangunan

. Penyelenggaraan model

. Pembangunan dan

. Penetapan stalus bangunan

bangunan gedung dan
lingkungan.

pengeiclaan bangunan
gedung dan rumah negara
yang menjadi asst
pemerintah provinsi.

gedung dan lingkungan
yang dilindungi dan
dilestarikan yang berskala
provinsi atau lintas
kabupaten'kota.

4, Pengawasan

, Pangawasan secara

. Pengawasan dan penertiban

regional terhadap
pelaksanaan peraturan

perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis

bangunan gedung dan
lingkungannya gedung dan
rumah negara,

pelestarian bangunan
gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan
yang berskala provinsi atau

lintas kabpatenvkota. |




-19-

URUBAN |
PEMERINTAHAN | SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG | |- ERINTAHAN DAERAH
BIDANG PROVINSI

D. PERUMAHAN

1. Pembiayaan

1. Pembangunan
Baru

Fenetapan kabijakan,
strateqi, dan program
provinsi di bidang
pembiayaan parumahan.
Penyusunan NSPM provinsi
bidang pembiayaan
perumahan,

Koordinesi penyalanggaraan
dan mendarong terciptanya
pengaturan instrumen
pembiayaan dalam rangka
penarapan sistem
pambiayaan perumahan.
Fasilitasi bantuan teknis
bidang pembiayaan
perumahan kepada para
pelaku di tingkat provins,
Pemberdayaan pelaku pasar
dan pasar parumahan di
fingkat provinsi.

Fasilitasi bantuan
pembiayaan pembangunan
dan pamilikan rumah serta
penyeienggaraan rumah
SEWa.

Pengendalian
penyelenggaraan bidang
pembiayaan perumahan di
fingkat provinsi,

Melakukan evaluasi
panyelenggaraan bidang
pembiayaan parumahan di
tingkat provinsl.

3. Perbaikan

. Penetapan kebijakan, strategi,

dan pragram provinst di
bidang pembiayaan
perumahan

. Penyusunan NSPM provinsi

bidang pembiayaan
parumahan.

. Koordinasi penyelenggaraan

dan mendorong terciptanys
pengaturan instruman
pembiayaan dalam rangka
penarapan sistem
pembiayaan parumahan
Fasilitasi bantuan leknis
bidang pembiayaan
parumahan kepada para
palaku di tingkat provinsi.

, Pemberdayaan pelaku pasar

dan pasar perumahan di
tingkat provinsi.

Fasllitazi bantuan pembiayaan
perbaikan/pembangunan
rumah swadaya milil.
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10. Jasa Konstruksi 1. Pangaturan Pelaksanaan kebijakan

pembinaan jasa konsiruksi
yang telah ditetaphan.

2. Pemberdayaan

. Pengembangan sistem

informasl jasa konstruksi
dalam wilayah provinsi yang
bersangkutan.

. Penslitian dan

pengembangan jasa
konsiruksi dalam witayah
provinsl yang bersanghkutan.

. Pengembangan sumber

daya manusia bidang jasa
kanstruksi di tingkat
pravinsi.

, Peningkatan kemampuan

taknologi jasa konstruks!
datam witayah provinsi yang
bersangkutan.

. Pelaksanaan pelatinan,

bimbingan teknis dan
penyuluhan dalam wilayah
provinsl.

. Pelaksansan

pemberdayaan terhadap
LPJK daerah dan asosiasi
di provinsi yang
bersangkutan.

3. Pangawasan

_ Pengawasan tata

lingkungan yang bersifat
lintas kabupateniota.

. Pengawasan sesuai

kaweanangannya untuk
tarpenuhinya tertib
penyelenggaraan pekerjaan
konstruksl.

3. Pengawasan terhadap

LPJK daerah dan asosiasi

di provinsi yang
bersargkutan.
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| 7. Pengendalian

penyelenggaraan bidang
pembiayaan parumahan 4
tingkat provinsi.

B. Melakukan evaluasi
penyelenggaraan bidang
pembiyaan parumahan di
tingkat provinsi.

2. Pembinaan
Parumahan
Formal

1. Pembangunan
Baru

1.a. Koordinasi masukan
penyusunan dan
penyempumaan peraturan
perundang-undangan
bidang perumahan di
kabupaten/kota.

b.Koondinasi peninjauan
kembali (review] kesesualan
dangan peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di
kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-
undangan ferkait.

2. HKpoordinasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi
nasional pembangunan dan
pengembangan pada skala
provinst,

3, Koordinasi upaya efisensi
pasar dan industri
perumahan skala provins

4, HKoordinasi pelaksanaan
sosialisasi peraluran
perundang-undangan,
produk NSPM, serta
kebijakan dan strategi
nasional perumahan skala
provingi.

5. Koordinasi pelaksanaan
bantuan teknis
penyealanggaraan
perumahan.

f. Pembinaan terhadap badan
usaha pembangunan
perumahan, bak BUMD,
koperasl, perorangan
maupun swasta, yang
bergerak di bidang usaha
indugtri bahan bangunan,
industri komponen
bangunan, konsuttan,
kontraktor dan pengembang.
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7. Penyusunan pedoman

perancanaan, pembangunan
dan pameliharaan PSU lintas
kabupatenkota.

Koordinasi pelaksanaan
peningkatan kapasitas
penyelenggara dan pelaku
pembangunan perumahan.
Koordinesi pelaksanaan
bantuan teknis
penyelenggaraan
pafumahan.

. Pembiraan terhadap badan

usaha pembangunan
parumahan, baik BUMD,
koparasi, perorangan
maupun swasta, yang
bergerak di bidang usaha
industr bahan bangunan,
industri komponen
bangunan, konsulian,
kontraktor dan pengembang

11.

12,

13,

14,

16.

di provinsi.

Fasilitasi peleksanaan
tindakan turun tangan dalam
penyelenggaraan
pembangunan perumahan
dan PSU yang berdampak
lintas kabupaten/xota,
Perumusan RPJP dan RPJM
provinsl.

Fasilitasi percapatan
pembangunan perumanan
skala provinsi,

Palaksanaan pembangunan
Rusunawa dan Rusunami
sabagai stimulan di
perkotaan, perbatasan
internasional, pusat kegiatan
perdagangan/produksi dan
fasilitasi pangelolaan,
pemaliharaan kepada
kabupaten/kota.

. Pelaksanaan pembangunan

prasarana, sarana dan
utilitas umum sabagai
stimulan di RSH, Rusun,
Rusus dan fasilitasi
pengeiolaan, pemeliharaan
kepada kabupaten/kota.
Pelaksanaan pembangunan
rumah contoh (RSH) sebagai
stirmulan pada daerah
terpencil dan uji coba sena
fasilitast pengelolaan,
pemeliharaan kepada
kabupaten/kota.
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1 ?._ﬁemhingunan rumah unfuk
korban bencana dan kKhusus
lainnya serla pengealolaan
depo dan
pendistribusiannya.

2. Perbalkan

1. Perumusan kebijakan dan

strategi pembangunan dan
pangembangan perumahan
_sekala prosins.

| 2. Perumusan SPO baku

penanganan pengungsi
akibat bencana skala

provins.

3. Penyusunan SPM

perumahan dan PEU pasisir
dan pantai serta pulau kecil,
khususnya di parbatasan
antar kabupaten/kota,

4. Koordinasi penetapan

sasaran penerima bantuan
perumahan dan
pEngawasannya.

5. Koordinasl pengendalian

panatapan harga sewa
rumah,

L

6. Koordinasi usulan

pembangunan parumahan
untuk penampungan

pengungsi lintas
kabupaten/kota.

1. Pemanfaztan

1. Koordinasi usutan penerima

bantuan pembangunan dan
kelembagaan perumahan di
provins serta
panyalenggaraan
perumahan dengan dana
dekonsentrasi.

2. Koordinasi penetapan

panarima bantuan investasi
rumah susun untuk MBR dan
rumah khusus, rumah
nelayan, perbatasan
internasional dan pulau-
putau kecil,

3. Koordinasi panetapan

penerima bantuan PSU.

4. Fasilitasi pembeniukan

kelembagaan perumahan
gkala pravinsi.

E. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dan
strategi nasional
pengembangan perumahan
di provingi,
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Koordinasi penyusurnan
pedoman pembangunan,
penghunian dan pangeloiaan
parumahan lintas
kabupaten/kota.

Pengawasan langsung
ierhadap penghunian dan
pengelolaan rusun dan rusus
penerima bantuan investasi
ke kabupalen'kola.

3. Pamblnaan
Perumahan
Swadaya

1. Pembangunan
Baru

Perumusan kebijakan dan
strategl provinsi tentang
lembaga pendukung
pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas
pelaku pambangunan
perumahan swadaya,
Penyusunan RPJP dan
RPJM provinsi tentang
perumahan swadaya.
Penyusunan NSPM
pembangunan perumahan
swadaya di provinsi,

Koordinasi palaksanaan
kebijakan dan sirategi
provins| tentang lembaga
pandukung pambangunan
perumahan, pendataan
parumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan strategi
pravinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya,

Soslalisasi kebijakan
strategi, program dan NSPM
pembangunan perumahan
swadaya di pusal.
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&, Pengkajian kebijakan dan
peraturan daerah provinsi
yang terkail dengan
pembangunan perumahan
swadaya.

2. Pemugaran

. Perumusan kebijakan dan
strategi provinsi tentang
lembaga pendukung
pembangunan pefumaharn,
pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

2, Penyusunan RPJP dan
RPJM provinsi perumahan
swadaya.

3. Penyusunan NSPM
pembangunan parumahan
swadaya di provinsi.,

4, Kopordinasi pelaksanaan
kebijakan dan strategl
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

5. [asilitast pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas palaku
pembangunan perurnahan
swadaya.

f. Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provingi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

Sosialisas kebijakan
strategi, program dan MNSPM
pembangunan parumahan
swadaya di tingkat provins|

=1

8, Pengkajian kebijakan dan
peraturan daerah provinsi
yang terkait dengan
pembangunan perumanan
swadaya,
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3. Perbaikan 1. Perumusan kebijakan dan

strategi provinsl tentang
lambaga pendukung
pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas
palaku pembangunan
perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan
RPJM provinsi perumahan
swadaya.

3. Penyusunan NSFM
pembangunan perumzahan
swadaya di provinai.

4, Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
parumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunarn parumahan

a.

5. Fasilitasl pelaksanaan
kebijakan dan strateg
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pambangunan perumahan
swadaya,

6. Pengawasan dan

pangendalian pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pandataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

7. Sosialisasi kebiakan
strategi, program dan NSPM
pembangunan perumahan
swadaya di provinsi.

B. Pengkajian kebijakan dan
peraturan daerah provinsi
yang terkait dengan
pembangunan perumahan
gwadaya.

4, Perluagan

1. Perumusan kebijakan dan
sirategi provinsi tentang
lembaga pendukung
pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas
pelaky pembangunzan
perumahan swadaya.
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Fenyusunan RPJP dan
RPJM provinst perumahan
swadaya,

Penyusunan NSPM
pembangunan perumeahan
swadaya tingkal provinsi.

K.oordinasi peiaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsl tentang lembaga
pandukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pataku
pembangunan perumahan
swadaya,

Fasilitasi palaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembarngunan perumahan
swadaya.

Pengawasan dan
pengendalian petaksanaan
kebijakan dan strategi
pravinsi tentang lembaga
pandukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas palaku
pembangunan perumanan
swadaya,

Sosialisasi kebijakan
strategl, program dan NSPM
pembangunan parumahan
gwadaya di pravinsi
Pengkajian kebijakan dan
peraturan  dasrah provinsi
yang terkait dengan
pembangunan perumahan
swadaya.

5, Pemeliharaan

Perumusan kebijakan dan
strategi provinsi tentang
lembaga pendukung
pembangunan parumaharn,
pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas
pelaku pambangunan
perumahian swadaya.,
Penyusunan RPJP dan
RPJM pravinsi perumahan
swadaya.

Penyusunan NSPM
pembangunan perumanan
gwadaya di provinsi.
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Foordinasl pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pandataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peringkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadaya.

Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kaebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pandukung pembangunan
perumahan, pandataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pambangunan perumahan
swadaya.

Sosialisasl kebijakan i
sirategi, program dan NSPM
pembangunan perummanan
swadaya di provinsi.
Pengkajian kebijakan dan
peraturan daerah provinsi
yang terkail dengan
pembangunan perumahan
swadaya.

f, Pemanfaatan

Ferumusan kebijakan dan
strateqi provinsi tantang
lembaga pendukung
pembangunan perumahan,
pendataan parumahan dan
peningkatan kapasitas
pelaku pambangunan
perumahan swadaya.
Penyusunan RFJP dan
RPJM provinsi parumahan
swadaya.

Penyusunan NSPM

pembangunan perumahan
swadaya di provinsi

Koordinasi palaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan

~ perumahan dan peningkatan
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kapasitas pelaky
pembangunan perumahan
gwadays.

5. Fasilitasi pelalsanaan
kebijakan dan strategi
provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
swadays.

6. Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan strategi
provinsl tentang lembaga
pendukung pembangunan
perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan
kapasitas pataku
pembangunan parumanan
swadaya,

7. Sosialisasi kebijakan
strategi, program dan NSPM
pembangunan perumahan
swadaya di provinsi.

8. Pengkajian kebijakan dan
peraturan daerah provinsi
yang terkait dengan
pembangunan perumahan
gswadaya,

4. Pangembangan
Kawasan

1. Sistem
Pengembangan

Kawasan

1. Penetapan kebijakan dan
strateqi provinsi daiam
pengembangan kawasan.

2. Penyusunan Rencana
Provingl dalam
Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman Daerah
{RP4D-Provinsi}.

4. Pembinaan teknis
penyusunan RP4D di
wilayahnya.

4. Fasilitasi dan bantuan teknis
penyusunan RP4D di
witayahnya.

5. Monitoring dan evaluas
pelaksanaan kebljakan dan
strategi pengembangan
kawasan dan RP4D skala
provinsi.
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B,

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan strategi
pengembangan kawasan
dan RP4D di wilayahnya,

3. Kawasan Skala
Besar

Pensatapan kebijakan dan
stralegl provinsi dalam
penyelenggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala
besar,

Pembinaan teknis
pelaksanaan
penyelenggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala |
besar di wilayahnya.
Fasllitasi, bantuan teknis dan
bantuan stimuian
pelaksanaan
penyalenggaraan
pambangunan dan
pengelolaan kawasan skala
besar di wilayahnya.
Monitoring dan evaluas:
pelaksanaan
panyalenggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala
besar di wilayahnya.

Pengendalian pelaksanaan
penyelenggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya,

3. Kawasan Khusus

Penetapan kebijakan dan
sirategi provinsi dalam
penyelenggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan
khusus.

Pembinaan teknis
pelaksanaan
penyelenggaraan
pembangunan dan
pangelolaan kawasan skaia
khusus di wilayahnya.

Fasilitasi, bantuan teknis dan
bantuan stimulan
pelaksanaan
penyelanggaraan
pembangunan dan
pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya.
Monitoring dan evaluas:
pelaksanaan
penyelanggaraan
pembangunan dan
pangelolaan kawasan
khusus di witayahnya,
Pengendalian pelaksanaan
panyslenggaraan
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pembangunan dan

pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya

4., Keterpaduan
Prasarana
Kawasan

1. Penetapan kebijakan dan
strategl provinsi dalam
penyalenggaraan
keterpaduan prasarana
kawasan.

2. Pembinaan teknis
pelaksanaan
penyelenggaraan
keterpaduan prasarana
kawasan di wilayahnya.

3. Fasilitasi dan bantuan teknis
pelaksanaan
penyelanggaraan
keterpaduan prasarana
kawasan di witayahnya,

4. Menitoring dan evaluasi
palaksanaan
penyslenggaraan
keterpaduan prasarana
kawasan di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan
penyelenggaraan
kelerpaduan pragarana
kawasan di wilayahnya.

5. Keserasian
Kawasan

1. Penetapan keoijakan dan
strateql provinsi dalam
penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan
hunian bermbang.

2. Pembinaan teknis
pelaksanaan
penyalenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan
hunian berimbang di

wilayahnya.

3. Fasllitasi dan bantuan teknis
palaksanaan
penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan
hunian barimbang di
wilayahnya.

4, Monitoring dan evaiuasi
pelaksanaan
penystenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan
hunian berimbang di
wilayahnya,

' 5. Pengendalian pelaksanaan

penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan
hunian barimbang di
wilayahnya.
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PEMERINTAHAN
BIDANG

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

FROVINSI

5. Pembinaan
Hukum,
Poeraturan
Perundang-
undangan dan
Pertanahan
untuk
Perumahan

1. Pembangunan
Baru

Koordinasi penyusunan dan
penyempumaan peraturan
perundang-undangan bidang
parumahan di ingkat
Provingd.

Peninjauan kembali (review)
kesesuaian peraturan daerah
kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-
undangan terkait di bidang
perumahan.

Sosializasi peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan dalam rangka
mewljudkan jaminan
kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam
bermukim di provinst,

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-
undangan bidang
perumahan di provinsi.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan penanganan
masalah dan sengketa
bidang perumahan di
proving.

Koordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan
di provinsi.

Fasilitasi panyusunan,
koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.

14.

Koordinasi dan sosialiasi
MSPM penyediaan lahan
umtuk pambangunan
perumahan tingkat pravinsi
lintas kabupatenkcta,

Koordinasl pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesual dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan lintas
kabupatankota.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumanan
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yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan,

11.

12.

13,

Fasilitasi palaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pembangunan perumahan
sesual dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan.

Koordinasi pengawasan dan
pengandalian pelaksanaan
kabijakan provinsi tentang
pambangunan perumahan
sesuai dengan penataan
ruang dan panataan
pertanahan.

Fasilitasi penyelesalan
eksternasitas pembangunan
perumahan linfas
kabupaten'kota,

2. Pemugaran

Koordinasi penyusunan dan
penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat
provinsi.

Paninfauan kemball (review)
keseguaian peraturan
daerah kabupatenfkota
dengan peraturan
perundang-undangan terkait
di bidang perumahan

Sosiaglizasi perafuran
perundang-undangan bidang
perumahan dalam rangka
mewujudkan jarminzn
kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam
bermukim di provinsi,

Koordinasi pengawasan dan |

pengendalian palaksanaan
peraturan parundang-

undangan bidang
perumahan di provinsi.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan penangangan
masalah dan sengketa
bidang perumahan di
provinsi.

Koordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan
di provinsi.

Fasilitasi penyusunan,
koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.
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10,

Koordinasi dan sosialiasi
MSPM penyediaan lahan
untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi
lintas kabupatan'kota,

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pembangunan perumahan
yang sesual dengan

penataan ruang dan
penataan pertanahan lintas

kabupaten/kota.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan.

[11.

12.

13.

Faslitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan parumahan
sesuai dangan penataan

ruang dan penaiaan
pertanahan,

Keordinasi pangawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan parumahan
sesual dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan,

Fasilitasi penyelesaian
eksternalitas pembangunan
perumahan lintas
kabupatenfkota.

3. Perbaikan

Koardinasi penyusunan dan
penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat
provinsi,

Paninjauan kembali (review)
kesesuzian peraturan
daserah kabupaten/kota
dengan peraturan
perundang-undangan terkait
di bidang parumahan,
Soslalizasi paraturan
perundang-undangan bidang
perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan
kepastian hukum dan
parlindungan hukum dalam
bermukim di provinst.




-34 -

PEMERINTAHAN

SUB BIDANG

EUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
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Koordinasi pengawasan dan
pengendalian palaksanaan
peraturan perundang-
undangan bidang
perumahan di provinsi,

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan pananganan
masalah dan sengketa
bideng parumahan di
provinsi,

K.oordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan
di provinsd,

Fasilitasi panyusunan,
koordinasi dan sosiafisas
MSPM bidang perumahan di
fingkat provins:.

10,

Koardinasi dan sosialisasi
NSPM penyediaan lahan
untuik pambangunan
perumahan tingkat provinsi
lintas kabupaten&ota,

Keordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
Pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan kntas
kabupaten/kota.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan.

11.

12,

13.

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan.

Koordinasi pengawasan dan
pengeéndalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
sesual dengan panataan
ruang dan penalaan
pertanahan.

Fasilitasi panyelesaan
eksternasitas pembangunan
perumahan lintas
kabupaten/kota.
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4. Perluasan Koordinesi penyusunan dan

penyempumaan peraturan
parundang-undangan bidang
perumahan di fingkat
proving

Peninjauan kembali (review)
kesesualan peraturan
daerah kabupatenkota
dengan peraturan
perundang-undangan terkait
di bidang parumahan.

Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang
parumahan dalam rangha
mewujudkan jaminan
kepastian hukum dan
perindungan hukum dalam
‘bermukim di provins:.

[

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-
undangan bidang
perumahan di provinsi.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan penanganan
masalah dan sengketa
bidang perumahan di
provine,

Koordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan
di Provinsi,

Fasilitasi peryusunan,
koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.

Koordinasi dan sosialiasi
NSPM penyediaan lahan
untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi
lintas kabupaten'kata,

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesual dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan lintas
kabupaten'kota,

10. Koordinasi pelaksanaan

kebijakan provinsi tentang
permbangunan parumahan
yang sesual dengan
panataan ruang dan
penataan pertanahan.
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SUB SUB BIDANG PROVINEI

11, Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan.

12, Kpordinasi pengawasan dan
pengendalian palaksanaan
kebijakan provingi tentang
pembangunan perumahan
sasual dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan. :

13. Fasilitasi penyelesaian |
eksternalitas pembangunan
parumahan lintas
kabupaten'kola

5. Pemeliharaan 1. Koordinasi penyusunan dan
penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat
provinsl.

2. Peninjauan kembali (review)
kesesualan peraturan
daerah kabupatentkota
| dangan peraturan
perundang-undangan terkait
di bidang perumahan. '

3. Sosialisasl peraturan
parundang-undangan bidang
parumahan dalam rangka
mewujudikan jaminan
kepastian hukum dan
perfindungan hukum dalam
bermukim di provins.

4. Koordinasi pengawasan dan
pangendalian pelaksanaan
peraturan perundang-
undangan bidang ,
perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan penangangan
masalkah dan sengketa
bidang perumahan di
proving,

6. Koordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan
di provinsi,

7. Fasifitasi penyusunan,
koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.
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0.

Koordinasi dan sosialiasi
NEPM penyediaan lahan
unfuk pambangunan
perumahan tingkat provins:
lintas kabupaten'kota.
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan pertanahan lintas
kabupaten'kota,

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pambangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan |

penataan pertanahan. |

11.

12

13,

Fasilitasi pelaksanaan
kebljakan provinsd tentang
pembangunan perumanan
gesuai dangan penataan
ruang dan panataan
partanahan.

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi lentang
pembangunan pemnumahan
sesual dengan penataan
ruang dan penataan
pertanahan.

Fasilitasi panyebesaian
eksternasitas pembangunan
perumahan lintas

kabupatenkola.

A, Pamanfaatan 1.

Koordinasi penyusunan dan |
penyempumaan peraturan |
perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat
provinsi.

Peninjauan kembali (review)
kesesuaian peraturan
daerah kabupaten/kola
dengan peraturan
perundang-undangan tarkait
di bidang perumahan.

Sosializasi peraturan
perundang-undangan bidang
perumahan dalam rangha
mewwjudkan jaminan
kepagtian hukum dan
perfindungan hukum dalam
bermukim di provinsi.

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian peiaksanaan
peraturan perundang-
undangan bidang
parumahan di provinsi.
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BUE SUB BIDANG
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5.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan penanganan
masalah dan sengketa
bidang perumahan di
provins,

Koordinasi fasilitasi
penanganan masalah dan
sangketa bidang perumahan
di provinsi.

Fazilitasi penyusunan,
koordinas dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsl

10

Koordinasi dan sosialiasi
MEPM penyediaan lahan
untuk pembangunan
perumahan fingkat provinsi
lintas kabupatenfkota,
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan Provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penetaan ruang dan
penataan partanahan lintas
kabupaten/kota.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
yang sesuai dengan
penataan ruang dan
penataan perfanahan

11.

12.

13.

Fagilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan
sesual dengan peanataan
ruang Jan penataan
pertanahan,

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tertang
pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan
ruang dan panataan
pertanahan.

Faziitazl panyelesaian
ekstemasitas pembangunan
perumahan lintas
kabupaten/kota.

6. Pembinaan
Teknologi dan
Industri

1. Pembangunan

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.
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PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pendayvagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

Fasiiitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi teknologl
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta P3LU
pendukung perumahan.
Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kehijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekanoml budaya, serta PSU
pendukung perumanan.

2. Pamugaran

Koordinasl pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknclogi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSLU
U rumahan,

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan proving tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, seria PSU
pendukung perumahan.
Pengawasan dan
pangendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

3. Parbaikan

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsl lentang
pandayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknolog
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU

pendukung perumahan.

Koordinasl pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
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pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknokogi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pandukung perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pamanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial

. ekonomi budaya, serta PSU

pendukung perumahan.
Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU

 pendukunyg perumahan.

4. Pemeliharaan

1.

Koordinasi palaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknalogi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta FSU
pandukung perumanan.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknalogi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

Fasilitasl pelaksanaan
kebijakan provinsi lentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknolog
dan bahan bangunan, sosial
exonomi budaya, sarta PSU
pEndukung perumahan,
Pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknalogl
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumanan.

5. Pemanfaatan

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hiasi teknalogi
dan bahan bangunan, sosial
akonoml budaya, serta PSU
pendukung perumahan.
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pamanfaatan hasil teknologi
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dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, sera P3U
pendukung perumahan.

Fasilitas pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahar.
Pengawasan dan
pengendalian pataksanaan
kebijakan provinsi ientang
pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi teknologi
dan bahan bangunan, sosial
ekonami budaya, sera PSLU
pendukung parumahan,

-1

B. Pengembangan
Pelaku
Pembangunan
Perumahan,
Peranzeria
Masyarakat dan
Sopaial Budaya

1. Pembangunan
Baru

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tantang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
pafumahan.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsl tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.

Koordinasi peng-awa“ gan dan
ngendalian pelaksanaan
ﬁujal-ian kabupaten/kota
tentang pemberdayaan para
petaky pendukung
pambangunan perumahan
Koordinasi fasiitasi
kemitraan antara pemerintzh
daerah kabupatenkota,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam

pembangunan perumahan

Fasliitasi paningkatan
kapasitas palaku
pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan
masyarakat di tingkat
provinsi.

3. Pemugaran

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.
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2.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para palaku
pendukung pembangunan
peruinahan.

Fasilitasi pelaksanaan
kabijakan provingi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perurmahan,

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kabijakan kabupaten'kola
tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung
pambangunan perumahan.

Koordinas! fasilitasi
kemitraan antara pemarintah
daerah kebupaten/kota,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan parumahan.

Fasilitasi paningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan parumahan

merintah, swasta dan
masyarakat di tinghkat
provinst.

3. Perbaikan

kKoordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan,

Koordinasi pelaksanaan
kebljakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan,

Fasilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan

Koordinasl pengawasan dan
pengendalian peiaksanaan
kebijakan kabupaten/kota
tentang pemberdayaan para
pelaku pengukung
pembangunan perumahan.
Koordinasi fasilitasi _
kemitraan antara pemerintah
deerah kabupatan/kota,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan perumahan.
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&, Fasilitasi peningkatan
kapasifas pelaku

pambangunan parumahan
pemerintah, swasta dan
mazyarakat di tingkat
Provinsi.

4, Peruasan

Koordinasi pelaksanaan
kabijakan provins tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pandukung pembangunan
perumahan,

Fasilitasl palaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pamberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian palaksanaan
kabijakan kabupatenkola
tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung
pembangunan perumeahan.
Koordinasi fasilitasi
kemitraan antara pemaerintah
daarah kabupaten/kola,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan
kapasitas pelaku
pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan
masyarakat di tingkat
Provinsd.

5, Pemeliharaan

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para palaku
pandukung pambangunan
perumaharn.

Koordinasi pelaksanaan
kabijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan.

Fasilitast pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan
perumahan,

Koordinasi pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten/kota

tentang pemberdayaan para |
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pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

Koordinasi fasilitasi
kemitrazn antara pemerintah
daerah kabupaten/kota,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan perumahan.

Fasiltasi peningkatan
kapasitas pelaku
pambangunan perumahan
pemerintah, swasta dan
masvarakat di tingkal
provinsi,

&. Pemanfaatan

Koordinasi pelakzanaan
kebijakan provingi tentang
pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunian
parumanan.

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pemberdayaan para palaku
pendukung pembangunan
perumahan,

Faszilitasi pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang
pambardayaan para palaku
pendukung pembanguran
perumahan.

Koordinasi pangawasan dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten'kota
tentang pemberdayaan para
palaku pendukung
pambangunan perumahan.
Koordinasi fasilitasi
kamitraan antara pemerintah
daerah kabupatenikola,
badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan perumahan.

Fasilitasi paningkatan
kapasitas palaku
pembangunan perumahan

tah, swasta dan
masyarakat di tingkat
provinsi.
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E.PENATAAN
RUANG

1. Pangaturan

. Penstapan peraturan daerah

bidang penataan ruang fingkat
provinsk

- Penetapan pedoman

pelaksanaan MZPK bidang
penataan ruang.

. Panetapan panataan ruang

perairan di luar 4 {empat) mil
sampal 12 (dua belas) mil dari
garis pantal,

. Penetapan kriteria penentuan dan

perubahan fungsi ruang kawasan
fintaz kabupatenola dalam
rangka penyusunan tata ruang
khususnya untuk menjaga
kessimbangan ekosistem, sesuai
dengan krteria yang ditentukan
aleh pemenntah,

. Panetapan kawasan sirategis

provinst.

. Pemberan arahan pengelolaan

kawasan andalan sebagai bagian
RTRWP.

2. Pembinaan

. Kpordinasi penyalanggaraan

penataan ruang wilayah
kabupatan/kola.

., Sosialisasi NSPK bidang

penataan ruang.

. Sosializasi SPM bidang

penataan ruang.

. Pamberian bimbingan, supervisi,

dan konsultas| pelakzanaan
penataan ruang terhadap
kabupaten/kota.

; Pendidikan dan pelatinan.
. Panglittan dan pengembangan.

. Pengembangan sistem informasi

dan kemunikasi penataan ruang
provings.

. Penyebarluasan informasi

panataan ruang kepada
masyarakat,

. Pengembangan kesadaran dan

tanggungjawab masyarakal.
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10.Koordinasi dan fasilitasi

penataan ruang lintas
kabupatenkota,

11.Pembinaan penataan nuang

untuk lintas ksbupaten'kota,

3. Pembangunan

. Penyusunan dan penetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP).

. Penyusunan dan penetapan

Rencana Tata Ruang Kawasan
Sirategis Provinsi.

. Penetapan rencana detail tata

ruang untuk RTRWP.

, Penyusunan program dan

anggaran provinsi di bidang
penataan ruang , serta fasilitasi
dan koordinasi antar

kabupatenota.

. Pemanfaatan kawasan stralegis

provinsi.

. Pemanfaatan kawasan andalan

sebagai bagian dar RTRWP.

. Pamanfaatan investasi di

kawasan strategis provinsi dan
kawasan lintas kabupaten/kota

bekerjasama dengan pemerintah
daerah, masyarakat dan dunia

usaha,

. Pemanfaatan SPM di bidang

penataan ruang.

. Perumusan kebijakan strategis

operasionalisasi RTRWP dan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi,

| 10.Perumusan program saktoral

dalam rangka parwujudan
strukiur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah provinsi dan
kawasan sirategis provinsi.

11.Peiaksanaan pembangunan

sesuai program pemanfaatan
ruang wilayah provinsi dan
kawasan strategis provinsi,
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12, Pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi termasuk
lintas lintas kabupalen'kota,

13.Pengendalian pemanfaatan
reang kawasan strategis
provinsi,

14. Penyusunan peraturan zonasi
sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang provinsi.

15.Pemberian izin pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan |
RTRWP,

16.Pembatalan izin pemanfaatan |
ruang yang tidak sesual dengan |
RTRWP.

17.Pengambilalihan kewenangan
pemeriniah kabupatenkota
dalam hal pemerintah
kabupaten/kola tidak dapat
mernenuhl SPM di bidang

penataan ruang.

18.Pemberian perdimbungan atau
penysiesaian permasalahan
penataan ruang yarg bdak dapat
disalesaikan pada tingkat
kabupaten'ota,

15.Fasilitasi penyelesaian
persglisihan dalam pelaksanaan
penataan antar kabupaten'kota.

20.Pembentukan lembaga yang
bertugas melaksanakan
pengendallan pemanfaatan

ruang tingkat provinsi,

4. Pengawasan

1. Pengawaszan terhadap
pelaksanaan penataan ruang di
wilayah provinsi.

2, Pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang di
wilayah
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F. PERENCAMNAAN . Perencanaan 1. Perumusan 1.a. Penetapan petunjuk
PEMBANGUNAN dan Kebijakan pelaksanaan perencanaan
Peangendalian pembangunan daerah pada
Pembangunan skala provinsi,
Daerah
b.Pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
= provinsi.

2. Pelakszanaan 3PM provinei,

3, Pelaksanaan kerjasama
antara provinsi dengan
swasta mengacu pada
pedoman yang ditetapkan
Femerintah,

4. Pelaksanaan pengelolaan
data dan informasi
pembangunan daerah skala
provirst.

5.a. Penstapan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan
kawasan dan lingkungan
perkataan skala provinsi.

b. Pelaksanaan/penjabaran
patunjuk pelaksanaan
pengetolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala
provingt,

f.a. Penetapan padoman dan
standar keserasian
pengembangan perkolaan
dan pedesaan skala provinsi

b.Pelaksanaan petunjuk
palaksanaan kaserasian
pengembangan perkotaan
dan kawasan perdesaan
skala proving,

7. Penetapan petunjuk
palaksanaan manajemen
dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan
kawasan skala provinsi.

8.a. Penetapan petunjuk

petaksanaan pelayanan
perkolaan skala provinsi.

b.Pelaksanaan petunjuk
pelaksanaan pelayanan
perkotaan skala provinsl.
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8.a. Penetapan petunjuk

pelaksanaan pengembangan
L pembangunan perwilayahan
skala provingi,

b.Pelaksanaan pedoman dan
standar pengembangan
pembangunan perwilayahan
skala provins,

10. Pengembangean wilayah
tertinggal, perbatasan,
pesisir dan pulau-pulau kecil
skala provins,

11. Pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan
andalan skala provinsi.

2. Bimbingan, 1. Koordinasi perencanaan,
Konsuftasi dan petaksanaan dan
Koordinas| pengendalian pembangunan
daerah skala provinsi.

2. Konsulasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan
daerah skala provinsi.

| 3. Konsultasi pelaksanaan
kerjasama pembangunan
antar daerah dan antara
daerah dengan swasia,
dalam dan luar negeri skala

provinsi,

4. Bimbingan, supervisi dan
konsultasi pengelolaan
kawasan dan lingkungan
perkotaan skala provinst,

5. Konsultasi pelayanan
perkotaan skala provinsi

6. Pelaksanaan konsultasi
keserasian pengembangan
parkotaan dan perdesaan
skala provinsi.

7. Pengembangan wilayah
tertinggal, pesksir dan pulau-
pulau kecil skala provinsi,

B. Konsultasi pengembangan
kawasan pricrtas, cepal
tumbuh dan andalan skala

provinsi.
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8. Konsultasi terhadap
kelembagaan dan
manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala
provingi,

3. Monitaring dan
Evaluasi (Moneav)

1. Pelaksanaan monoring dan |

evaluasi pelaksanzan
pembangunan daerah skala
provins.

2. Pelakszanaan monitonng dan

evaluasi pelakzanaan
kerjasama pembangunan
antar daerah kabupatenkola
dan antara daerah
kabupatenkata dengan
swasta, dalam dan luar
negeri skala provinsi.

3. Manitaring dan evaluasi

pelaksanaan pangealolaan
kawasan dan fingkungan
perkotaan skala provins..

4. Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pangembangan
wilayah tertinggal, pesisir
dan pulau-pulau kecil skala
prowing

5. Monitering dan evaluas

pelaksanaan pengambangan

" kawasan priofitas, cepal
tumbuh dan andalan skala
prowvinsi,

6., Pelaksanaan monitaring dan

evaluasi pelaksanaan
keserasian pengembangan
parkotaan dan kawasan
pardesaan skala provinsi,

7. Pwelaksanazan monitoring dan

evaluasi palaksanaan
terhadap kelembagaan dan

manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala

provingi.
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G. PERHUBUNGAN

1,_5‘_tﬂ1uhung:n
Darat

1. Laklu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

Fenyusunan dan
penetapan rencana umum
jaringan transportasi jalan
provinsi,

Pengawasan dan
pengendalian operasional
ierhadap penggunaan
jelan selain untuk
kepentingan lalu lintas di
jalan nasional dan jalan
provinsi,

T m—

Fenetapan lokasi terminal
penumpang Tipe B.

Fengesahaan rancang
bangun terminal
penumpang Tipe B.

Persetujuan
pengoperasian tarminal

penumpang Tipe B.

Penyusunan jaringan
trayek dan penstapan
kebutuhan kendaraan
uniuk angkutan yang
wilayah pelayanannya
medebihi wilayah
kabupatenfkata dalam safu
provinsl.

Penyusunan dan
penetapan kelas jatan
pada jaringan jalan
provinsi.

Pemberian izin trayek
angkutan antar kofa
dalam proving,
Penyusunan dan
penetapan jaringan lintas
angkutan barang pada

jaringan_jalan provinsi.

10,

Pamberian izin trayek
angkutan perkotaan yang
wilayah pelayanannya
melebihi satu wilayah
kabupaten/kota dalam
satu provinsi.

11.

Penetapan wilayah operasi
dan kebutuhan kendaraan
untuk angkutan taksi yang
witayah pelayanannya
melebihi kabutuhan
kabupaten/kata dalam satu
provingi
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23. Pemberian Izin operasi

angkutan sewsa
berdasarkan kuota yang
ditetapkan pemerintah,

24, Pengoperasian alat

penimbang kendaraan
bermotor di jalan.

2%, Perizinan penggunaan

jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas di
jalan provinsi.

| 26. Pelaksanaan penyidikan

pelanggaran;

a. Perda provinsi bidang
LLAJ.

b, Pemenuhan
persyaratan teknis dan
laik jalan.

c. Pelanggaran ketentuan
pangufian berkala.

d. Penzinan angkutan
LTV,

27, Pengumpulan, pengolahan

data, dan analisis
kecelakaan lalu lintas di
wilayah provinsi.

{ 2.
|

Lalu Lintas Angkutan
sungai, Danau, dan
Panyeberangan
(LLASDP)

s

. Penyusunan dan

penetapan rencana umum
jarngan sungai dan danau
antar kabupaten'kota
dalam provinsi.

Panyusunan dan
penetapan rencana wmum
lintas penyeberangan
antar kabupaton/kota
dalam provinsi yang
terletak pada jaringan jalan
Proving.

Fenetapan lintas
penyeberangan antar
kabupatenfota dalam
provinsl yang terletak pada
jaringan jalan provinsi.
Pengadaan kapal SDP.

Pengawasan terhadap
parmberian surat ukur,
sural tanda pendaftaran
dan tanda pendaftaran,
sertifikat kelaikan kapal,
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24

23

. Perizinan penggunaan

27,

Pemberian izin operasi
angkutan sewa
berdasarkan kuota yang
ditetapkan pemerintah

Pengoperasian alat
penimbang kendaraan
barmaotor di jalan.

jalan selain uniuk
kepentingan lalu lintas di
jalan provinsi. |

. Palaksanaan penyidikan |

pelanpgaran:

a. Perda provinsi bidang
LLA.

b. Pemenuhan
persyaratan teknis dan
laik jalan.

¢. Pelanggaran katentuan
pengujian barkala.

d. Perizinan angkutan
um.

Pengumpulan, pengolahan
data, dan analisis
kecelakaan lalu lintas di
wilayah provinsl,

2, Lalu Lintas Angkutan
Sungal, Danau, dan
Penyeberangan
(LLASDP)

. Penyusunan dan

panetapan rencana wmum
jaringan sungai dan danau
antar kabupaten/kota
dalam provinsi.

Fenyusunan dan
penatapan rencana umum
lintas penyeberangan
antar kabupatenkota
dalam prowvinsl yang
teristak pada jaringan jalan
proving.

Penetapan lintas
penyeberangan antar
kabupaten/kota dalam |
provinsi yang lerletak pada
jaringan jalen provins,
Pengadaan kapal SDP. |

Pengawasan terhadap
pembenan surat ukur,
surat tanda pendaftaran
dan tanda pcndaftaran,
sarifikat katatkan kapal,
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BIDANG PROVIN
= sartifikatl pangawakan

kapal, dan surat tanda
kebangsaan kapal sungal
dan danau = T GT.

6. Rekomendasi lokasi

pelabuhan penyeberangan,

7. Pembangunan pelabuhan

S0P,

B, Pemberian rekomendasi

rencana induk pelabuhan
penyeberangan,
DLEADLEp vang terletak
pada jaringan jalan
nasional dan antar negara
serta jaringan jalur kereta
api.

9. Penetapan rencana induk,

DLENDLEp pelabuban

penyeberangarn yang
terletak pada jaringan jalan
proving

10. Penetapan kelas alur
pelayaran sungai.

11, Pengadaan, pemasangan
dan pemeliharaan rambu
penyeberangan.

12, Pemetaan alur sungai
lintas kabupaten/kota
dalarm proving unbuk
kebutuhan transpartasi.

13. Pembangunan,
pemeliharaan, pangerukan
alur pelayaran sungai dan
danau.

14. Izin pembangunan
prasarana yang mefintasi
alur sungai dan danau.

15. Penetapan tarf angkutan
penyeberangan kelas
ekonomi pada Entas
penyeberangan yang
terletak pada jaringan jalan
provins.

16. Penstapan tanf angkutan
sungai dan danau kelas
ekonomi antar
kabupatenfkota dalam
proving.
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':1'.'.

18.

Pengawaszan pelaksanaan
tarif angkutan SOF antar
kabupaten/kota dalam
provinsi yang lerietak pada
jaringan jalan provinsi,

Pamberian persetujuan
pengoperasian kapal untuk
fintas penyeberangan
antar kabupaten/kota
dalam provinsi pada
jaringan jatan provingi.

15, Pengawasan

pengoperasian

penyelanggaraan
angkutan sungai dan

danau.

20. Pangawasan

pengoperasian
penyelenggaraan
anghkutan penyebarangan
antar kabupaten/kota
dalam provinsi pada
jaringan jalan provinsi,

21.

Pengawasan angkutan
barang berbahaya dan
khusus melalui angkutan
SDP.

2

Perhubungan

Kapal berukuran bonase
kotor sama dangan atau
lekih dari 7 (GT 27) yang
berlayar hanya di perairan
daratan {sungai dan
danaul

a. Pemberian izin
pembangunan dan
pengadaan kapal
sampai dengan GT 300
ditugaspembantuankan
kepada provinsi,

b. Pelaksanaan
pengukuran kapal
sampai dengan GT 300
ditugaspembantuankan
kepada provinsi.

c. Pelaksanaan
pengawasan
keselamatan kapal.

d. Pelaksanaan
pemeriksaan
radio/elektronika kapal.
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e, Pelaksanaan

f.  Penerbitan pas

g. Pencatatan kapal

h. Pelaksanaan

k. Peiaksanaan

pengukuran kapal,

parairan daratan,

dalam buku reglster
pas perairan daratan.

pemeriksaan
konstruksi,

Felaksanaan
pemeriksaan
permesinan kapal.

Penerbitan serifikat
kesslamatan kapal,

pemeriksaan
perdengkapan kapal,

Penerbitan dokumen
pengawakan kapal.

Kapal berukuran lonase
kotor kurang dari 7 (GT <7}
yang berlayar hanya di
perairan daratan {sungai
dan danau):

a. Pemberian kzin
pambangunan dan
pengadaan kapal,

Kapal berukuran tonase

kotor lebih dari atau sama

dengan GT 7 (GTz7)
yang berlayar di [aut:

Kapal berukuran tonase
kator kurang dari GT 7 (GT

= 7) yang berlayar di laut

a. Pemberian izin
pembangunan dan
pangadaan kapal.

Pangelolaan pelabuhan
regional lama.
Pengelolaan pelabuhan
baru yang dibangun oleh
prosvingi.

Penetapan rencana induk
pelabuhan laut regional
Rekomendasi penstapan
lokasi pelabuhan Emum.

.
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g,

10.

Rekomendasi penetapan
Iokasl palabuhan khusus,

Penetapan keputusan
petaksanaan

pembangunan palabuhan
laut regional

11.

1,

13.

14.

15.

16,

Penetapan pelaksanaan
pembangunan pelabuban
khusus regional

Penetapan kepuiusan
pelaksangan

pengoperasian pelabuhan
laut regional,

Penetapan izin

pengoperasian pelabuhan
khusus regional.

Rekomendasi penetapan
DLEFDLEp pelabuhan
faut internasional hub.

Rekomendasi penetapan
DLErRDLEp pelabuhan
laut internasional. I

Rekomendasi penetapan |
DLErDLEp palabuhan
laut nasional.

17.

18,

19,

, Perimbangan teknis

Penetapan DLErDLKp
pelabuhan laut regional

lzin kegiatan pengerukan
di dalam DLKrDLKp
pelabuhan laut regional.

I1zin reklamasi di dalam
DLKENDLEp pelabuhan
faut regional.

terhadap penambahan
danfatau pengembangan
fasliitas pokok palabuhan
laut regional.

i 18

22,

FPenetapan palayanan
operasional 24 (dua puluh
empat) jam petabuhan
laut regional.

Izin kegiatar: pengerukan
di wikayah pergiran
pelabuhan khusus
regional.
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23.

24,

25.

izin kegiatan reklamasi di
wilayah perairan
pelabuhan khusus
regicnal.

Penetapan pelayanan
aperasional 24 (dua puluh
ampat) jam pelabuhan
khusus regicnal.

Penetapan DUKS di
pelabuhan regicnal.

2T,

28,

30.

. Rekomendasi penetapan

pelabuhan yang lterbuka
bagi perdagangan luar
neger,

Izin usaha perusahaan
angkutan laut bagi
perusahaan yang
bardomisili dan beroperas! |
pada fintas pelabuban
antar kabupaten/kota

dalam wilayah provinsi
satempat.

Izin usaha palayaran
rakyat bagi perusahaan
yang bardomisili dan
baroperasi pada lintas
pelabuhan antar
kabupaten/kota

dalam wilayah provinsi
setempat, pelabuhan
artar/provinsi dan
intermasional (hintas
batas).

. Pemberitahuan

pembukaan kantor
cabang perusahaan
angkutan laut nasional
yang lingkup keglatannya
melayani lintas pelabuhan
antar kabupaten/kola
dalam satu provingl,

Pambaritahuan
pembukaan kantor
cabang perusahaan
pelayaran rakyat yang
lingkup kegiatannya
melayani lintas pelabuhan
antar kabupaten/kota
dalam satu provingd, lintas
pelabuhan antar provinsi
serta lintas pelabuhan
internasional {lintas
batas).




URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG

8UB 5UB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

31.

32,

33.

35,

Pelaporan pengoperasian
kapal secara tidak tetap
dan tidak teratur (framper)
begi perusahaan
anghkutan laut vang
berdomisili dan baroperasi
pada lintas pelabuhan
antar kabupatenkota
dalam satu provinsi.

Fe laporan penempatan
kapal dalam trayvek tetap
dan teratur (fimer) dan
pengoperasian kapal

' secara tidak tetap dan

tidak taratur (frarmmern)
bagl perusahaan
pelayaran rakyal yang
berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuban
antar kabupatenkota
dalam wilayah provinsi
setempat, pelabuhan
antar provinsi dan
intermasional {lintas
catas).

lzin usaha faly di
pelabuhan,

. |zin usaha bongkar muat

barang dari dan ke kapal

fzin ugaha
ekspedisl/Freight
Forwarndar.

36,

37.

38.

39,

40.

Izin usaha angkutan
perairan pelabuhan.

Izin usaha penyewaan
peralatan angkutan laut/
peralatan penunjang
anghkutan laut,

Izin usaha dapo peti
kemas,

Penetapan lokasi
pemasangan dan
pemeliharaan alat
pengawasan dan alat
pengamanan {rambu-
rambu), danau dan sungai
fintas kabupatan/kota.

Pemberian rekomendasi
dalam penerbitan zin
usaha dan kegiatan
salvage serta persetujuan
Pekarjaan Bawah Air
(PBA) dan pangawasan
keglatannya dalam
kabupaten/kola.
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4, Perhubungan
Udara

Angkutan Udara

. Pemantauan terhadap

pelaksanaan kegiatan izin
usahg angkutan udara
niaga dan melaporkan ke
Pamerintah.

. Pemantauan terhadap

pelaksanaan kegiatan izin
kegiatan angkutan udara
dan melaporkan ke
Pemuarintah.

. Pemantauan terhadap

pelaksanaan kegiatan
jaringan dan rute
penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah

. Mengusulkan rute

panerbangan baru ke dari
deerah yang bersangkutan.

. Pamaniauan pelaksanaan

persetujuan rute
panerbangan dan
melaporikan ke pemerintah.

. Pemantauam ternadap

pelaksaanaan perselujuan
penambahan atau
pengurangan kapasitas
angkutan udara dan
melaporkan ke pemerintah.

, Pemantauan terhadap

pelaksanaan persetujuan
izin terbang/FA yang
dikeluarian okeh
pamerintah dan
melaporkan ke pemarintah

Persetujuan izin
terbang/FA perusahaan
angkutan udara tidak
barjadwal antar
kabupaten/kota dalam 1
(saiu) provins dengan
pesawat udara diatas 30
tempal duduk dan
malaporkan ke
Pemerntah.

. Pemantauan larhadap

palaksanaan persetujuan
fzin terbang/FA
perusahaan angkutan
udara non berjadwal antar
kabupaten/kota dalam 1
{zatu) provinsi dangan
pesawat udara diatas 30
tempal duduk dan
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Z.Pesawat Udara

3. Bandar Udara

melaporkan ke pemerintah.

10. Pemantauvan terhadap
personil petugas
pengamanan cperalor
panerbangan dan personil
petugas pasesidan
melaparkan ke pemerintah

11. Pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan
general sales agent dan

melaporkan ke pamenniah.

12. Pemberian izin Ekspedisi
Muatan Pesawal Lidara
(EMPLU},

13. Pemberian arahan dan
petunjuk terhadap kegiatan
Ekspadizi Muatan Pesawal
Udara (EMPU).

14, Pemantauan, penilaian dan
tindakan korektif terhadap
pelaksanaan kegiatan
EMPLI dan melaporkan
kepada pemerintah,

15. Pengawasan dan

pengendalian izin EMPU.

16. Pengusulan bandar udara
yang terbuka untuk
melayani angkutan udara
keddari luar nageri.
Pengusulan bandar udara
di witayah kerjanya yang
terbuka untuk angkutan
udara keldari luar negen
disertai alesan dan data
dukungan yang memadai.
Mengusulkan penetapan
tersebut kepada
pemerintah.

1. Pamberian rekomendasi
penetapan lokasi bandar
Ldara urum

3. Pemantauan lernadap
penatapan lokasi bandar
udara umunm,

4. Pemantauan terhadap

pelaksanaan kepulusan
penetapan lokasl bandar
udara umum dan
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melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.

5. Pemberian rekomendasi

peratapan/izin
pembangunan bandar
udara umum yang
malayani pesawat udara =
30 tempat duduk.

&, Pemantauan ternadap

panetapan/zin
pembangunan bandar
wdara umum yarng
meiayani pesawat udara =
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah
pada bandar udara yang
beium terdapat kantor
adbandara.

7. Pamaniauan terhadap

pelaksanaan
panetapaniizin
pembangunan bandar
udara khusus yang
melayani pesawat udara =
30 tempat duduk dan
mataporkan kepada
pemerintah.

8. Pemantauan terhadap

pelaksanaan kegiatan
pengatur pesawat udara di
apraon, Pertolongan
Kecelakaan Penarbangan-
Pamadam Kebakaran
{PKP-PK), salvage,
pengamanan bandar udara
dan GSE, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara

9. Pemantauan terhagap

personil teknik bandar
udara dan melaporkan ke
pemarintan, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.

10. Pemantauan ternadap
pelaksanaan penetapan
bandar udara internasional
dan melaporkan ke
pamerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.

11.Dapat menjadi anggota
KOMFAL apablla bandar
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udara berdekatan d engan
wilayah kerjanya,

12.Pemantauan terhadap

13,

14.

15,

pelaksanaan panetapan
batas-batas kawasan
keselamatan operasi
bandar udara umum yang
melayani pesawal udara =
30 tempat duduk dan
melaporkan ke
pamerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara

Pemantauan terhadap
pelaksansan penstapan
batas-balas kawasan
keselamatan operasi
bandar udara umum yang
melayani pesawat udara =
a0 tempat duduk dan
melaporian ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belurn terdapat
kantor adbandara.

ljin pembangunan bandar
udara khiusus yang
melayani pesawat udara
dengan kapasitas < 30
{tiga puluh) tempat duduk
dan ruang uwdara
disekitamya tidak
dikendalikan dan terletak
dalam 2 (dua)
kabupatenfkota dalam 1
{satu) provinsi, sesuai
dengan batas kewenangan
wilayahnya.
Pemberitahuan pembenan
fjin pembangunan bandar
udara knusus.

Pemberian arahan dan
petunjuk pelaksanaan
kepada penyelenggara
bandar udara, serta kantor
terkait lainnya tentang
tatanan kebandarudaraan
dan membearikan
perfindungan hukum
terhadap lokasi tanah dan/
atau perairan serta ruang
udara untuk
penyelenggaraan bandar
udara umum sera
pengaperasian bandar
udara datam benfuk
Peraturan Pemeanntah
Daerah.
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156. Pamantauan terhadap
personil fasiitas/peralatan
elektonika dan listrik
penerbangan dan
melaporkan ks
pemenintah, pada bandar
udara yang belum terdapal
kantor adbandars.

17.Pemantauan terhadap
sertifikasi
fagilitas/peralatan
glekionika dan hstrik
penerbangan dan
melsporkan ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belurm terdapat
kantor adbandara,

18. Pamantauan terhadap
kegiatan GSE dan
melaporkan ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.

19, Pemantauan terhadap
personil GSE dan
melaporkan ke
pamerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara,

20. Pemantauan terhadap

pelaksanaan
penstapanizin operasi
bandar udara umum yang
melayani pesawal udara =
30 tempat duduk dan
malaporkan ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.

21.Pemantauan ternadap
pelaksanaan
penetapan/izin operasi
bandar udara khusus yang
melayani pesawat udara =
30 tempat duduk dan
melaporkan ke
pamerintah, pada bandar
udara yang balum terdapal
kantor adbandara.

22.Pemantavan terhadap
pelaksanaan siandar
operasi prosedur yang
terkait dengan
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| 25 Membantu kelancaran

pengamanan bandar udara |
dan melaporkan ke :
pemerintah, pada bandar |
udara yang balum terdapat
karlor adbandara.

23.Membantu kelancaran
pemeriksaan pendahuluan
keceiagkaan pasawal
udara.

24, Membantu kelancaran Tim
investigasi dalam
pencapaian lokas
kecalakaan,

dalam mekakzanakan
tugas monitor pasawal
wdara milik pemeariniah dan
dalam melaksanakan
koordinasi dengan unit
tarkait,

26, Membaniu kelancaran
keimigrasian Tim
Invesiigasl warga asing.
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H. LINGKUMGAN | 1. Pengendallan | 1. Pengelolaan
HIDUP Campak Limbah Bahan 1. Pengawasan peiaksanaan
Lingkungan Berbahaya dan pengalolaan limbah B3 skala
Beracun (B3) provinsd,

2. lzin pengumpulan limbah B3

skala provinsi { sumber imbah
lintas kabupatenikota) kecuali
minyak pelumasfoli bekas.

3. Pengawssan pelaksanaan

pemulihan akibal pencemaran
limbah B3 pada skala provinsi

4, Rekomendasi izin

pangumpidan limbah B2 skala

nasional.

5 Pengawasan pelaksanaan

sigtem tanggap darural skala
provinst.

Pengawasan penangguiangan
kecetakaan pengelglaan
limbah B2 skala provinsi.

2 Analisis Mengenai
Dampak
Limgkungan
(AMDAL)

. Penilaian AMDAL bagi jenis
usaha dan/atau kegiatan yang
mempunyal dampak penting
terhadap lingkungan hidup di
provinsi, sesual dengan
stardar, norma, dan prosedur
yang ditetapkan oleh
pamarintah.

2. Pembinaan dan pengawasan

terhadap penilakan AMDAL di
kabupaten/kota,

3. Pengawasan terhadap

pelaksanean pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup
bagl jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi
AMDAL dalam wilayah
provinsi dalam rangka uji petik.

4, Pengawasan terhadap

pelaksanaan pemberian
rekomendasi UKL/UPL yang
ditakukan oleh kabupaten/kota
dalam wilayah Provinsi.

5. Pambinaan terhadap

pelaksanaan pangawasan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup yang
ditakukan pleh kabupatenkota
bagi jenis usaha danfatau
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kegiatan yang wajib dilengkapi
AMDAL dan UKL/UPL dalam
wilayah provinsi.

&. Pembinaan terhadap
pelaksanaan pemberian

| rekomendasi UKL/UPL yang

dilekuxan oleh kabupaten'kota

dalam wilayah provinsi,

3. Pengalolaan 1. Koordinasi pengelolaan
K.ualitas Air dan kualitas air skala provins,
Pengendalian

Pencamaran Air 2. Penetapan kelas alr pada
sumber air skala provinsi

3. Koordinasi pemantauan
kualitas air pada sumber air
skala provinsi.

4, Penetapan pangendalian
pencemaran air pada sumber
air skala provingi,

5. Pengawasan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air
gkala provinsi.

6. Penetapan baku mutu air lebih |
ketat dan/atau penambahan
paramater dari kriteria mutu air
skala provinsi,

7. Penerapan paksaan
pemerintahan atau uang paksa
terhadap pelaksanaan
penanggulangan pencemaran
air skala provins| pada
keadaan darurat dan/atau
keadaan yang tidak terduga
lainnya skala provinsi.

B. Pengaturan pengelolaan
kualitas air dan pengendalian
pencemaran air skala provinsi.

5, Penetapan baku mulu air
limbah untuk berbagal kegiatan
gama atau lebih ketat darl
pemarintah,

10, Pembinaan, pengawasan dan
evaluasi palaksanaan
pemberian izin pembuangan

limbah cair lintas
kabupatenfota,
4, Pengeiokaan
Kualitas Udara dan | 1. Penstapan baku mulu udara
Pengendalian ambien daerah lebih ketat atau
Pencemaran Uidara. sama dengan baku mutu wdara

ambien nasional,
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., Penetapan status mutu udara

ambien dasrah

. Penetapan baku miutu emisi

udara sumber tidak bergerak,
ambang batas emizi gas buang
wendaraan bermaotor lama dan
penetapan baku ingkat
kebizingan dan gelaran
sumber tidak bergerak dan
baku tingkal kebisingan
kendaraan bermotor lama
skala provinsi,

Pelaksanaan koordinasi
operasional pangendalian
pencemaran udara skala
prowins.

. Koordinasi dan palaksanaan

pemantauan kualitas udara
zkala provingi

., Pembinaan dan pengawasan

baku mutu emisi udara sumber
tidak bergerak, ambang batas
emisi gas buang kendaraan
bermator lama dan penetapan
baku tingkat kebisingan dan
getaran sumber bdak bergarak
dan baku tingkat kebisingan
kendaraan bermotor lama
skala provingi,

Pengawasan terhadap
panaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang
dapat menyababkan terjadinya
pencemaran udara skala
provins.

. Pamantauan kualitas udara

dalam nuangan.

5. Pengendalian

Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Pasisir dan Laut

. Peneiapan baku mutuy air laut

skala provingi

. Penatapan kriteria baku

kerusakan lingkungan pesisir
dan laut skala provinsi.

. Penetapan lokasl dalam

pengelolaan konservasi laut
skala provinsd,

. Pengawasan terhadap

kegiatan pengendallan
pencemaran dan/atau
kerusakan oleh
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kabupaten/kola.

5 Femantauan kualitas

ingkungan wilayah pasisir dan
laut skala provingt,

&. Pengaturan pengendalian

pencemaran dan kerusakan
wilavah pesisir dan laut skala
provinsl.

7. Penegakan hukum terhadap

peraturan yang dikeluarkan
oleh daerah provingi ataw yang
dilimpahkan kewenangannya
pieh pemerintah.

B. ﬁmgmd:lim

Pencamaran
danfatau
Kerusakan Tanah
Akibat Kebakaran
Hutan dan'atau
Laman

Penetapan kriteria teknis baku
kerusakan lingkungan hidup
skala provinsi yang berkaitan
dengan kebakaran hulan
danfatau iahan.

Pengkoordinasian
penanggulangan kebakaran
hutan danfatau lahan skala
provinsi.

3. Pengawasan alas

pengendallan kerusakan
dan/atau pencemaran
lingkurgan hidug Yyang
berkaitan dengan kebakaran
hutan dan/atau lahan yang
berdampak atau diperkirakan
dapat berdampak skala
Provingd,

| 4. Pengendalian kerusakan

dan/atau pencemaran
lingkuhgan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran
hutan danf/atau lahan yang
dampaknya skala provinsi.

7. Parmgendalian

Pencamaran
danfatau Kerusakan
. Tanah Untuk
Kegiatan Produksi
Biomassa

BE

Penetapan kriteria provins|
baku kerusakan lahan
dan/atau tanah provinsi untuk
kegiatan pertanian,
perkabunan dan hutan
tanaman berdasarkan kriteria
baku kerusakan tanah
nasional,

2. Penpawasan atas

pangendalian kerusakan lahan
dan/atau tanah akibat kegiatan
yang berdampak atau yang
diperkirakan dapat berdampak
skala provinsi,
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. Pengaturan pengendalian

kerusakan lahan danfatau
taneh untuk produksl blomassa
skala provinsi,

Fenanggulangan
Pencemaran dan
Herusakan
Lingkungan Akibat
Bencana

. Penanggulangan pencemaran

danfatau kerusakan lingkungan
akibat bencana skala proving

. Penetapan kawasan yang

beresiko rawan bencana

Standar Masional
Indonesia (SN} dan
Standar
Kompetansi
Personil Bidang
Lingkungan Hidup

Pembinaan dan pengawasan
penerapan SN dan standar
kompetensi personil bidang
pengelolaan lingkungan hidup
pada skala provinsi.

10. Pengembangan

Penatapan peraturan daerah di

Pelatihan (Diklat)

Perangkat bidang penerapan instrumen

Ekonomi ekonomi yang bersifal lintas

Lingkungan kabupaten'kota dalam
pengelolaan sumber daya
alam dan Ingkungan,

. Pembinaan dan pangawasan
peEnerapan instrumen ekonarmi
yang bersifat lintas
kabupaten/kota datam
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan

11. Panarapan Fembinaan dan pengawasan
Sistem panerapan sistem manajemen
Manajemen lingkungan, ekotabel, produksi
Lingkungan, bersih, dan teknologi
Ekaolabel, Produksi berwawasan lingkungan yang
Bersih, dan mendukung pola produksi dan
Teknalogi konsumsi yang berkelanjutan
Barwawasan pada skala provinsi.
Lirgkumngan

12. Pendidikan dan . Penyelenggaraan dikiat di

bidang lingkungan hidup
sesual permasalahan
lingkungan hidup skaka
provinsd.

. Penstapan kurikulumimateri

ajar tambahan di bidang
lingkungan hidup sesuai
demngan karakteristik dan
permasalahan provinsi.
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13. Pelayanan Bidang Penyelenggaraan pelayanan di
Limgkungan Hidup bidang pengendalian
lingkungan hidup =kala
provinsi,
14, Pembinaan dan 3 -
Pengawasan atas
Fenyelanggaraan
Otonomi Daerah
Bidang Lingkungan |
| 15, Panegakan Hukum Penegakan hukum lingkungan
Lingkumgan skala provinsi,
ﬁ.‘
16. Perjanjian 1. Pelaksanaan dan pemantauan
Intarnasional di penaatan atas perjanjian
Bidang intemasional di bidang
Pengendalian pengendalian dampak
Dampak lengkungan skala provinsi
* Lingkungan 2. Pemantauan pengendalian
pelaksanaan konvensi dan
protokol skala provinsi.
17, Perubahan lkm | 1. Penetapan kebijakan
dan Perlindungan pelaksanaan pengendalian
Admosafir dampak perubahan iklim skala
provinsi.

2. Penetapan kebijakan
perlindungan lapisan ozon dan
pemantauan skala provinsi

3, Pemantauan dampak deposisi
asam skala provinsi.

18. Laboratorium 1. Penunjukan laboratodum
Lingkungan lingkungan yang telah
diakreditasi’direkomendasi
untuk melakukan analksis
lingkungan.

2. Pembinaan laboratorium
lingkurgan,

2. Konservasl 1. Keanakaragaman 1. Koordinasi dalam perencanaan
Sumber Daya Hayal: konservasl keanekaragaman
Alam (SDA) hayati skala provinsl.

2. Penetapan dan pelaksanaan

kebljakan konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan
keanekaragaman hayali skala
pravinsk.

| 3. Penetapan dan pelaksanaan

pangendalian kemerosotan
keanekaragaman hayati skala

prowvinst.

4, Pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala
provingi.
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. Penyelesaian konfiik daiam

pamanfaatan keanekaragaman |

hayati skala provinsi,

. Pengembangan manajarman

sistem informasi dan
pengeiolaan dalabasa
keanekaragaman hayat skala
provinsi.
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1. lzin Lokasi

1.8

Penerimaan permohonan
dan pemarksaan
kelzngkapan persyaratan.

Kompilasi bahan koordinasi

Palaksanaan rapal
koordinasi.

Pelaksanaan paninjauan
lckasi

Penymapan bernta acara
koordinasi bercasarkan
pertimbangan leknis
pertanahan dari kantor
wilayah Badan Pertanahan
Masional (BPN) provinsi dan
pertimbangan feknis lainnya
dari instansi terkai,

Pembuatan peta lokasi
sabagai lampiran sural
keputusan izin lokasi yang
ditarbitkan.

Penerbitan surat kepulusan
izin hokasi.

Pertimbangan dan usulan
pencabutan izin dan
pembatatan surat keputusan
izin lokasi atas usulan
kabupatenfkola dengan
perlimbangan kepala kantor
wilayah BPM provinsi;.

| 2. Menitoring dan peambinaan
perolahan tanah.

2. Penpgadsan
Tanah Untuk
Kepantingan
Urmium

a.

b

Pengadaan tanah uniuk
pembangunan intas
kabupatenikoia.

Penetapan lokasi.
Pembentukan panitia
pengadaan tanah sesual

dengan peraturan perundang-
undangan,

Pelaksanaan penyuluhan.
Pelaksanaan inventarisasi,

Pembeantukan Tim Penilal
Tanah
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Penenmaan hasil panaksiran
nilai tanah dari LembagaTim

‘Penilai Tanah,

Pelaksanaan musyawarah,

FPenatapan bentuk dan
besarnya ganti kerugian.

Pelaksanaan pemberian ganll
karugian.

Penyelesaian sangketa
bernluk dan besarnya ganti
kerugian.

Pelaksanaan pelepasan hak
dan penyerahan tanah di
hadapan kepala kantor
pertanahan kabupatenikota.

Penyelesaian

Tanah
Garapan

Penyelesaian sengketa anah
garapan lintas
kabupatervkota:

Penerimaan dan pengkajian
leporan pengaduan sengketa
tanah garapan.

Penelitian terhadap obyek
dan subyek sengketa.

Pancegahan maluasnya

dampak sengketa tanah
garapan,

Koardinasi dengan instansi
terkait uniuk menatapkan
langkah-langkah
pananganannya.

Fasilitasi musyawarah antar

pihak yang bersengketa untuk
mendapatkan kesepakatan

para pihak.

Penyelesalan
Masalah Ganti
Keruglan dan
Santunan
Tanah Untuk

Pembangunan

Penyetesaian masalah gantl
kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan.

Pembinaan dan pangawasan
pemberian ganti kerugian dan
santunan tanah untuk
pambangunan.
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5. Penstapan 1.a. Pembeniukan panitia
Subyek dan partimbangan landreform
Obyek : provinsk.
Redistribusi |
Tanah, sarta b. Penyelesaian permasalahan
Gantl Kerugian penetapan subyek dan cbyak
Tanah tanah kelabikan maksimum
Kelebihan | dan tanah abseniee,
Maksimum dan
Tanah 2. Pembinaan penetapan subyek
Absentes dan cbhyek redistribusi tanah,
e serta ganti kerugian tanah
keletshan maksimum dan tanah
absentes,
& Penetapan 1.8, Pembentukan pantia penelin
Tanah Ulayat lintas kabupatenkota

b, Penelitian dan kompilasi hasil
penekitian.

c. Palaksanaan dengar
pendapat umum dalam
rangka penetapan tanah
ulayal

d, Pengusulan rancangan
peraturan daerah provins
tentang penetapan lanah
ulayat,

g. Penanganan masalah tanah
ulayat melalui musyawarah
dan mulakat

7. Pemanfaatan 1. Penyelesalan masalah tanah
dan kosong.
Penyelesaian '
Masalah 2. Pembinaan pemanfaatan dan
Tanah Kosong penyalesaian masalah tanah
kosong.
8. Ilzin Membuka 1. Penysiesaian permasalahan
Tanah pemberian izin membuka
tanah.
| 2. Pengawasan dan
pengendalian pemberian izin
membuka tanah.
{Tugas Pembantuan)
|
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PEMERINTAHAN SUB BIDANG SuB sUB PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PROVINSI
BIDANG
8. Perencanaan Perencanaan penggunaan tanah

Penggunaan lntas kabupaten/kota yang
Tanah berbatasan.
Wilayah
Kabupaten/Ko |
ta
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URUSAN '
PEMERINTAHAN | SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG mﬁmmm
BIDANG
J. KEPENDUDUKAN | 1. Pendaftaran 1. Kebijakan Penetapan kebijakan
DAN CATATAN Penduduk pendaftaran penduduk skala
SIPIL provinsi,
7. Sosialisas) Fasilitasi, sosialisasl, bimbingan

teknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan
pemutakhiran data penduduk
skala provinsi.

3. Penyelenggaraan |

Koordinasi penyelenggaraan
pendaftaran penduduk skala
provingd,

4, Pemantauan dan
Evaluasi

Pemantauan, evaluas! dan

palaporan penyelenggaraan
pendaftaran panduduk skala

proving.

5. Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan
Pengembangan sumber daya manusia pengelola
Sumber Daya pendaftaran penduduk skala
Manusia provins.

8. Pengawasan Pengawasan alas |
penyelenggaraan pendaftaran
penduduk skala provinsi

2. Pencatatan Sipil | 1. Kebijakan Fenstapan kebijakan
pencatatan sipil skala provinsi.

2. Sosiglisasi Fasliitasi, sosialisas], bimbingan

teknis, advokasi, supervisl, dan
konsultas| pelaksanaan
pencatatan sipil skala provinsi,

3. Penyelenggaraan

Koordinas penyelenggaraan
pencatatan sipil skala provinsi.

4, Pemantauan dan

Pamaniauan, evaluasi dan

Evaluasi pelaporan penyelenggaraan
pencatatan sipil skala provinsi
&, Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

sumber daya manusia pengelola
pencatatan sipil skala provinsi.

6. Pengawasan

FPengawasan atas
penyelenggaraan pencatatan
sipil skala provinsi.

3. Pengelolaan
Informasi
Administras|

1. Kebijakan

Penestapan Kalm'jal'{in
pengelolaan informasi
administrasi kependudukan
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FROVINET
BIDANG
Kependudukan skala provinsi.

2, Sosiglisasi

Fasilitasl, soslalizasl, bimbingan
feknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasl pengelolaan
informasi administrasi
wapendudukan skala provinsi.

TF&nyulurqgamm

. Koordinasi pengelalaan

infarmast administras:
kependudukan skala provinsi.

. Pembangunan dan

pengembangan jaringan
komunikasi data skala provinsl

. Penyediaan perangkai keras

dan perlengkapan lainnya sera
sarana jaringan komunikasi data
di provinsi.

Penyelenggaraan komunikas:
data kepandudukan skala

PN,

. Pembangunan replikasi dala

kepandudukan di provins,
Pembangunan bank data
kependudukan provinsl.

. Penyajian dan disaminasi

informasi panduduk skala
provinsl.

. Parindungan data pribadi
penduduk peda bank data
kependudukan provins.

4. Pemantauan dan Pamantauan dan evaluasi
Ewvaluas] pengelolsan informasi

adminisirasi kependudukan
shala provinsi.

5. Pembinaan dan

Pembinaan dan pengembangan

Pengembangan sumber daya manusia pengelola
Sumber Daya informas] administrasi
Manusia kependudukan skala provinsi.

B, Pengawasan Pengawasan atas pengelolaan

informasi adminstras
kependudukan skala provins.
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| 4, Perkembangan
Kependudukan

2. Penyelenggaraan

3. Pamantauan dan
Evaluasi

1. Kebijakan i 1.

Panetapan kebijakan
perkembangan kependudukan
skala provinsi.

Penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan pengendalian
kuantitas, pengembangan
kualitag, pengarahan mobilitaz
dan persebaran penduduk
sarta parlindungan penduduk
skala provingi.

. Pengkajian efeidivitas

kebijakan pengendalian
kuaniftas penduduk,
pangembangan kualitas
penduduk, pengarahan
miobilitas/panataan persebaran
penduduk dan perdindungan
penduduk serta pambangunan
berwawasan kependudukan
skala provins!,

Felaporan palaksanaan
pangendalian kuantitas
penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan
mobiltas/penataan parsebaran
penduduk, dan perindungan
penduduk dalam korteks
pembangunan berwawasan
kepandudukan skala provinsi

Pemantauan dan avaluas)
kebljakan pengendalian
kuantitas penduduk.
pengambangan kualitas
penduduk, pengarahan
mobilitas/penataan persebaran
penduduk, perindungan
penduduk serta pembangunan
barwawasan kependudukan
skala provinsi.

4, Sosiaksasi

Sosialisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan
pangendalian kuantitas
penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan
Mobilitas/penataan persebaran
penduduk, perlindungan
penduduk Sarta pembangunan
berwawasan kependudukan
skala praovinsi,
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5 Pembinaan dan
Fasilitasi

& Pengawasan

Pembinaan dan pelaksanaan
kabijakan pengendalian
kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas
penduduk, pengarahan
mobilifas/penataan persebaran
penduduk, perindungan
penduduk datam Konteks
pembangunan banvawasan
kepandudukan skala provinel.

Pengawasan kebijakan
pangendalian kuartitas
penduduk, pengambangan
kualitas penduduk, pengarahan
mobilitas/penataan persebaran
panduduk, perlindungan
penduduk, dan pembangunan
berwawasan kependudukan
skala provinsi.
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PEMERINTAHAN | SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | o ey Al
BIDANG
6. Perencanaan 1. Kebijakan 1. Penatapan kebijakan
Kependudukan perencanaan kependudukan
skala provingi,
2. Soslalisasl Fagilitasi dan sosializasi

indikator kependudukan,
proveks! penduduk dan analisis
dampak kependudukan, serta
panyerastan kebijakan
kependudukan skala provinst

3. Penyelenggaraan

Penyerasian dan harmonisasi
kebijakan kependudukan pada
tataran horizontal, vertikal, dan
diagonal antar lambaga
pamarintah dan lembaga non
pemerintah pengelola bidang
kepandudukan skala provinsi.

Penetapan indikater
kependudukan, proyeksi
pendudulk, dan analisis
dampak kependudukan skala
provinsi,

Koordinasi dan sosialisasi
hasll penyusunan indikator,
proyeksi, dan analisis dampak
kepandudukan serta kebijakan
kependudukan kepada
khalzyak sasaran skala
provinei,

Penilaian dan pelaporan
kinerja pembangunan
kepandudukan secara
pariodik.

Pendayagunaan informasi atas
indikator kependudukan dan
araliszis dampak
kependudukan untux
perencanaan pembangunan
barbasis penduduk skala
proving,

4. Pemantauan dan
Ewvaluas

Pemaniauan, evaluasi, dan
pataporan indikator
kependudukan, proyeksi
penduduk dan analisis dampak
kependudukan, serta
penyerasian kebijakan
kependudukan skala provinsi

5. Pembinaan

Bimbingan teknis, advokasi,
fasilitagi, dan sosiaksasi
indikator kepandudukan,
proyeksi pendudui dan analisis
dampak kependudukan, serta
penyerasian kebijakan
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BIDANG

kependudukan skala provins.

6. Pengawasan

FPengawasan indikator
kependudukan, proyeksi
penduduk dan analisis dampak
kapandudukan, serta
penyerasian kebijakan
kependudukan skala provinsi.
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K. PEMBERDAYAAN 1. an | 1, Kebijakan 1. Penetapan kebijakan
PEREMPUAN DAMN Gender (PUG) Pelaksanaan daarah pelaksanaan PUG di
PERLINDUNGAN PUG pravinst.
ANAK
2. Koordinasi, fasilitasi dan
| mediasi palaksanaan
kebhakan PLIG skala
provinsi
- 7. Kelembagaan | 1. Fasilitasi penguatan .

PUG

kelembagaan dan
pengembangan mekanismea
PUG pada lembaga
pemarintahan, PSW,
lembaga penalitian dan
pengembangan, lembaga
non pemerintah skala
PIOWInS

2. Keordinasi dan fasilitas

pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan yang
responsil gender skala
provinsi.

3. Pemantavan dan evaluasi

pelaksanaan PUG skala
provinsi,

| 4. Pelaksanaan
PUG

1. Pemberian bantuan teknis,

fasilitasi pelaksanaan PLIG
{analisis gender,
pEFENCANEEN Srggaran
yang responsif gender, dan
pengembangan materi KIE
PUG) skala provinsi.

2. Peiaksanaan PUG yang

terkait dengan bidang
pembangunan terutama di
bidang pendidikan,
kesshatan, ekonomi,
hukurr dan HAM dan politik
skala provinsi.

3. Fasilitasi penyediaan data

tarpilah menurit jenis
kelamin skala provinsi.

| 2. Kualitas Hidup

dan
Perlindungan
Parempuan

Kebijakan
Kualitas Hidup
Perempuan

Penyelenggaraan  kebijakan
provinsi peningkatan kualitas
hidup perempuan yang terkait
dengan bidang pembangunan

terutama bidang pendidikan, |

kesehatan, ekonomi, hukum
dan HAM, politik, lingkungan,
dan sosial budaya skala
provinsi.
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2. Pengintegrasian Fagilitasi pengintegrasian
Kebijakan upaya peningkatan kualifas
Kualitas Hidup hidup perempuan dalam
PerempLan kebiakan bidang
pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukurn dan HAM,
politik, lingkungan, dan
sosial buedaya skala
provinsl.
= 3. Koordinasi Koordinasi pelaksanaan
= Palaksanaan kebijakan kualitas hidup
Kebijakan perempuan dalam bidang
Kualitzs Hidup pendidikan, kesahatan,
Perampuan ekonomi, hukum dan HAM,
politik, lingkungan, dan
sogial budaya skala
provinsi. .
4. Kabljakan Penyelengaraan kebijakan
Parlindungan provingi perindungan
Ferempuan parempuan terutamsa
parlindungan terhadap
kekerasan, lenaga kerja
perempuan, perempaan
lanjut usia dan penyandang
cacat, dan perempuan di
daerah konflik dan daeran |
vang terkena bencana
skala provinsi,
5. Pangintegrasian Fasilitasi pengintegrasian
Kebijakan kebljakan proving
Parlindungan periindungan perampuan
Perempuan terutama perfindungan
ternadap kekarasan,
tanaga kerja perempuan
parempuan lanjut wsia dan
penyandang cacat, dan
perempuan di dasrah
konflik dan dasrah yang
terkana bencana skala I
proving,
B. Koordinas Koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan kabijakan perlindurgan
Kebijakan parempuan terutama
Perindungan perlindungan terhadap
Perempuan kekerasan, lenaga kera
perampuan, perampuan
lanjut usia dan penyandang |
' cacat, dan parempuan di
daerah konflik dan daerah
yang terkena bencana
skala provinsl.
3. Perlindungan 1. Kebijakan . Pelaksanaan kebijakan
Anak Kesejahteraan dalam rangka
dan kesejahteraan dan
Perlindungan perlindungan anak skala
Anak

provinst. |
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PEMERINTAHAN SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG | FEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PROVINSI

2. Penstapan kabijakan

daerah tentang
kesejahteraan dan
perindungan anak skala
Provingi.

2. Pengintegrasian

Pengintegrasian hak-hak

Hak-Hak Anzak anak dalam kebijakan dan |
dalam Kebijakan pragram pembangunan .
dan Program skald provinsi,
Pambangunan
- 1. Koordinasi Koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan kesejahleraan dan
Kessjahteraan padindungan anak skaia
dan provins
Perindungan
Anak
4, Pembordayaan 1, Penguatan Fasilitasi penguatan
Lembaga Lembaga/ lembaga/organisasi
Masyarakat dan Organisas: masyarakat dan dunia
Dunia Usaha Masyarakat dan usaha uniuk pelaksanaan
Dunia Usaha PUG dan peningkatan
untuk kesejahtersan dan
Pelaksanaan perlindungan anak skala
PUG dan provinsi.
Paningkatan
Kesejahtersan |
dan
Perlindungan |
Arnak -
2. Pengembangan . Fasilitasi pangembangan
dan Penguatan dan penguatan jarngan
Jaringan Kerja kerja lembaga masyarakat
Lembaga dan dunia usaha untuk
Masyarakal dan pelaksanaan PUG,
Dunia Usaha kesajahteraan dan
Lriik pariindungan anak skala
Pelaksanaan prowvinsl
PUG,
Kesejahteraan . Fasilitasi lembaga
dan masyarakat untuk
Perindungan rmelaksanakan rekayasa
Anak gosial untuk mewujudkan
KKG dan pedindungan
anak skala provinsi. 21
6. Data dan 1. Data Tarpitah Penjabaran dan penetapan
informasi Gender mianunt Jenis kebijakan sistemn informasi
dan Anak Kelamin dari di gender dan anak skala
Setlap Bidang provinsi dengan menjuk
Terkait pada kebiakan nasional.
2, Data dan . Koordinas! palaksanaan
Informasi sistem informasi gender dan
Genderdan anak skala provinsi.
Angk

. Fasilitasi palaksanaan

gistem Informasi gender dan
anak,
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3. Momunikasi, 1. Kompilasi data terpilah
Infarmasi dan menurut jenis kelamin,
Edukasi (KIE) khusus perempuan dan

gnak skala provinsi.

2. Analisis, pemanfaatan dan

penyebarluasan,
pendokumentasian data
terpitah menurut jenis
kelamin, khusus perempuan |
dan anak skala provinsl.

. Penyusunan model

infarmasi data (madiasi dan
advokasi) skala provinsi.

. Pemantauan dan evaluasi
serta pelaporan
pelaksanaan pendataan
dan sistem informasi gender
dan anak skala provinsi.
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SUB BIDANG L &UB BUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINGI

1. Fﬂirmn

Keluarga
Berencana (KB)
dan Kesehatan
Reproduksi

Kebijakan dan
Pelaksanaan
Jaminan dan
Palayanan KB,
Peningkatan
Partisipasi Pria,
Penanggulangan
Masalah
Kazehatan
Reproduksi, serta
Kelangsungan
Hidup 1ou, Bayl
dan Anak

1.a. Penatapan kebljakan jaminan
dan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah
kesahatan reproduksi serta
kelangsungan hidup ibu, bay,
dan anak skala provinsi,

b.Pembarian dukungan
operasional jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria,
penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi, sera
kelangsungan hidup ibu, bayi
dan anak skala provinsi.

' 2.  Pemberian dukungan

pelaksanaan pedoman upaya
peningkatan jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria,
pananggulangan masalah
kesehatan reprodukss, serta
kelangsungan hidup bu, bayi
dan anak skala provinsi.

3. Pengelolaan jaminan dan
petayanan KB, peningkatan
parisipasi pria,
penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi, serta
kelangsungan hidup ibu, bay!
dan anak skala provinsi.

4 Penyediaan sarana, alat, _
ghat, dan cara konfrasepst
gkala provinsi.

5. Pembernan dukungan
penyelenggaraan promosi
pamenuhan hak-hak
reproduksi dan promosi
kesahatan reproduksi skala
proVinSt.

2. Keasehatan
Reproduksi
Remaja (KRR)

Kebijakan dan
Palaksanaan KRR
dan Parlindungan
Hak-Hak
Reproduksi

1.a. Penetapan kebijakan KRR,
pencegahan HIVIAIDS, IMS
dan bahaya NAPZA skala

proving.

b, Pemberian dukungan
cperasional KRR,
pencegahan HIVIAIDS, IMS
dan bahaya NAPZA skala

provingd,
2 a. Fasiilasi pelaksanaan
pedoman, noma, standar.

prosedur, dan kriteria KRR,
~ pencegahan HIVIAIDS, IMS
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dan bahaya NAPZA skala
provinsi,

3. Pengeioiaan KRR,

pencegahan HAVAIDS, IMS
dan bahaya NAPZA skala
provinst.

4. Pendayagunaan SDM

pengelola, pendidik sabaya
dan konselor sebaya KRR
fermasuk pencegahan
HIVIAIDS, IMS dan bahaya
MAPZA baik antara sekior
pemerintah dengan sektor
LSOM skala provinsi.

3, Ketahanan dan Kebijakan dan . Pensetapan kebijakan dan
Pemberdayaan Pelaksanaan pengembangan ketahanan
Keluarga Pangembangan dan pemberdayaan keluarga

Ketahanan dan skala provinsi,

Pemberdayaan

Keluarga ?. Fasilitasi palaksanaan
padorman, norma, standar,
prosedur, kriteria, dan
pengambangan ketahanan
dan pembardayaan keluarga
skala provinsi.

3. Pengelolaan oparasional
ketahanan dan pemberdayaan
keluarga skala proving.

4. Penguatan Kebijakan dan . Penstapan kebijakan dan
Pelembagaan Pelaksanaan pengembangan penguatan
Keluarga Kecil Panguatan palembagaan keluarga kecil
Berkualitas Pelembagaan berkualitas dan jejanng

Keluarga Kecil program skala provinsd,
Berkualitas dan
Jejaring Program | 2. Fasilitas pelaksanaan

padoman, nomma, standar,
prosadur dan kritena
penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan
jejaring program skala
provinsi.

3.a. Pengelolaan operasional
penguatan pelembagaan
keluarga kecll berkuaitas
dan jejaring program skala
prosving,

b. Panyiapan pelaksanaan
pengkajian dan
pengembangan program KB
nasional, serta pemanfaatan
hasli kajian dan penelitian.
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SUB BIDANG

SUB BUB BIDANG

PEMERTNTAHAN DAERAH

5. Advokasi dan
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasl (KIE)

Kebijakan dan
Pelaksanaan
Achvokasi dan KIE

1.a. Penetapan kebijakan dan

pengembangan advokasi
dan KIE skala provinsl.

Faszilitas: operasional
advokasi dan KIE skala
PrOwinsl.

Fasilitasi pelaksanaan
pedoman pengembangan
advokasi dan KIE skala
nasional.

FPengelolaan
pangembangan advokasi
dan KIE skala provinsi.

8. Informasi dan
Data Mikro
Kependudukan
dan Keluarga

Kebijakan dan
Pelaksanaan Data
Mikro
Kependudukan
dan Keluarga

Fenetapan kebijakan dan — |
pengembangan informasi
serta data mikro
kependudukan dan
keluarga skala provinsl.

Fasilitazsi operagional
pengelolaan informast sarta
data mikro kependudukan
dan kefuarga skala provinsi,

Faslitasi pelaksanaan
pedoman pangembangan
informasi dan deta mikro
kependudukan dan keluarga
skala provinsi,

Pengelolaan pangembangan
informasi serta data mikro
kepandudukan dan keluarga
skala provinsi.

7. Kesarasian

Kebijakan
Kepandudukan

1. Penyerasian dan
Keterpaduan
Kebiakan
Kepandudukan

Pelaksanaan kebiakan
terpadu antara
parkambangan
kependudukan (aspek
kuantitas, kualitas, dan
mobilitas) dengan
pembangunan di bidang
ekonomi, sosial budaya dan
lmgkungan,

Pengkajian dan
penyempumaan peraturan

daerah yang mengaiur
perkembangan dan dinamika

kependudukan di provinsi.

Penyerasian Isu
kapandudukan ke dalam
program pembangunan di
provinsi.
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BIDANG 5
B. Pembinaan Eebijakan dan Dukungan pelaksanaan
Pekaksanaan maniforing, evaluasi,
Pembinaan asistens!, fasilitazi, dan

supervisi pelaksanaan
program KB nasional,
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BIDANG PROVINSI
BIDANG
M. SOSIAL 1. Kebijakan Bidang

Penetapan kebiakan bidang
sosial skala provins:
mengacy pada kebijakan
nasional.

2. Perencanaan
Bidang Sosial

Penyusunan perencanaan
bidang sosial skaia provinsi.

3. Kerjasama uBh:lmq
Sosial

Fenyelenggaraan kerjasama
bidang soslal skala provins

4. Pembinaan Bidang
Soslal

1. Koordinasl pemerintahan di

bidang sosial skala provinsi.

2. Sinkronksas dan hamnonisasi

pelaksanaan pedoman dan
standarisasi,

3. Pangajuan usulan dan

rekomendasi unfuk
penetapan akredias dan
sertifikas

4, Pemberian bimbingar,

manitoning, Supenvisi,
konguitasi, dan fasilitasi
bidang sosial skala provinsi.

B. Identifikasi dan

Identifikasi sasaran

Fenanganan penanggulangan masalsh
Penyandang sosial skala provinsi
Masalah

Kessjahteraan

Sosial

6. Pengembangan dan 1. Penggalian dan |
Pandayagunaan pandayagunaan PSKS skala
Potensi dan provins.

Sumbear

Kesajahteraan 2. Pengembangan dan

Sosial (PSKS) pu.nq:yagunam PEKS skala
provinsd,

7. Pelaksanaan Pelaksanaan program
Program/Hegiatan kegiatan bidang snsla_ll skala
Bidang sosial provinsl dan atau kerjasama

antar kabupatervkota.

8. Pengawasan Bidang Pengawasan atas
Soslal pelaksanaan urasan

pemerintahan bidang sosial,
dan kebijakan skala provinsi.

9, Pelaporan | Felaporan pelaksanaan
Pelaksanaan program bidang sosial skala
Program di Bidang provins! kepada Presiden
Sosial melalui Manteri Dalam Meger

dengan tembusan kepada
Menteri Sosial.




972 -

TEUSAN
PEMERINTAHAN SUB BIDANG m PEMERINTAHAN H:mmnﬂ
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10. Barana dan F"anyaﬁiﬂn sarana dan

Prasarana Sosial prasarana sosial skala
Erovinsi.

11. Pembinaan Tenaga . Pengangkatan dan
Fungsional Pekerja pamberhentian pejabat
Soslal fungsional pekerja sosial

skala provingi.

2. Pengusulan calon peserta
pendidikan profesi pekenaan
sosial skala proving,

3. Pengusulan calon peserta
pendidikan dan profesi
pekarja sosial skala provinsi,

12. Sistem Informasi Fengembangan jaringan
Kesejahteraan sistem informasi
Soalal kessjahteraan sosial skala

provinss,

13. Penganugerahan . Pengusulan dan pemberian
Tanda Kehommatan rekomendasi atas usulan

penganugerahan satya
lencana kebakian sogial
kepada Presiden medalul
Menteri Sosial.

. Pemberian penghargaan di
bidang sosial skala provinsi.

14, Milai-nilal . Pelestarian ::Il:lnsmtamn nilai;rilai %

hlawanan, Nilai-Nilai ahlawanan, keperintisan
E:xﬂnthan dan kejuangan serta nilai-nikai
Kejuangan dan kesetiakawanan sm!al sesual
Kesetiakawanan padorman skala provinsi,
Sosial _
. Pemgiiharaan Pembangunan, perbaikan,

Taman Makam
Pahlawan
{TMF)

. Pamaliharaan

Makam
Pahlawan
Nasional (MPM)

., Penganugeraha

n Galar
Pahlawan dan
Pearintis
Kemerdekaan

. Penyelanggara

an Peringatan
Hari

Pahlawan dan
Hari
Kesetigkawana
n Scaial
Masional

pemaltharaan, TMP i
proving.

Pamberian rekomendas: atas |
usuian pengangkatan gelar
Fahlawan Kasional dan
Perintis Kemeardekaan,

Pananggungjawal
penyelenggaraan Han
Pahtawan dan Han
Kesetiakawanan Sosial
Nasional Ungkat provinsi.
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TRUBAN
PEMERINTAHAN SUB BIDANG | BUB BUB m&mﬂm
BIDANG o ANy ETOVIN
15. Penanggulangan Penanggulangan korban

Korban Bancana

bencana skala provins.

. Pamberian &in pengumplan :

16. Pangumpulan
Uang atau Barang uang atau barang skala
(Bumbangan provinsi,
Sosial)
| 2. Pangendalian pangumpulan
| uang atau barang skala
17. Undian . Pemberian rekomendasi izin
undian skala provinsi.

2. Pangendalian dan
pengawasan pelaksanaan
undian di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota,

18, Jaminan Sosial Pelaksanaan dan
bagi Penyandang pangembangan jaminan
Cacat Fisik dan sosial bagi penyandang cacat
Mental, dan Lanjut fisik dan mental, lanjul usia
Usia Tidak fidak potensial terlantar yang
Potensial Terlantar, barasal dar masyarakat
yang berasal darl rentan dan fidak mampu
Masyarakat Rentan skala provinsi.

dan Tidak Mampu

19, Pengasuhan dan
Pangangkatan
Anak

Femberian izin pengangkatan
anak antar WHL
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UTRUBAN
BIDANG EBIDANG PROVINEI

skala provinsi,

'3 Mediasi kerjasama

perpindahan fransmigrasi
dan penataan persebaran
ransmigrasi yang serasgi
dan seimbang dengan
daya dukung alam dan
daya tampung skala
provins.

4. Fasilifasi, bimbingan teknis,

dan pelayanan
perpindahan transmagrasi
skala provinai,

5. Pengendalian dan supenvisi

pelaksanaan pengarahan
dan fasilitasi perpindahan
transmigrasi skala provinsi.
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BIDANG

BUE BIDARG

EUB SUBE
BIDANG

FEMERTNTAHAN DAERAH

FROVINSI

{3

b

f.a.

Pengusulan calon WPT

Koordinasi palaksanaan
pengembangan usaha
masyarakat di WPT atau
LPT skala provinsi.

K.oardinas! pelaksanaan
pameliharaan dan
pangambangan
infrastruktur WPT atau LPT
skala provinsi.

Koordinasi pelaksanaan
panyarasian
pengembangan
masyarakat dan kawasan
WPT atau LPT dengan |
wilayah sekitar skala -
provins.

Koordinasi dan sinkronisasi
penyajian data dan
informasi lentang
perkembangan WFT stau
LPT skala provins.

atau LPT yang dapal
dialihkan tanggungjawab
pembinaan khususnya
dalam skala provinsi,

Pengendalian dan
supervisi pelaksanaan
pengembangan
masyarakat dan kawasan
transmigrasi skala provinsi,

&, Pangarahan Dan
Fazllitasi
Perpindahan
Transmigrasi

1.a. Fasilitasi, imbingan teknis,

b.

2.8,

dan pelaksanaan
Komunikasi, Informasi, dan |
Edukasi (KIE) |
ketransmigrasian skala
prowvinsl,

Penyediaan dan pelayanan
informasi ketransmigrasian
gkala provingi,

Faszilitasi, bimbingan teknis,
pENyUsUnan dan
peNyerasian rencana
pengarahan dan fasditas
perpindahan fransmigrasi
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URUSAN
BIDANG BIDANG FROVINEI

b.Pengusulan rencana

pengarahan, perpindahan,
dan penempatan

transmigrasi skala provingl |

berdasarkan hasil
pembahasan dengan
pemerintah dasrah
kabupatenikoia.

Koordinasi panyediaan
tanah uniuk pembangunan
WPT atau LPT ekala
pravinsi.

Pengusulan rancangan
rencana teknis
pambangunan WPT atau
LPT skala provingi.

KIE ketransmigrasian skala
Provinsi.

S.a. Panyediaan informasi

pengembangan investasi
dalam rangka
pembangunan WPT atau
LPT skala provinsl

b.iMedias| dan koordmasi

pelayanan inveastasi dalam

rangka pembangunan WPT

atau LPT skala provinsi.

b.a. Mediagi kerjasama anlar

daerah dalam perpindahan
dan penampatan
transrmigrasl skala provinsi,

Koordinasi pelaksanaan
pembangunan WFT atau
LPT skala provinsi,

.Koordinasi pelaksangan

penviapan calon
transmigran skala provinsi.

4. Pengembangan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigras

Sinkronisasi dan
pengusulan rencana
pengembangan
masyarakat dan kawasan
transmigrasi skala provinsi.

Foordinasl pelaksanaan
peningkatan kapasitas
SDM dan masyarakat di
WPT atau LPT skala
provinsl.
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URUBAN
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bidang ketransmigrasian
skala provingi.

2. Pembingan SOM
Aparatur

Pelaksanaan kebijakan,
pedoman, norma, standar,
prosedur, kriteria, dan
monitoring, evaluasi
pembinaan S0DM aparatur
pelaksana urusan
pemefintahan bidang
ketransmigrasian di
pamarintahan dasrah
provinsi,

Perencanaan formasi,
karr, dan dikiat S0M
aparalur pelaksana urusan
pamenniahan bidang
ketransmigrasian di
pemerintah dasrah
provinsi.

Fembinaan,
penyelenggaraan,
pengawasan, dan
pengendalian, sera
evaluasi pengembangan
SDM aparatur pelaksana
urusan pamerntahan
bidang ketransmigrasian di
pemenniah dasrah
provinsl.

Pengangkatan dan
pamberhentian pejabat
perangkat daerah yang
menangani bidang
ketransmigrasian skala
pemerintah daerah
provinsi.

Pembinaan, pengangkatan,
dan pemberhentian pejabat |
fungsional di bidang
ketransmigrasian instansi
prOVIrsS.

3. Permyiapan
FPermukiman dan
Fenempatan

1.4,

Pengusulan rencana lokasi |
pembangunan Wilayah
Fengembangan
Transmigrasi (WFT) atau
Lokasi Permukiman
Transmigrasi (LPT) skala
proving berdasaran hasil
pembahasan dengan
pemenintah daerah
kabupatenkola.
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PEMERINTAHAN DAERAH

3.

14,

pengawas kelanagakerjaan
skala provingi kepada
pemernniah,

Pengusulan penerbitan
kartu legitimasi bagi
pengawas ketenagakerjaan
skala provinsi kepada
pemesintah

Pengusulan karu PPNS
bidang ketenage-kerjaan
skala provingsi kepada
permerintah.

Ferencanaan,
Pembinaan, dan
Pengawasan

Palaksanaan kEI;I-.j;F[‘EHI'I
pusat dan perurmusan
kebijakan daerah serda
pelaksanaan strategi
penyelenggaraan Urssan
pamesintahan bidang
kefransmigrasian skala
provinsi,

Fengandalian, evaluasi,
dan pelaporan

penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang

katransmigrasian skala
provinsk,

Sinkronksasi dan
pengendalian pelaksanaan
urusan pemerintahan
bidang ketransmigrasian
skala provinsi,

Fembentukan
kelembagaan SKPD
bidang ketrangmigrasian
skala provinsi bardasarkan
kebijakan, pedoman,
norma, standar, prosedur,
dan kriteria yvang
ditetapkan pemerintah,

Perancangan
pambangunan ransmigrasi
dasrah provins, serta
pembinaan dan
penyalenggaraan sisbem
informasi ketransmigrasian
skala provinsi.

Pemberdayaan pemerntah
daerah kabupaten/kota
dalam penyelanggaraan |

urusan pemerintaan |
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URUBAN -
PEMERINTAHAN SUB BIDANG 5UB SUB FPEMERINTAHAN DAERAH
SME3 skala provinsi.

b.Pelaksanaan koordinasi
dan audit SMES skala

provinsi,

6. Pengkajian dan
perekayasaan bidang
noma kelenagakanaan,
hygiene perusahaan,
ergonomi, kesehatan dan
keselamatan kerfa yang
bersifal strategis skala
pravins:,

7. Pelayanan dan peiatihan
seMa pengembangan
bidang norma
ketenagakeraan,
keselamatan dan
kesahatan kerja yang
bersifal stralegis skala
provingi,

B. Pemberdayaan fungsi dan
kegiatan personil dan
kalembagaan pengawasan
ketenagakerjaan skala
provinst,

9. Fasilitasl penvelenggaraan
pembinaan pengawasan
ketenagakerjaan skala
provins.

10. Penyelenggaraan
ketatalaksanaan

pengawasan
kelenagakerjaan skala
proving,

11. a. Pengusulan calon
peserta diklat
pengawasan
ketenagakerjzan kepada
pemerniah.

b. Bekerjasama dengan
pusat
menyelenggarakan
dikiat teknis I
pengawasan
ketenagakernaan. |

| 12. Pengusulan calon pegawai |
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SUB BIDANG

PFEMERINTAHAN DAERAH
PROVINGI

pengawas ketenagakerjaan
skala provinsi kepada
permertniakh.

13, Pengusulan panerbitan
kariu legitimasi bagi
pengawas ketenagakerjaan
skala provinsi kepada
pamerintah.

14, Pangusulan kartu PPNS
bidang kelenaga-keraan
skala provinsi kepada
pemaerintah.

2. Ketransmigra-
sian

1. Kebijakan,
Perencanaan,
Pembinzan, dan
Pengawasan

1. Pelaksanaan kebijakan

pusat dan perumugsan
kebijakan daerah serta
pelaksanaan sirategl
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bedang
ketransmigrasian skala
provins,

2. Pengeandalian, avaluask,

dan pelaporan
penyelenggaraan urusan
pemenntahan di bidang
katransmigrasian skala
proving,

3. Sinkronisasi dan

pengendalian palaksanaan
urusan pemerniahan
bidang ketransmigrasian
skala provinsi,

4, Pembeantukan

kelembagaan SKEPD
bidang kefransmigrasian
skala provinsi berdasarkan
kebijakan, pedoman,
norma, standar, prosedur,
dan kritena yang
ditetapkan pemerintah.

5. Parancangan

pambangunan transmigrasi
daarah provinsi, sera
pambinaan dan
penyelenggaraan sistem
informasi ketrangmigrasian
gkala provinsi,

G, Pemberdayaan pamerintah

daerah kabupalenkota

dalam penyelenggaraan
urugan pemerimahan
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URUSAN |
BIDANG PROVINBIL
bidang ketransmigrasian
skala provinsi.

2. Pambinaan SO8
Aparatur

Pelaksanaan kebijakan,
padoman, nomma, standar,
progedur, krilena, dan
monitoring, evaluasi
pembinaan S0OM aparatur
pelaksana urusan
pamerintahan bidang
kefransmigrasian dt
pemearintahan dasrah
provinsi

Perencanaan formasi,
karir, dan diklat SDM
aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang i
kefransmigrasian di
pemearintah daerah
provinsi,

Fembinaan,
penyalenggaraan,
pengawasan, dan
pengendalian, serta
evaluasi pengembangan
SDM aparatur pelaksana
urusan pemerniahan
bidang ketransmigrasian di
pemearintah dasarah
proving,

Pengangkatan dan
pemberhentian pejabat
perangkatl daerah yang
mienangani bidang
ketransmigrasian skala
pemerintan dasrah
prowvinsi.

Fembinaan, pangangkatan,
dan pamberhentian pejabat |
fungsional di bidang I
ketransmigrasian instansi |
provinsi. |

3. Penyiapan
Permukiman dan
Panempatan

1.8.

Pengusulan rencana lokasgi
pembangunan Wilayah
Pengembangan
Transmigrasi (WPT) atau
Lokasi Parmukiman
Transmigrasi (LPT) skala
provinsi berdasarkan hasil
pembahasan dengan
pemarintah daarah
kabupaten/ota,
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BIDANG BIDANG PROVINSI

b.Pengusulan rencana
pengarahan, perpindahan,
dan penempatan
ransmigrasi skala provins
berdasarkan hasil
pembahasan dengan
pemanntah dasrah
kabupaten/kata,

2. Koordinasi panyediaan
tanah untuk pembangunan
WPT atau LPT skala

PrOVIREG.

4. Pengusulan rancangan
rencana teknis
pembangunan WPT atau
LPT skala provinsi,

4, KIE ketransmigrastan skala |
Provingi,

5.a. Penyediaan informasi
pengembangan invasias
dalam rangks
pembangunan WFT atau
LPT skala provinsi,

Ix.Mediasi dan koordinasi
palayanan investasi dalam
rangka pembangunan WPFT
atau LFPT skaia provinsl.

f.a. Mediasi kerjasama antar
daerah dalam perpindahan
dan panempatan
transmigrasi skala provingi

7. Foordnasi pelaksanaan
pambangunan WPT atau
LPT skala provinsi.

B.a. Koordinasi pelaksanaan
penyiapan calon
transmigran skala provinsi. |

4, Pengembangan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi

1. Sinkronizasi dan
pEngusulan rencana
pengembangan
masyarakal dan kawasan
transmigrasi skala provingi

| 2. Koordinas! pelaksanaan

peningkatan kapasitas
S0M dan masvaraks! di
WPT atau LPT skala

provinsk.
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URUSAN
BIDANG BIDANG PROVINSI
<. Koordinasi pelakzanaan

6.a.

pengembangan usaha
masyarakat di WFT atau
LPT skala provinsi.

Koordinasl pelaksanaan
pemelinaraan dan
pengembangan
infrastrukiur WFT atau LPT
zkala provinsi.

Koordinasi pelaksanaan
penyerasian
pengembangan
masyarakat dan kawasan
WPT atau LFT dengan
wilayah sekitar skala
proving,

Koordinasi dan sinkronisas:
penyajian data dan
informagi tentang
perkembangan WPT atau
LPT skala provinsi.

b. Pengusulan calon WPT

atau LFT yang dapat
dialihkan tanggungjawab
pembinaan Khususnya
dalam skala provinsi

Pengendalian dan
supervisi pelaksanaan
pangembangan
masyarakat dan kawasan
transmigrasi skala provinsi,

5. Pengarghan Dan
| Fasilitasi
Perpindahan
Transmigrasi

1.a. Fasilitasi, Bimbingan leknis,

dan peiaksanaan
Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi (KIE)
ketransmigrasian skala
pravinsi.

b.Penvediaan dan pelayanan

2.a. Fasilitasi, bimbéngan teknis,

informasi ketransmigraszan
skala provinsi,

penyusunan dan
peENyerasian rencana
pangarahan dan fasiitasi

perpindahan fransmigrasi
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EUE BUB PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN 8UB BIDANG BIDANG :
skala provinsi,

4. Mediasi kerjasama
perpindahan transmigrasi
dan penataan persebaran
iransmigrasi yang serasi
dan seimbang dengan
daya dukung alam dan
daya tampung skala
prowvinsi,

4, Fasilitasi, bimbingan teknis,
dan pelayanan
perpindahan transmigrasi
skala provinsi.

5. Pengendalian dan supervisi
pelaksanaan pengarahan
dan fasifitasi perpindahan
ransmigrasi skala proving
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URUBAN
PEMERINTAHAN BUB BUB FEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG
EIDANG EBIDANG PROVINSI
0. KOPERASI 1. Kelembagaan 1. Pelaksanaan kebijakan
DAN USAHA Koperasl pembantukan, penggabungan, dan
KECIL DAN ¥ peleburan, serta pembubaran
MENENGAH koparasi,

2.a.Pengesahan pembentukan,

panggabungan dan peleburan,
seria penelapan pembubaran
koperasi lintas kabupaten'kota.
{Tugas Pembantuan)

b.Fasilitasi pelaksanaan pengesahan
dan pengumuman akta pendirian
koperas! lintas kabupaternkota.

Fagilitasi pelaksanaan pengesahan
dan perubahan AD yang
menyangkut penggabungan,
pambagian dan' perubahan bidang
usaha koperasi lintas
kabupatenikola.

Fasilitasi pelaksanaan pembubaran
koperasi di tingkat provinsi.

|
| 5.a. Pembinaan dan pengawasan K5F

]

dan USP koperasi di tingkat
prowing,

b.Fasilitasi pelaksanaan lugaes dalam
pangawasan KSP dan LSP
Koperasl di ingkat provinsi (Tugas
Pembantuan].

2. Pemberdayaan
Koperasi

Pelakzanaan kebijakan
pemberdayaan koperasi meliputi;

a. Penciptaan usaha simpan pinjam
vang sehat di tingkat provingi
g@suai dengan kebijakan
pamerintah;

. Bimbingan dan penyuluhan
koperasi dalam pembuatan
laporan tahunan KSP dan USP
lintas kabupatenkota;

¢, Pembinaan KSP dan USP lintas
kabupaten/kota;

d.Fasilitasi pelaksanaan
pembubaran dan penyal@saian
akibat pembubaran KSF dan
USP lintas kabupaten/kota;

e. Pembertan sanksi administratif
kepada KSP dan USP lintas
kabupaten/kola yang tidak
melaksanakan kewajibannya;
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TRUBAN
PEMERINTAHAN BIDAN BUB BUB FPEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG - o BIDANG PROVINSI

Fengembangan iklim serta kondisi
yang mendorong pertiumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam
wilayah provinsi.

Pemberian bimbingan dan
kemudahan koparasi lintas
kabupatan'kota,

Perlindungan kepada koperasi
dalam wilayah provinsk.

3. hmhrd:run
UKM

Penetapan kebijakan

pemberdayaan LUKEM dalam
penumbuhan iklim usaha bagi

usaha kecil di tingkat provinsi

mefiputi;

&, Pendanaan/penyediaan sumber
dana, tata cara dan syarat
pamenuhan kabuluhan dana;

b.Persaingan;

. Prasarana,

d. Informasi,

e, Kemitraan,

f. Perijinan;

g. Perindungan.

FPembinaan dan pangembangan
usaha kecil di tingkat provins
meliputi:

&, Produksi;

b.Pemasaran;

¢, Sumber daya manuska;

d. Taknologi.

Fasiitasi akses penjaminan dalam
penyediaan pembiayaan bagl UKM
di tingkat provinsi mefiputi;

a. Kradit parbankan;

b. Penjaminan lembaga bukan
bank;

c. Modal ventura;
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URUSAN
PEMERINTAHAN SUE BIDANG 8UE BUB PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG BIDANG PFROVINEI

d.Pinjaman dar dana pengasihan
sebagai laba BUMN;

. Hibah;

f. Jenig pembiavaan lain.

4. Pengawasan,
Monitoring,
dan Evaluasi

Fengawagan, monitoring, dan
evaluasi upaya pemberdayaan
Koparasi dan UKM lintaz
kabupaten'kota.
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URUSAN 1
EBIDANG B FROVINSI
F. PENANAMAN 1. Kebljakan Kebijakan Menyusun dan menetapkan
MODAL Penanaman Penanaman kebijakan pengembangan
Modal Modal penangman modsl daarah

provinsi dakam bentuk
rencana umum penanaman
modal daerah dan rencana
strateqgis daerah sesuai
dengan program
pembangunan daarah
provinsi, berkoardinasi
dengan Pemerintah,

Merumuskan dan
menetapkan pedoman,
pembinaan, dan pengawasan
dalam skala provinsi terhadap
panyelenggaraan kebijakan
dan perencanaan
pengembangan penanaman
modal, berkoordinasi dengan
Pamerintah.

Mengoordinasikan,
merumuskan, menelapkan
dan melaksanakan kebijakan
daerah provinsi di bidang
penanaman modal meliputi:

(1) Penyiapan usulan bidang-
bidang usaha yang pariu
dipertimbangkan terutup,

{2} Penyiapan usulan bidang-
bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan terbuka
dergan persyaratan,

{3) Penyiapan usulan bidang-
bidang usaha yang periu
dipertimbangkan
mendapat prioritas tinggi
dalam skaka provinsi,

(4) Penyusunan peta investas:
daerah provinsl dan
potensi sumber daya
dasrah terdiri dari sumber
daya alam, kelembagaan
dan sumber daya manusia
termasuk pengusana
mikro, kecil, menengah,
koperasi, dan basar
berdasarkan masukan dan
daarah kabupatenfola

{5) Usulan dan pamberian .
fasifitas pananaman modal
di tuar fasilitas fiskal dan
non fiskal naslonal yang
menjadi kewenangan

Provins

4, Menetapkan peraturan
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UTRUBAN
PEMERINTAHAN SUE BIDANG SUB 8UB PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG BIDANG PROVINSI

2. Pelaksanaan
Kebijakan

Penanaman
Madal

1. Rerasama

Fenanaman
hodal

2. Promosi
Penanaman
Modal

3. Pelayanan
Penanaman
| Modal

daerah provinsi tentang
penanaman modal dengan
berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Mendorong, melaksanakan,
mengajukan usulan matari
dan memfasilitast kerjasama
dunia usaha di bidang
penanaman modal di tingkat
prowvinsi.

Mendorong, melaksanakan,
meangajukan usulan maten
dan memfasilitasi kerjasama
internasional di bidang
penanaman modal di Engkat
prowvinsi,

Mengkaji, merumuskan, dan
menyusun kebijakan teknis
pelaksanaan pamberian
bimbingan dan pambinaan
promosi penanaman modal di
tingkat provinsi

Mengoordinasikan dan
melaksanakan promosi
penanaman modal daerah
Provinsi baik di dalam negen
maupun ke luar negeri yang
maelibatkan lebih dari satu
kabupaten/kota.

Mengoordinasikan, mengkajl,
menumuskan dan menyusun
mater| promosi skala Provinsi. .

Mergkaji, merumuskan, dan
menyusun pedoman tala cara
dan pelaksanaan pela
yvananan terpadu satu pintu
kegiatan penanaman modal
vang barsifat lintas .
kabupaten/kota berdasarkan |
pedoman tata cara dan
pelaksanaan pelayanan
terpadu salu pintu kegiatan
penanaman madal yang
ditetapkan aleh Pemerintah.

Pemberian izin usaha
kegiatan penanaman modal
dan nonperizinan yang
menjadi kewenangan
proVInSi.

Melaksanakan pelayanan
terpadu satu pintu
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. Pengandalian

Pelaksanaan
Penanaman

Moadal

. Pengelotaan

Data dan
Sistemn
Irdormasl
Penanaman
hodal

berdasarkan pendelegasian
atau pelimpahan weweanang
dari lembaga atau instansi
yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonparizinan
yang menjad kewenangan
proving,

Pemberian usulan
persetujuan fasiilas fiskal
nasional, bagi penanaman
modal yang menjadi
kewenangan proving,

Mengkaji, merumuskan, dan
menyusun kebijakan teknis
pengendalian palaksanaan
penanaman medal di provinsi.

Kelaksanakan pemantauan,
bimbingan, dan pengawasan
berkoordinasi dengan
Pemerintah atau pemerintah
kabupatanfkota.

Menghaji, merumuskan, dan
manyusun pedoman tata cara
pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi penanaman madal
skala provinsd,

hMembangun dan
mengembangkan sistem
imformast penanaman modal
yang terintegrasi dengan
sistemn informasl penanaman
modal Pamerintah dan
pamerintah kabupaten/kota.

Mengkoordinasikan
pelaksanaan sosialisasi atas
kebijakan dan parencanaan
pengembangan, kerjasama
luar negeri, promosi,
pembarian palayanan
perizinan, pengandalian
palaksanaan dan system
informasi penananian modal
skala provinst kepada
aparatur pemerintah dan
dunia usaha.

Mengumputkan dan
mengolah data kegiatan
usaha penanaman modal dan

realisas! proyek penanaman
modal skala pravinsi.

Mamutakhirkan data dan
informasi penanaman modal
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daarah.

§. Penyebariuasan
Pendidikan dan
Pelatinan
Penanaman
Moda|

Membina dan mengawasi
pelaksanaan instansi
pananaman modead
kabupaten/kota di bidang
sistem informasi penanaman

modal,

Mengoordinasikan
pelaksanaan sosiaiisasi atas
keblakan dan perencanaan
pengembangan, kerjasama
iuar negen, promosi,
pemberian palayanan
perizingn, pengendalian
pelaksanaan, dan sistem
informasi penanaman modal

skala provinsi kepada
aparatur pamarintah dan
dunia uzaha.

Mengoordinasikan dan
melaksanakan pendidikan
dan pelatihan penanaman
modal skala provinss.
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Q. KEBUDAYAAN
DAN
PARIWISATA

1. Kebijakan
Bidang
Kebudayaan

1. Kebudayaan

1

2.

Rencana induk pengembangan
rkebudayaan skala provins

Pelakzanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai perindungan HEI
bidang kebudayaan.

Felaksanaan kebijakan naslonal
dan penelapan kebijakan provingi
mengenal kriteria sistem
pembarnan penghargaan/snugerah
bagi inganfembaga vang berjasa
di bidang kebudayaan.

Felaksanaan kebijakan nasional
dan penstapan kebijakan provine
mengenal kerja sama luar negeri
di bidang kebudayaan skala
provinst.

2. Tradisi

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
di bidang penanaman nilai-nilad
fradisi, pembmaan karakter dan
pekeri bangsa,

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provins
dalam pambinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuharn
Yang Maha Esa dan lembaga
adat skala provinsi

3. Perfiman

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan peneatapan kebijakan
operassonal perfilman skala
proving.

Pembertan izin usahe terhadap
pembuatan film cleh tim asing
skala provinsi.

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
di bidang usaha perfilman yang
meliputi produksi, pangadaran,
penayangan film,

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
di bidang standarisasi profesi dan
teknologi perfilman.

Pelaksanaan kebijakan nasicnal
dan penetapan kebjakan provinsi
mengenai kerjasama luar negern
di bidang perfilman.
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Pengawasan peredaran film dan
rekaman video (WCD/DWVD) skala
provinsi,

Pelaksanaan kebijakan nasional |
dan penelapan kebljakan provinsi |
mengenal kegiatan standarisasi
di bidang peningkatan produksi
dan apresiasi film skala provinst, |

Monitaring dan evaluasi

pengembangan perfilman skala
provinsi.

4. Kesenian

Palaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai standansasi pembanian
izin pengiriman dan penarimasan
delegasi asing di bidang
kessanian.

Penerbitan rekomendasi
pengiriman misi kesenian dakam

rangka kerjasama luar negeri
skala provinsi.

Penetapan kriteria dan prosedur

penvalanggaraan festival,
parmeran, dan lomba tingkat

provinsi,

Penerapan dan monitaring
implementasi SPM bidang
kesenian skala provinsi.

Pemberian penghargaan kepada
seniman yang telah begaza
kepada bangsa dan negara skala
provinst.

Penyelenggaraan keglatan
pendidikan dan pelatihan
kesenian skala provinsi.

Penerapan dan pelaksanaan
prosedur perawatan dan
pengamanan aset atau benda
kesenian (karya seni) skala
provinst,

Pelaksanaan pembeniukan

dan'atau pengelolaan pusat
kegiatan kesenian skala provins
{misalnya taman budaya)

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
peningkatan bidang aprasias!
sani tradigional dan non
iradigional.
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10, Pelaksanaan kebijakan nasional

dan penatapan kebijakan provins
dalam rangka perfindungan,

pengembangan dan pamanfaatan
kasenian skala provinsi,

5. Sejaran

Felaksanaan pedoman nagional
dan penetapan kebijakan
provinsd, di bidang penulisan
sejarah lokal dan sejarah
kebudayaan dasrah skala
prowvinsi.

Pelaksanaan pedoman nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
di bidang pemahaman sajarah
nasional, sejarah wilayah, sejarah
lokal dan sejarah kebudayaan
daarah.

Pelaksanaan pedoman nasional
dan panetapan kebijakan provinsi
dan di bidang inventarisasi dan
dokumentast sumber sejarah dan
publikasl sejarah,

Pelaksanaan pedoman nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
pemberian penghargaan tokoh
yang berjasa terhadap
pengembangan sejarah.

Penerapan padoman
peningkatan pemahaman sejarah
dan wawasan kebangsaan skala
proving.

Pelaksanaan padoman
penanaman nilal-nilai sejarah can
kepahlawanan skala provinsi.

Pelaksanaan pedoman nasional
dan penetapan kebijakan provingi
mengenal datehase dan sistem
infarmasi geografi sejarah.

Pelaksanaan pedoman nasional
dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai keordinasi dan
kemliraan pemetaan sejarah
skala provinsi

Pelaksanaan pedoman dan
penetapan kebilakan provinsi
penyelenggaraan dikiat bidang
sejarah skala provinsl.
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2.Pelaksanaan

Bidang
Kebudayaan

6. Purbakala

1. Penyelanggaraan

—

Pelaksanaan pedoman mengenai
hasil ratfikasi konvensi
intermasional “Cuturel Diversity,
Protection on Cullural
Landscape, Profeclion an
Cutural arnd Natural Heritage”
skala provingi.

Penerapan kebijakan
parlindungan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan BCBfsitus skala
ProVingi

Penetapan BCB/silus skala
proving.

Penerapan kebijakan
penyelenggaraan dan
pengelolaan museum di provins

Penerapan pedoman penelitian
arkeologi

Panerapan pedoman pendirian
museum yang dimiliki provins,

Penerapan padoman hasil
pangangkatan peninggalan
bawah air skala provinsi.

Penyelenggaraan periindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan kebudayaan skala
provinsi, mekiputi;

a. Penanaman nilai-nilal tradisi
serta pembinaan watak dan
pekerti bangsa.

b. Pembinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan lembaga
adat.

¢. Pangembangan janngan
informasi kebuday=an.

d. Peningkatan kemitraan
dengan berbagai pihak
terkalt, lembaga adat dan
masyarakat.

e. Advokasi lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan
¥ang Maha Esa dan lembaga
adat.
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2.

140.

11

Monitoring dan evaluasi kegiatan
skala provinsi meliputi:

@ Pelaksanaan dan hasil
kegiatan.

b. Pengendalian dan
pengawasan kegiatan.

c. Pelaksanaan kebijakan
nasional, norma dan standar
serta padoman penanaman
nilal-nilal budaya bangsa di
bidang tradisi pada
masyarakat.

d. Pelaksanaan peningkalan
apresiasi seni tradisional dan
non radisional tingkat
Drowvinsi.

& Pelaksanaan peningkatan
apresiasi film skala provinsi.

f. Pelaksanaan kebijakan
sejarah daerah skala
provinst.

Pengajuan usul rexomendas:
pembebasan fiskal untuk
kegiatan misi kesenian Indonesia
ke luar negeri dafl provinsi.

Panyelenggaraan kegiatan
revitalisasi dan kajian seni di
provins,

Penyelenggaraan koordinasi
kegiatan peningkatan apresas
seni tradisional dan modern di
provingi.

Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan operasional perfilman
skala provinsl,

Panyelenggaraan kegiatan
fastival pameran dan lomba
secara badenjang dan berkala di
tingkat provinsi.

Koordinasi dan pangawasan
pembuatan film oleh tim asing di

Koordinasi dan fasiltasi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan
festival film dan pekan film
dasrah di provinsi,

Fasilitasi organisasilembaga
perfilman di provinsi.

Penapisan dan pengawasan
peredaran film dan rekaman
video di provinsi.
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9.

12

I3,

16.

17.

18.

20,

2L

23.

24,

25.

26.

7.

Fasilitasi advokasi
pengembangan perfilman di
tingkatl provinsd,

Perizrinan membawa BCE ke luar
prowinsi,

. Penyebarluasan informasi

sejarah lokal & provins).

. Pelaksanaan pemberian

penghargaan bidang sejarah
Iekal di provinsi

Pelaksanaan kongres sejarah
tngkat daarah di provinsi,

Pelaksansan lawatan sejarah
tingkat lokal di provinst.

Pelaksanaan seminar/ lokakarya
sejarah lokal dalam perspektif
nagional di provinsd,

Pelaksanaan musyawarah kena
dasrah bidang sejarah skala

prowving,

Pengkajlan dan penulisan sejarah
daerah dan sejarah kebudayaan
daerah di provinsi.

Pameiaan sejarah skala provins

- Koordinasi dan kemitraan bidang

zejarah di provinsi.

Feranganan parlindungan,
pemeliharaan dan pemanfaatan
BCB/situs warisan budaya dunia
skala provinsi,

Registrasi BCB/situs dan
kawasan provinsi.

Fengusulan penetapan BCB/situs
nasional kepada pusat dan
penetapan BCBEfsius skala
provinst.

Penyvelanggaraan kerjasama
bidang perindungan,
pemaltharaan, pemanfaatan
BCB/situs skala provinsi

Foosdinasi dan fasilitasi
peningkatan peranserta
masyarakat dalam perlindungan
permeliharaan dan pemanfaatan
BCHBIsitus skala provinsi.
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28,

29,

30,

31,

o

Pearizinan survel dan
pangangketan BCB/situs di atas
4 (empal) sampai dengan 12
{duabelas) mil laut dari garis
pantal atas rekomendasi
pemerintah.

Fengembangan dan
pemanfaatan museum provinsk.

Regisirasi museurm dan koleksi di
provinsl.

Fenyelenggaraan akreditasi
mugeum di provinst.
Penambahan dan penyelamatan
kolekel museum di provinsi,

3. Kebijakan
Bidang
Kepariwisata-
an

1. Kebljakan

Pelaksanaan kebijakan nasional
dan penetapan kebdjakan skala
prowinsi:

a. RIPP provinsi.

b. Pelaksanaan kebijakan
niasional dan penatapan
kebijakan provins: dalam
pengembangan sistem
informasl panwisata.

. Pelaksanaan kebijakan
nagicnal dan penstapan
kébijakan provinsi dalam
penerapan standarisast bidang
pariwisata.

d. Pelaksanaan kebijakan
nasional dan penstapan
pedoman pengembangan
destinasi pariwisata skala
provinsi.

¢. Pelaksanaan kebijakan
nasional dan penetapan
kabijakan provinsi dalam
pembinaan usaha dan

panyelanggaraan usaha
parnwisate skala proving!.

{. Penetapan dan pelaksaraan

pedoman perencanaan
pemasaran skala provinsi.

g. Penstapan dan pelsksanaan
pedoman partisipasi dan
penyelenggaraan
pameran/event budaya dan
pariwisata skala provinsi,
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4. Pelaksanaan
EBidang
Kepariwisa-

1. Penyvalenggaraan

h. Panetapan dan pelaksanaan
pedoman dan
penvelenggaraan widya wisata
skala provinsi,

i. Penetapan dan palaksanaan
pedoman kerjagama
pemasaran skala provinsi,

Femberian izin usaha pariwisata
skala provingi,

FPelaksanaan kerjasama
intermasional pengembangan
destinasl pariwizala skala
ProvinS.

Fasilitasi kerjasama

pangembangan dastinasi
pariwisata skala provingi

Monitering dan evaluasi
pangembangan pariwisata skala
prowving.

Panyelenggaraan promosi skala
proving :

a. Penyelenggaraan widya
wizata skala provinsi sera
rmengirtm dan menerima
pesarta grup widya wisata.

b. Peserta/penyvelenggara
pameran/ avent, roadshow
bekerja sama dangan
pamearintah.

¢c. Pengadaan safana
pamasaran skala provinsi.

d. Pembeniukan perwakian
kantor promosi parwisata di
dalam negeri skala provins,

&. Penyediaan informasi
panwisata ke pusal palayanan
informas! pariwisata nasional
dan pembeniukan pusat
pelayvanan mformast
pariwisata skala provinsi.

f. Pelaksanaan sven! promosidi
luar neger dengan koordinasi
permerintah,

Pengembangan sistem informasi
pemasaran pariwisata skala
provinsi.
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3. Penerapan branding pariwisata
nasional dan penetapan fagline
pariwisata skala provinsi,
Rencana induk pengembangan
sumber daya kebudayaan dan
pariwisata skala provinsi.

. Kebljakan 1. Kebijakan 1. Rencana induk pengembangan
Bidang sumber daya kebudayaan dan
:-;Bhudlyliln partwisala skala provinsi,

an .
Pariwisata 2. Pelaksanaan kebijakan nasional

dan penetapan kebijakan provingi
dalam pengembangan sumber
daya manusia kebudayaan dan
pariwizata skala provinsi.

3. Pelaksangan kebjakan nasional
dan penatapan kebijakan provinsi
pﬂr!nl_ili:n hebud:'ﬁla_n dan

| pariwisata skala provinsi.

4, Pelaksanaan rancangan induk
penelitian arkealogi nasional oleh
provinsi berkoordinasi dengan
Balai Arkeologi,
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R. KEPEMUDAAN | 1. Kepemudaan 1. Kebijakan di Penetapan kebijakan di bidang
DAN DLARAGA bidang kepemudaan skala provins .
Kepearmudazan

2.

Pelaksanaan

a. Pengembangan keserasian
kebijakan dan
pambardayaan,

b. Pengembangan kemitraan
pemerintah dengan
masyarakat dalam
pembangunan,

¢, Peningkatan peransera
secarg lintas bidang dan
sektoral,

d, Pengembangan

Manajemen, Wawasan dan
kreativitas.

2, Kemilraan dan

kewirausahaan.

f. Pengembangan ifmu

pengetanuan dan teknologi
{IPTEK) dan keimanan
katagwaan (IMTAC).

g. Perungxatan

profiesionalisme,
kepemimplnan dan
kepaloporan.

h, Pengaturan sistem

penganugershan prestasi

I. Peningkatan prasarana dan

sarang.

| Pengsmbangan jaringan

dan sistem infarmasl.

k. Kriteria dan standarisasi
lembaga kepemudaan.

|. Pembangunan kapasitas
dan kompelensi lembaga
kepemudaan.

m. Pencegahan dan
perlindungan bahaya
distruktif.

Pelaksanaan kebijakan di
bidang kepemudaan skala
provinsi .

a. Aktivitas kepemudaan yang

berskala provins.
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|
| 3. Koordinasi

b. Fesilitasi dan dukungan

akivitas kepamudaan lintas

kabupaten'keota.

c. Pembangunan pusat
pemberdayaan pemuda.

d. Pendidikan dan pelatihan
kepemudaan tingkal
prowvinsi,

&, Kerjasama antar
kabupaten'kota skala
provinsi, pemerintah dan
internasicnal

Koordinasi bidang ke-
pemudaan skala provins

a. Koordinast antar dinas
instansi terkait.

b, Koordinasi dengan
lembaga non pemerintah.

. Koordinasi antar provinei
dan kabupatenfola.

Pembinaan dan pengawasan
di bidang kepemudaan skala
provinsi:

a. Pemblnaan terhadap
organisasi kepemudaan.

b. Fembinaan terhadap
kegiatan kapemudaan.

. Pembinaan koordinas:
pemerintanan antar
susunan pemarintahan di
bidang kepemudsan

d. Pembinaan, penyusunan
pemberian padoman dan
standar pelaksanaan
urugan pemerintahan di
bidang kepemudaan.

g, Pembinaan pemberian
bimbingan, supervisl dan
konsultas] urusan
permerintahan di bidang
kepemudaan.

f. Pembinaan pendidikan dan

pelatihan di bidang
kepemudaan.
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2. Olahraga

1.

Kebijakan di
Bldang
Feolahragaan

8. Pembinaan perancanaan,

Penetapan kebijakan di bidang
keolahragaan skala provinsi

penelitian, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang
kepemudaan.

Pengaturan pengawasan
terhadap pelaksanaan
rorma dan standar di
bidang kepemudaan.

FPengembangan dan
keserasian kebijakan

olahraga.

Penyelenggaraan
keolahragaan.

Pembinaan dan

pengembangan
keclahragaan.

Fengelalaan
keolahragaan.

Penyelenggaraan pekan
dan kejusraan olahraga.

Fembangunan dan
peningkatan prasarana
dan sarana otahraga.

Pendidikan dan pelatihan
keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan. |

Pengembangan IPTEK
keolahragaan.

Pengembangan kerasama
dan informasi |
keolahragaan.

Pengembangan kemiraan
pamarintah dengan
masyarakat dalam
pambangunan olahraga.

Peningkatan peranserta |
secara lintas bidang dan |
sekloral sera masyarakal

. Pengembangan

manajemen olahraga. |
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2, Pelaksanaan

n. Kemitraan indusiri dan
kewirausahaan clahraga.

o, Pengembangan IPTEK
clahraga

p. Peningkatan
profesionakisme atht,
pelatih, manager dan
pembina olahraga.

g. Pembangunan dan

pengembangan industr
alahraga.

r. Pengaturan sistem

penganugerahan,
penghargaan dan
kesejahteraan pelakuy
olahraga.

5. Pengaluran palaksanaan
standarsasi, akreditasi dan
sertifikal keolahragaan.

t Peningkatan dan
pembangunan prasarana
dan sarana olahraga.

. Pengembangan jaringan
dan sistem infermasi
keclahragaan,

¥. HKrilera lembaga
keolahragaan,

w, Pemberdayaan dan
pamasyarakatan olahraga
gerta peningkatan
kebugaran jasmani
masyarakat

Pelaksanaan kebijakan di
bidang keolahragaan skala
provins |

a. Aktivitas keolahragaan
skala provinsi, nasional dan
intemasional.

b, Fasilitasl dan dukungan
aktivitas keolahragaan
lintas kabupatenkota,

¢. Karjasama antar
kabupatenkote skala
prowvinsl, pemearintah dan
internasional.
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d. Pembangunan dan
panyedisan prasarana dan
garana olahraga,

e. Pendanaan keolahragaan.

f. Pendidikan dan pelatihan
kealahragaan,

§. Pembangunan sentra
pembinaan prestasi
oiahraga.

3. Koordinasi

4. Pembinaan dan
Fengawasan

Foordinasi bidang
keslahragaan skala provinsi -

a. Koordinasi antar
dinasfinstansi terkait

b, Koordinasi dengan lembaga |

nan pemerinlah dan
magyarakal

. Koordinasi antara provins
dan kabupaten/kata,

Fembinaan dan pengawasan di

bidang keolahragaan skala
proving |

a. Pembinaan terhadap
organisasi keokahragaan,

b. Fembinsan terhadap
kagiatan keolahragaan.

c.. Pembinaan pengelolaan
clahraga dan fenaga
keclahragaan,

d. Pembinaan dan
pengembangan prestas:
olahraga termasuk

olahraga unggulan.

g. Pembinasn koordinasi
pemerintahan antar
susunan pemerintahan di
provinsi,

f. Pembinaan pendidikan dan

pelatihan di bidang
keolahragaan.
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g. Pembinaan perencanaan,
penelitian, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan unisan
pemerntahan di bidang
keclahragaan.

' h, Pengaluran pengawasan
terhadap pelaksanaan
norma dan standar di
bedang keolahragaan.

i

i. Pembinaan dan

pengembangan indusiri
olahraga.

J. Pengawasan terhadap

penyelenggaraan
olahraga.

k., Pengawasan lerhadap
pelaksanaan
anggaranfdm'la.
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URUSAN
PEMERINTAHAN SUB BIDANG BUB BUBE FEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG BIDANG PROVINSI
5. KESATUAN 1. Bina Ideclogi | 1. Penelapan Penetapan kebijakan teknls
BANGSA DAN dan Wawasan Kebijakan (menujuk kupzll::'ln kebijakan umum
POLITIK DALAM Kebangsaan Penyslenggaras nasicnal) di bidang ketzhanan
NEGERI n Pemerintahan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai
sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala
provins,
2. Pelaksanaan Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan
~a Kegiatan di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan
kabangsaan skala provinsi.
3. Pembinaan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan
Penyelenggaraa penyelanggaraan pamerintahan
n Pemerintaban (bimbingan, supenis dan
konsultasi, perencanaan,
peneditian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di
bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nitai sejarah |
kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala provinsi *
4. Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan
Penyelenggaraa pemarintahan di bidang ketahanan
n Pemerintahan idealogi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilad
sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan swala
provinsi. '
5. Peningkatan Fasilitasi dan paningkatan
Kapasitas kapasitas aparatur kesbangpaol di
Aparatur bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala provinsi.
2. Kewaspadaan | 1. Penstapan Koordinasi penetapan kebijakan
Masional Kebijakan teknis ([merujuk kepada kabijakan
Penyelenggaraa umum nasional) di bidang
n Pemerintahan kewaspadaan dini, kerjasama

intelkam, bina masyarakat,
perbatazan dan lenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asmg dan
lembaga asing skala provinsi.

2. Pelaksanaan

Kegiatan

Fasilitasi dan pelaksanaan
kegiatan di bidang ketahanan
idzologi negara, wawasan
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8UB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

kebangsaan. bala negara, nilai-nitai
gajarah kebangsaan dan
peng_ha_rgaan kebangsaan skala
proving.

Panyelanggara
an
Pemernintahan

Koordinasi dan fasiitasi pembinaan |

panyelenggaraan pemerntahan
{bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan,
penalitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di
bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina
masyarakal, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik

pemearintahan, penanganan konflik |

sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing skala provinsi.

4. Pengawasan

Fenyelenggara
an

Pemernniahan

Pengawagan pen:.félengman
pemerintahan di bidang
kewaspadaan dini, kerfjasama
intefkam, bina masyarakal
perbatazan dan lenaga kerja,
penanganan konfiik pemerintahan,
penanganan konfik sosial,
pengawasan ofang asing dan
lembaga asing skala provinsi,

2. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur

Fasilitasi dan penmgkatan
kapasitas aparatur kesbangpol di
bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina
mesyerakei perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik
sosial, pengawasan arang asing
dan lembaga asing skala previnsi.

3. Ketahanan
Senl, Budaya,
Agama dan
Kemasyarakat
an

1. Penetapan
Kebiakan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan

Koordinasl penetapan kebijakan
taknis (merujuk kepada kebijakan
umum nasicnal) di bidang
ketahanan senl dan budaya,
sgama dan kepercayaan,
pambauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemagyarakatan,
penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala provinsd,

2. Pelaksanaan
Kegiatan

Fasditas| dan pelaksanaan
kegiatan di bidang di bidang
ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan,
pembauran dan akuliurasi budaya,
arganisasi kemasyarakalan,
penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala provinsi.
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URUBAN

8UB BIDANG

BUE BUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
FROVINSI

*
il

Fembinaan
Penyelenggaraa
rn Pemerintatan

Koordinasi dan fazilitasi pembinaan
penyvelenggaraan pemerintahan
(bimbingan, supervisi dan
konsuliasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasl} di
bidang ketahanan senidan
budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran dan akuliurasi budaya,
organisasi kemasvarakatan dan
penanganan masalah sosial
xamasyarakatan skala provinsi.

. Pengawasan

Penyelenggaraa
n Pemerintahan

|

FPengawasan penyelenggaraan
pemerniahan bidang ketahanan

seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan
masalah sosial kemasyarakatan
skala provins.

) Purﬂrqhalan

Kapasitas
Aparatur

Fasilitasi dan paningkatan
kapasitas aparatur kesbangpot di
bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercaysan,
pembavran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan
penanganan masalah soslal
kemasyarakatan skala provingi

4. Politik Dalam
Mageri

. Penetapan

Eebijakan

Fenvelenggaraa
n Pemerintahan

Koordinasi penetapan kebijakan
teknis {merujuk kepada kabijakan
umum nasional) di bidang sistam
dan implementast politik,
kelembegaan politix pemeriniahan, |
kalembagaan parial politik, budava |
dan pendidikan politik, fasilitasi '
pamilu, pilpres dan pilkada skala |
prowvinsd.

. Pelaksanaan

Kegiatan

Fasilitasi dan pelaksanaan
kegiatan di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan
pariai politik, budaya dan
pendidikan politik, pemilu, piipres
dan pilkada skala provinsi.

. Pembinaan

Fenyelenggaraa
n Pemerintahan

Koordinasi dan fasiltasi pembinaan
penyvelenggaraan pemerinfahan
(bimbingan, supenvisi dan
konsultasi, perencanaan,
penektian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di
bidang skstermn dan implementasi
politik, kelembagaan poditik
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rintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan
politik, pamilu, piipres dan pilkada
skaka provinst.

4, Pengawazan

Pengawasan penyelenggaraan

penyelenggaraa pemerintahan bidang kesbangpol

n pemerniahan dan sistem dan implementasi
politik, kelambagaan politik
pemeriftahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan
politik, fasiitasi pemiiu, pilpres dan
pilkada skala provinsi.

5. Peningkatan Fasilitasi dan peningkatan

Kapasitas kapasitas aparatur kesbangpol di

Aparatur bidang sislem dan implementasi
palitik, kelembagaan palitik
pemerintahan, kelembagaan partal
polifik, budaya dan pendidikan
politik, pemilu, pilpres dan pilkada
skala provinsi

5. Ketahanan 1. Penetapan Koordinasi penefapan kebijakan
Ekonomil Kebijakan teknis {merujuk kepada kebijakan

Fenyelenggara umum nasional) di bidang

an ketahanan sumber daya alam,

Femerintahan ketahanan perdagangan, investasi,

fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan
ormas perekonomian skala

provinsi

2, Pelaksanaan
Kegiatan

Fasilitasi dan pelaksanaan
kegiatan di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi,
figkal dan moneter, perilaku
masyarakal, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebljakan dan ketahanan
ormias perekonomian skala

provinsi.

3. Pembinaan

Penyelenggara
an
Pemwerintahan

Keoordinasi dan fasilitasi pembinaan
penyelanggaraan pamenntakan
(bimbingan, supervisi dan
konsuitasi, perencanaan,
panelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di
bidang kebijakan dan ketahanan
sumber dava alam, ketahanan




perdagangan, investasi, fiskal dan |
moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga |
ugsaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian
skala provinsl

Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan

FPemyelenggara pemerintahan bidang kebijakan

an ketahanan sumber daya alam,

Permarirtahan ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, peritaku
masyarakal, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebljakan dan ketahanan
mas perekonomian skala
prowins.

. Peningkatan Fasiiitasl dan peningkatan
Kapasitas kapasitas aparatur kesbangpol di
Aparatur bidang kebijakan dan ketahanan

sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan
mionater, parilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian
skala provinsi,




DAERAH,
PEMERINTAH
AN UMUM,
glummsm
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAI
AN DAN
KEARSIPAN

.D-III'II'I
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a. Kebijakan

b. Pembinaan, Sosializasi
Bimbingan, Konsultasi,
Supervisi, Koordinass,
Monitoring dan Evaluasi
serta Pengawasan
Penyelenggaraan Urusan
Femeriniakan

c. Harmonisasi

d. Laporan Penyelanggaraan
Pemerintanan Daerah

e, Dafabass

i

Penetapan kebijakan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah skala
provinsi.

1. Pelaksanaan kebijakan
norma, slandar, prosedur
dan kriteria pembinaan,
sosializasi, bimbingan,
konsuitass, supearvisi,
koordinasi, monitaring dan
evaluasl serla pengawasan

penyelenggaraan urusan
pemerirtahan,

2. Panyelenggaraan

pembinaan sosialisas!,
bimbingan, konsultasi,
supervisi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi
BEra pangawasan urusan
pemenntahan di wilayah
provinsi,

| 1. Harmonisasi paraturan

daarah dengan paraturan
parundang-undangan
vang labih tinggi.

2, Harmonisasi antar bidang

urusan pemerintahan
daerah provinsi dengan
pemerintah, dan
pemenniahan dasrah
kabupaten/kola,

1. Penyusunan LPPD
Provingi.

2, Penvampaian LPPD
provinsi kepada Presiden
melalul Menter Dalam
Megen,

' 3. Ewvaluasi LPPD

kabupatenkola,

Pengolahan dafabase LPPD
skala provinsi,

2. Penataan Daerah dan Ctonomi

Fhusus (Ofsus);

a, Kebijakan

1. Pengusulan penataan
daerah dan ofsus skala




b. Pembamtukan Dasrah

. Pembinaan, Sosialisasi,
Obzernvasi dan Pangkajian
Penataan Deerah dan Otsus

d. Monitoring dan Evaluasd
serta Pengawasan dan
Pengendalian Penataan
Daerah dan Digus

2. Pelaksanaan kebijakan
parubahan batas, nama
danfatau pemindahan
ibukota provinsi danfatau
kabupaten.

3. Pelaksanaan kabijakan
pembentukan, panghapusan
dan penggabungan dasrah.

1. Pengusulan pembentukan,

penghapusan dan
panggabungan dasrah.

- Evaluasgi lerhadap
rancangan peraturan
daerah tentang
pembeniukan kecamatan,

3.0, Pengusulan perubahan
batas provinsi, nama dan
pemindahan ibukota
daaran.

b. Pelakzanaan perubahan
batas, nama dan
pemindahan tbukata
provinsi,

1. Pelaksanaan kebijakan
pembinaan, sosialisasi,
observasi dan pengkajian
penyelenggaraan penataan
daerah dan otsus.

2. Panyelenggaraan
‘pembinaan, sosialisasi,
observasi dan pengkajian
penyalenggaraan penataan
deerah dan otsus dalam
wilayah prowvinsi.

1. Penyvelenggaraan
manitoring dan evaluasi
penataan daerah dan olsus
datam wilayah provingi.

2. Penyelenggaraan
pengawasan dan
pengendalian penataan
daerah dan otsus dalam
wilayah provinsi.




e. Pembangunan Sistem
({Database) Penataan
Daerah dan Otsus

f. Pelaporan

. Pambangunan dan
‘pengelolaan dafabase

penataan daerah dan otsus
skala provins

. Penyampaian data dan

informasi penataan daerah
skala provingi ke
pemeriniah.

. Menindaklanjuti pedoman,

norma, standar, prosedur
dan kriteria laporan
penataan dasrah dan otsus.

. Pengolahan databasze

laporan penataan daerah
dan olsus skala provinsi.

. Penyvampaian laporan

penataan dasrah dan ofsus
skala provinsi kepada
FPresiden melalul Mentar
Dalam Negeri

3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD) dan
Hubungan Antar Lembaga
(HAL}:

a. DPOD

b, Penyusunan Paraluran
Daerah (Perda)

Penviapan bahan masukan
pembentukan,
penghapusan dan
penggabungan daerah
provinst untuk sidang
DPOD.

. Penyusunan tata tertib

bahan masukan penetapan
Dana Alokasi Umum (DALY
dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) provingi bagi sidang
DPOD,

Fenyusunan Perda provingi.

. Pangajuan Rancangan

Peraturan Daerah
(Raperda) provingi lentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD),
pajak daerah, retribusi
daerah dan tata ruang
daserah kepada pameriniah.




c. Fasilitasi Ascsiasi

3. Penyampaian Ferda
kepada pemerintah untuk
dievaluasl.

Daerah/Badan Kerjasama - Membentuk Asosiasi/Badan
Daerah Ferjasama Daerah.
. Fasilitasi pembentukan
Asosiasi Daerah/'Badan
Kerjasama Daerah
membentuk Ascsiasi
Daerah/Badan Kerjasama
kabupaten'kota.
4. Pengembangan Kapasitas dan
Evaluasi Kinera Dasrah:
a, Penyusunan dan Penarapan

Slandar Pelayanan Minimal

(SPM)

(1) Kebijakan
Penetapan perencanaan,
panganggaran dan

. penerapan 5PM skala
(2] Pembinaan provinsi,
. Manitaring dan evaluasi

penerapan dan pencapaian

k. Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah:

c. Pengembangan Kapasitas
Daerah :

5PM skala provinsi.

. Maonitoring dan evaluasi

penerapan dan pencapaian
SPM kabupaten/kata,

. Fasilitasi dan supervisi

penerapan dan pencapaian
5PM kabupaten/kota

. Pelaksanaan evaluasi

terhadap kabupatenkota
mengenai:

(1) Pengukuran kinera

12} Pengembangan
siztam informasi
evaluasi,

(3] Kriteria pembinaan
avaluasi daerah,




(1) Hebijakan

. Penetapan perencanaan

. Penetapan rencana tindak

dan penganggaran
pengembangan kapasitas
daerah.

peningkatan kapasitas

(2] Petaksanaan provinsi,

- Implementasi rencana
tindak peningkatan
kapasitas provinsi.

. Fasilitasi implementasi

{3) Pembinaan rencana tindak provingl.

. Monitoring dan evaluasi
pengembangan kapasitas
kabupaten/ota.

. Koordinasi pengembangan
kapasitas provinsi,

5. Pejabat Negara:

a. Tata Tertib DPRD:

(1] Kebijakan Penetapan pedoman tata
tertib DPRD provinsi.

[2) Pembinaan . Fasilitasi penyusunan tata
tertib DPRD
kabupatenfkota

- Monitoring dan evaluasi tata
tedib DPRD
kabupatenikota,

b. Peresmian Pengangkatan Peresmian pengangkatan
dan Pemberhentian dan pemberhentian anggota
Anggota DFRD DPRD kabupatenkota.
Provinsi'Kabupaten/Kota.

c. Pemilihan, Pengesahan
FPengangkatan dan
Pemberhentian Kepala
Daerah (KDH) dan Wakil
KDH:




{1] Kebijakan
[2) Pelaksanaan

d. Kedudukan Protokoler dan
Keuangan DFRD:

(1) Kebijakan

{2) Pambinaan

e. Kedudukan Keuangan KDH
dan Wakil KDH:

{1} Kebijakan

{2} Pembinaan

f. Laporan Kelerangan
Partanggungjawaban
{LKPJ) KDH;

(1} Kebijakan

(2] Pembinaan

2. Pemantauan dan evaluas|

1. Fasilitasi panyusunan

2. Monitoring dan evaluasi

2. Monitoring dan evaluasi

1. Fasliitasi pemilinan
gubernur dan wakil
gubemur,

pelakzanaan pemilihan
bupati dan walkil
bupatiiwalikota dan wakll
waiikota,

Felaksanaan pedoman
kedudukan protokaler dan
keuangan DPRD provinsi.

kedudukan protokoler dan
kauangan DFRD
kabupatenkola.

kedudukan prolokoler dan
kauangan DPRD
kabupateniola,

Pelaksanaan pedoman
kedudukan keuangan
gubemur dan wakil
gubemur,

Fagilitasi kedudukan
kauangan bupati dan wakil
bupatiiwalikota dan wakil
walikota,

Pelaksanaan padoman
LEPJ gubsmur,

1. Fagilitasi penyusunan LKPJ
bupatifwalikota.

LKPJ bupatiiwalikota.
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B Tugas dan Wewenang serta

Kedudikan Keuangan
Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah :

(1) Kebijakan

2] Pembinaan

Pelaksanaan tugas dan
wewenang gubernur
sebagai wakll pemerintah

1. Fasilitasl Dekonsentras),

Tugas Pembantuan dan
Kerjasama;

a. Fasilitas Dekonsentras|

b. Fasilitasi Tugas
Pembantuan

; 7

Gubernur melaksanakan
dan mefaporkan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang
didekonsentrasikan.

Gubemur
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan
pemarintahan di dasrah
provingi dan kabupaten/
kota

. Koordinasi pembinaan dan

pengawsasan

penyalenggarasn
dekonsantrasi di dasrah

provinsl dan
kabupaten/kota.

Pelaksanaan dan
pelaporan
panyslenggaraan urusan
pemerintahan yang
ditugaspembaniuankan
aleh pemenntah,

Koordinasi dan fasilitasi
urusan pemenntahan yang
dituvgaspembantuankan
kepada
kabupatenkota/desa

koordinasi pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan tugas
pembantuan dari
kabupaten/kota kepada
desa.




Daerah dengan Pihak
Ketiga

d. Kerjassama Antar Dasrah

e. Pambinaan Wilayah

-
. Penetapan kebijakan

provinsi di bidang
kerjasama dengan pihak

ketiga.
Pelaksanaan kerfjasama

provinsi dengan pihak
ketiga.

Koordinasl dan fasilitasi
kerjasama kabupatenikota
dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan monitaring
dan evaluasi kerjazsama
kabupatenkoia dengan
pihak ketiga.

Pelaporan pelaksanaan
kefjasama provins| dengan
pihak ketiga kepada
pemerintah.

. Pelaksanaan kerjasama

antar provinst.

Fasilitasi kerjasama antar
kabupatenfota,

Pelaksanaan monitaring
dan evaluas kerasama
antar kabupaternvkota.
Pelaporan palaksanaan
kerjasama antar provinsi
kepada pemerintah.

Penetapan kebijakan
harmonisasi hubungan
antar susunan
pemarintahan.di provinsi
dengan berpedoman
kepada kebijakan
pernarintah.

Koordinasi dan fasikitasi
harmonisasi hubungan
antar kabupaten'kota di
wilayahnya,

Koordinasi dan fasilitas
penyelesaian konflik antar
kabupaten'kota.

Pelaksanaan dan fasiitasi

usaha kecil dan menangah
skala provinsi,

. _Penyelenggaraan urusan




f. Koordinasi Pelayanan
Umum

pemerintahan sisa skala
provinst

FPelaksanaan pelayanan umum
ekala provinsh.

2. Trantibum dan Linmas

i. Keleniraman, Kefertiban
Umum, dan Perdindungan
Masvarakal

b. Eoordinasi Perlindungan
dan Penegakan Hak Asasi
Manusia (HaM)

. Penetapan kebijakan
provinsi dengan mernujuk
kebijakan nasional dalam
bedang:

[a] Panegakan
Perda/Peraturan
Kepala Daerah,

(b} Ketertiban umum dan
katentaraman
masyarakal,

{c] Kepolisipamongprajaan
dan PPNS.

(d] Perindungan
masyarakat.

2. Pelaksanean ketertiban

umum dan ketenteraman
masyarakat skala provinsi,

3. Pelaksansan

kepolisipamongprajaan dan
PPMS skala provinsi.

4. Pelaksanaan perlindungan
masyarakat skala provinsi.

5. Koordinasi dengan mstansi
terkait skala provinsi.

Koordinasi panegakan HAM
skala provinsi,

3. Wilayah Perbatasamn,

a4, Pengelolaan Perbatasan
Antar Negara

b. Perbatasan Daerah

1. Dukungan pelaksanaan

kebijakan pengelolaan
parbatasan antar negara.

2. Dukungan koordinas| antar

kabupatenkota vang
berbatasan dengan negara
kain.




b, Perbatassn Dasrah

c. Topanimi dan
Pemetaan Wilayah

d. Pengembangan
Witayah Perbatasan

e. Penetapan Luas
Wilayah

4. Kawasan Khusus:

8. Kawasan Sumber
Craya Alam;
Kehutanan, Energi
dan Sumber Daya
Mineral

b, Kawazan Sumber
Daya Buatan:
Pelabuhan, Bandar
Udara, Periebunan,
Petemnakan, Industri,

provinsi dan kabupaten/kota
di wilayah provinsi,

. Penstapan kebijakan provinsi

mengacu pada kebijakan
nagienal mengenai toponimi
dan pametaan wilayah
prowving.

. Pengelotaan toponimi dan

permataan skala provins.

. Inventarisasi dan laporan

toponimi dan pemetaan skala
provinsi.

. Penetapan kebijakan

pangembangan wilayah
perbatasan antar kabu-
paten/kota skala provins:.

. Pengelolaan pengembangan

wilayah perbatasan skala
provinsi,

. Koordinasi dan fasilitasi

pangembangan wilayah
perbatasan provinsd,

Inventarisasi perubahan luas
wilayah provinsi yang
diakibatkan oleh alam antara
lain delta, abrasi.

Pemataan luas wilayah

sesual peruntukannya

Penatapan kebijakan,
koordinasi, dan fasifitasi
pengelolaan kawasan sumber
daya alam skala provinsi.

Fenetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasi

pengelolaan kawasan sumber
daya buatan skala provinsi.

Penetapan kebijakan,
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¢. Penanganan Pasca
Bencana

d. Eelembagaan

e, Penanganan
Kebakaran

F'Erdauani;'tan. Crorita, pangah:ﬂaa'n kawasan
Bendungan dan kapentingan umum skala
Sejenisnya provinsd,

c. Kawasan Penetapan kebijakan,
Kepentingan Umuwm; koordinasd, dan fasilitasi
Kawasan Fasilias pengelciaan kawasan
Sosial dan Umum kelautan dan kedirgantaraan

skala provinsi.

d. Kawasan Kelauian
dan Kedirgantaraan

Manajemen Pencegahan

dan Penanggulangan

Bencana:

a. Mitigasi Pencegahan . Penetapan kebijakan,
Bencana koordinasi, dan fasilitasi

pengelotaan
mitigasi'pancegahan bencana
skala provins

b. Penanganan Penetapan kebijakan,
Bencana koordinasl, dan fasilitasi

penanganan bencana skala
Provingi,

Penelapan kabijakan,
koordinasi, dan fasHitasi

pernanganan pasca bencana
skala provinsd,

Penalapan kebijakan,
koordinasl, dan fasiitasi
kelembagaan penanganan
bencana skala provinsl.

Penatapan kebijakan,
koordinasi, dan fasifitasi
penanganan kebakaran skala
provinsd,




Keuangan
Daerah

. Qrganisasi dan

Kelembagaan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pelaksanaan penataan
organisasi, kelembagaan
dan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
pengelola keuangan daerah
provinsi dan kabupaten/
kola.

. Anggaran Daerah

. Penalapan peraturan
. daerah (Perda) tentang

pokok-pokok pengelolaan
keuangan dasrah.

. Penetapan standar satuan

harga dan analisis standar
batanja daerah provins

. Perencanaan anggaran

penanganan urusan
pemerintahan provinsi.

. Penetapan Perda tentang

APBD dan perubahan
APBD.

. Pensatapan pedoman

evaluasi APBD dan
perubahan APBD
kabupaten'kota, sesual
dengan pedoman evaluasi
yang ditetapkan
pemerintan,

. Evaluasi Raperda tentang

APBD, dan perubahan
APBD kabupaten/ kota,

. Penatapan kebijakan

keseimbangan fiskal antar
kabupatenikoia.

. Penetapan kebijakan

pendanaan urusan
pemerintahan yang manjadi
tanggung jawab bersama
(wrusan conclyment) antara
provingi dan kabupaten/
kota,

. Penetapan kebijakan

pendanaan kerjasama
pemerintahan daerah antar
kabupsten/kota

10. Fasilitasi parencanaan dan

penganggaran daerah
kabupatenkota.
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Daerah

b, Imvestasi dan Aset
Daerah

c. Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD} dan
Lembaga Keuangan
Mikro

pengelolaan pajak dan
retribusi daerah provinsi.

b.Palaksanaan pangelolaan
pajak dan retri busi daerah
provinsl.

c. Fasilitasi, supervisi,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pajak dan
refribusi daerah serta PAD
lginnya kabupaten/kota,

2. Pembinaan dan pengawasan
pajak dan retribusi deerah
skala provinsi. |

3. Eveluasi Raperda pajak,
retribusi daerah dan

pungutan lainnya
kabupaten/kota.

1. Penetapan kebijakan
pengelolaan investasi dan ase! |
daerah provins,

2. Pelaksanaan pangelolaan
investasi dan aset daerah
provinsi,

3. Pembinaan dan pengawasan
pengeloiaan invesiasi dan asel
daerah kabupaten' kota.

4. Fasilitasi pangelolaan aset
damh_penmkaﬂn skala

provinsi.

1. Pengiapan kebijakan
pengelolazn BUMD dan
lembaga keuangan mikro
provinsi.

2. Pelaksanaan pengelolaan
BUMD dan lembega keuangan
milkro provinsd,

3. Pembinaan dan pengawasan
pengelolagn BUMD dan
lembaga keuangan mikro
kabupaten'kota. |




d. Pinjaman Daarsh

. Penetapan kebijakan
pengelolaan pinjaman dan
obligasi deerah, serta BLU
Provins.

. Pelaksanaan pengelolaan

. Pembinaan dan pengawasan |

pinjaman dan cbligasi daerah,
sarta BLU provinsi

pinjaman dan obligasi daerah,
sera BLU kabupatenikola.

4. Dana Perimbangan ;

a. Dana Alokasi Umum
(DALl

b. Dana Alokasi Khusus
(DAK)

¢. Dana Bagi Hasil (DBH) |

. Pengelclaan data dasar

. Pengelolaan DAL provinsl.

. Pedaporan pangelalaan DAL

. Usulan program dan kegiatan

. Pengelolaan DAK (bagi

. Monitoring dan evaluasi

. Pengendalian dan pelaporan

. Penyiapan data realisasi

. Penetapan alokasi DEH di

. Pengandalian dan pelaporan

penghitungan alokasi DAL
provinsi dan koordinasi data
dasar penghltungan alokasi
DAU kabupatenfkota,

provingi, dan monitonng serta
evaluasi penggunaan DAL
kabupaten/kota.

provires untuk didanai dari
DaK serta koordinasi usulan
DAK kabupaten/kota.

provingi yang menerima DAK). I

pengelolaan DAK
kabupatenkola.

pengalolaan DAK,

pererima DBH provins!,

. Fasillasi kabupatan/kata

terhadap konflik penentuan
daerah penghast SDA.

kabupaten/kota.
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pengelolaan DEH.

5. Pelaksanaan,
Penatausahaan,
Akuntansi dan
Pertanggungjawaban
Palaksanaan AFED

. Penetapan kebijakan tentang

sistemn dan prosedur akuntansi
pengetolaan keuangan dasrah
provinsi,

. Penyusunan laporan

keuangan dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD provinsi,

. Evaluasi partanggungjawaban

pelakzanaan APBD
kabupaten/ kota,

. Penetapan kebijakan laporan

keuangan dan pertanggung-
jawaban pelaksanaan
pendanaan unusan
pemerintahan yang menjadl
tanggung jawab bersama
(urusan concurrent).

- Fasilitasi penyusunan laporan

keuangan dan

pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

kabupatenola,

4. Parangkat
Daarah

1. Kebyjakan

. Pelaksanaan padoman umurm

tentang perangkat daerah
provinsi.

. Pelaksanaan kebijakan

pembentukan perangkat
daerah skala provinsi.

. Pelaksanaan pedoman lekrs

perangkat daerah provinsi,

. Pelakzanaan pedoman

tatalakzana perangkat dagran
provinsi.

. Pelaksanaan pedoman

analisis jabatan perangkat
daerah provinsi,

2. Pengembangan Kapasias

- Pelaksanaan pengembangan

kapasitas kelembagaan
perangkal daerah provinsi

. Koordinasi pelaksanaan

pengembangan kapasitas
perangkat daerah
kabupatenikola,




Fasilitasi an
kelembagaan perangkat
daerah kabupatenkota,

4. Pembinaan dan

Pangendalian

Pelaksanaan permbinaan dan
pengendalian arganisas:
perangkal daerah
kabupatenfkota,

5. Monitoring dan Evaluasi

. Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi perangkat daerah
kabupalenfkota.

. Koordinasi penyusunan

dafabase perangkat daerah
skala provingi.

5. Kepegawal

1. Formasi Pegawai Negeri

Sipil (PNS)

. Penyusunan formasi Pegawal

MNegeri Sipil Dasrah (PNSD) di
provinsi setiap tahun
anggaran.

. Penstapan formasi PNSD di

provinsi setiap takun
anggaran,

. Koordinasi usulan penetapan

formasi PNSD di
kabupatan'kots setiap tahun
anggaran.

2. Pengadaan Pegawai
Meger Sipll (PNS)

. Pelaksanaan pengadaan

FPHNED Provinst.

. Usulan penetapan Momor

Induk Pegawal (NIP).

. Koordinasi pelaksanaan

pengadaan PMNSD
kabupaten'kota.

3. Pengangkatan Calon
Pegawal Meger Skpil

(CPNS)

. Pelaksanaan pengangkatan

CPNEP di lingkungan
provinsi,

. Pernempatan Calon Pegawai

Megeri Sipil Daerah (CPNSD)
provinsi,

. Pelaksanaan orentasi tugas

dan pra jabatan, sepanjang
telah memiliki lembaga dikiat
yang lelah terakreditasi.

4. Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil

. Penatapan CPNSD menjadi

PNSD di lingkungan provinsi,




- 151 -

jabatan struktural eselo
lingkungan kabupaten/kota,

8. Permpindahan Pegawai
Megeri Sipdl (PNS) Antar
Instansi

. Penetapan parpindahan

PNSD antar kab/kota datam
s8lU provinst.

. Penatapan perpindahan

FM3ED darl kabupatenkota ke
proving atau sebalknya
dalam satu provinsi,

10. Pemberhentian
Sementara Pagawai
Negesi Sipil (PNS) Akibat
Tindak Pidana

. Penetapan perpindahan
PHED dilingkungan provinsi
G, Pemberhentan _ Penetapan pemberhentian
Sementara dar Jabatan sementara dari jabatan neger
Megeri bagi PN3D provinsd yang

mienduduki jabatan strukiural
esalon | kebawah dan jabatan
sirukiural esalon |l ke bawah
dan jabatan fungsional vang
setingkat.

Pemberbantian sementara
FHED untuk golongan DWie ke
bawah,

11.Pemberhentian Pegawai
Megeri Sipil (PNS) atau
Calon Pegawal Megeari
Sipil (CPNS)

- Penatapan pemberhentian

. Penstapan pemberhentian

PHSD provinsl golruang Wi
ke bawah dan pemberhentian
sebagai calon PNSD provinsi,

FMSD kabupatenskota
Gol'ruang IVia sid Db dan
pemberhentian dengan
hormat sebagal calon PNSD
provinsi yang tidak memenuhi
syarat diangkat menjadi PNE.

12. Pemutakhiran Data
Pegawai Negeri Sipil

. Pelakzanaan pemutakhiran

data PNS di provinsi,

{PNS)
. Koordinasi pelaksanaan
pemutakhiran data PNS di
kabupatenfkota.
13.Pengawasan dan . Pengawasan dan
Pengendalian pengendalian atas
pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di




. bidang Ian skala

RIOVITES,

. Koordinasi pengawasan dan

pengendalian atas
pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di
bidang kepegawalan di
lingkungan kabupaten' kota.
B 14. Pembinaan dan . Menyelenggarakan
Pengawasan pembinaan dan pangawasan
I Penyelenggaraan manajemen PNS
Manajamean Pagawai dilingkungan provinsi.
Megeri Sipil (PMNS)

. Koordinasi pembinaan dan

PENgaEWEEEN MENE]Emen
PMSD skala provinsi

6. Persandian | 1. Kebijakan

. Penyelenggaraan pembinaan

SDM persandian zkala
provinsd,

. Penyelenggaraan pembinaan

palsan skala provinsi.

. Penyelenggaraan pambiniaan

sissan skala provinsh

. Penyelenggaraan pembinaan

kelembagaan persandian
skala provinsi.

2. Pembinaan SDM

. Perencanaan kebutuhan SDM

persandian skala provinsi.

. Rekrutmen calon SDM

persandian skala provinsi

. Penyelenggaraan diklat sandi

skala provinsi.

. Usulan akreditasi lembaga

diklat sandi:

a Usuian izn
penyelenggaraan
lembaga dikkat sandi.

b. Uswian program dikiat
sandi

c._Usulan SOM lembaga




= i
diklat sandi.

d. Usulan persetujuan

tenaga pengajar dan
widyaiswara sandi,

5. Usulan sertifikasi
profesitenaga ahli;

Pembentukan Tim Penilat
Instansi untuk melakukan |

penilaian terhadap pejabat
fungsional sandiman/OTS
skala provinsi.

&, Usulan pamberian tanda
penghargaan bidang
persandian,

7. Pembinaan dan pengawasan
bagi SDM puma tugas,

3. Pembinaan Palsan

1. Perencanaan kebutuhan
palsan skala provinsi.

2. Penyelenggarsan pengadaan
palzan melalul karya mandin
dan mitra skala provins.

3. Pemeliharaan palsan tingkat
I.

4, Penghapusan palsan skala
provinsi,

4. Pembinaan Sissan

2. Pembinaan
Kelembagaan

1. Perancanaan kebutuban
sizzan skala provinsi.

2. Pengadaan sissan urntuk
|aring persandian skala
proving,

3. Penyelenggaraan protap
penyimpanan sissan skala
provinsd.

4. Penentuan
pamberlakuan‘penggantian
gigsan jaring persandian skala |
proving !

5, Penyiapan palsan tingkat

provinsi dan kabupaten/ kota
uniuk penghapusan.

Fenyelenggaraan hubungan
komunikasi persandian antara



&, Pengawasan dan
Pengendalian (Wasdal}

7. Pengkajian

== i el
pemerintah provinsi dengan
pemerintah dan/ atau
kabupaten/kota.

Fengawasan operasional
persandian bidang tertentu
kabupaten'kota di wilayahnya.
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s B AR PROVINSI g

1..anarinuhan 1. Kabiiz ' — ;
MASYARAKATA Desa dan e el s 1 Webiiakan: daerah
DAN DESA Kelurahan '

2. Penyelenggaraan
pemerintahan desa dan

- kelurahan skala provinsi.

2. Administrasi 1. Eoordinasi dan fasiitasi

Femerintahan penyelenggaraan administrasi
Desa dan pemernntahan desa dan
Kelurahan kelurahan skala provinsi.

2. Pembinaan, paengawasan dan
supervisi penyalenggaraan
administrasi pemerintahan
desa dan kelurahan skala
provinsi.

3. Maonitoring dan evaluasi sarta
pelaporan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
desa dan kelurahan skala
provinsi,

4. [wata base penyelenggaraan
administrasi pamerintahan
desa dan kelurahan skala

provinsl.
3. Pengembanga | 1. Fasilitasi pembantukan,
n Desa dan pemakaran, penggabungan
Kelurahan dan penghapusan, batas desa

dan kelurahan skala provinsi.

2. Koordinasi dan fasilitass
penyalanggaraan
pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan
penghapusan desa dan
kelurahan skala provinsi,

3. Pembinaan, pengawasan dan
supenvisi penyelenggaraan g
pambeantukan, pemekaran, |
penggabungan dan |
penghapusan desa dan |
kelurahan skala provins

4. Monitonng dan evaluasi serta
penyelenggaraan
pembentukan, pamekaran,
penggabungan dan
penghapusan desa dan

- kelurahan skala provinsi

4, Badan 1.a. Penetapan pedoman peran

Permusyawara EPD dan kelurahan dalam

tan Desa penyelenggaraan

(BPD) pemerintahan desa skala

provinsk.

7. Pamhbinaan manoswasan




supervisi dan fasilitasi BFD
skala prowvinsl,

Meonitoring dan evaluasi sera

pelaporan peran BPD skala
provinsd,

5. Feuangan dan
Aset Desa

Penatapan pedoman |
pengelolaan keuangan dan I
asel desa skala provinsi.

Koordinasi dan fasifitasi
pengslolaan keuangan dan
aset desa skala provingi

Pembinaan, pengawasan dan
suparvisl pengelolaan
keuangan dan asel desa skaia
provingl,

Monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pengelolaan I
keuangan dan aset desa skala
provins,

6. Pengembanga
n Kapasias
Pemerintah
Dega dan
Kalurahan

1.a,

Penetapan pedoman
pengembangan kapasitas
pemerintah desa dan
kelurghan skala provinsi.

Koordinasi dan fasilitasi
pengembangan kapasitas
pamerintahan desa dan
kelurahan skala provinsl.

Menitoring dan evaluasi sera
pelaporan pengembangan
kapasitas pemaerintah desa
dan kelurahan skala provinsi.

2. Panguatan
Kelembagaan
dan
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat

1. Kebijakan

Panetapan kebijakan daerah
skala provinsi.

Penetapan pedoman, norma,
standar, prosedur, dan kriteria
di bidang panguatan
kelembagaan dan
pengembangan partisipas|
masyarakat skala provinsi.

Z. Pemaniapan
Data Profil
Desa dan Profil

Koordinasi dan fasiitas)
pengolahan data profil desa
dan profil kelurahan skala |




Kelurahan

provinsi,

Pembinaan dan supervisi
pengolahan data profil desa

dan profil kelurahan skala
provinsi.

Menitoring, evaluasi dan
pelaporan pengolahan data
profil desa dan profil kelurahan
skala provinsi,

3. Panguatan
Kelambagaan
Blasyarakat

Koordinasi dan faséitasi
penguatan kelembagaan
masyarakat skala provinsi.

Pembinaan dan supenisi

penguatan kelembagaan
masyarakal skala provingi.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penguatan
kelambagaan masyarakat
skala proving,

4. Pelathan
Masyarakat

Hoordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan pelatinan
masyarakat skala provinsi,

Pembinean dan supernvisi

penyelenggaraan pelatthan
masyarakat skala provinsi.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
palatihan masyarakal skala
nasional,

5. Pangaembanga
n Manajemen
Fembangunan
Partisipatif

Koordinasl dan fasilitasi
pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif
masyarakat skala provinsi.

. Pembinzan dan supervisi

pemantapan mangjemen
pembangunan partisipatit
masyarakal skala provinsi.

. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pemantapan
manajeman pembangunan
partisipatif masyarakat skala
prowving,

6. Peningkalan
Peran
Maeyarakat

Penataan dan

n Ruang

Pendayagunaa

Koordinasi dan fasildasi
peningkatan peran magyarakat
dalam panalaan dan
pendayagunaan ruang
kawasan perdesaan skala
PrOVInS!,
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PROVINSI -

Kawaszan
FPerdasaan

Pembinaan dan supervisi
peningkatan peran masyarakat
datam penatzan dan
pendayagunaan ruang
kawasan perdesaan skala
proving,

. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan peningkatan peran
masyarakal dalam penataan
dan pandayagunaan ruang
kKawasan perdesaan skala
provinsk

1. Kebijakan

Penetapan kebijakan daerah
skala provinsi.

Fenetapan padoman, noma,
standar, prosadur, dan kriteria
di bidang pemberdayaan adat
dan pangembangan kehidupan
sosial budaya masyarakat
skala provinsi,

2. Pemberdayaan
Adat lstiadat
dan Budaya
Musantara

Koordinasi dan fasiiitasi
pemberdayaan lembaga adat
dan budaya skala provins,

Pembinaan dan supenvisi
pemberdayaan lembaga adat
dan budaya skala provinsi.

Maonitoring, evaluasi dan
pelaporan pemberdayaan
lembaga adat dan budaya
skala provinsi.

3. Pemberdayaan
Perempuan

Koordinasi dan fasiitasi
pelaksanaan pemberdayaan
perempuan skala provinsi

Pembinaan dan suparvisi
pelaksanaan pemberdayaan
perempuan skala provinsi,

Monitering, evaluasi dan
pelaporan palaksanaan
pemberdayaan perempuan
skala provinsi,

4. Pemberdayaan

Kasejahleraan
Keiuarga
(PKK)

., Koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan PKK skala
prowinsd,

. Pembinaan dan supervisi

pedaksanaan PKK skala
provinsi.

. Moniterng, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan PEE
skala provinsi.

5. Eingkahn

Koordinasi dan fasiitasi




Kesejahteraan
Sosial

peningkatan kesejahiaraan
sosial skala provinsi,

Fembinaan dan supervisi

peningkatan kesejahteraan
sosial skala proving.

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan peningkatan
kesajahteraan sosial skala

prowinsi,

6. Pengembanga

n dan
Ferlindungan
Tenaga Kerja

Koordinasi dan fasilitasi
pengembangan dan
perlindungan tenaga kerja
skala provinsi,

Fembinaan dan supanvisi
pengembangan dan
perlindungan fenaga kerja
skala provinsi.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengembangan dan
perlindungan tenaga kena
gkala provinsi,

4. Pemberdayaan
Usaha Ekonomi

Masyarakat

| 1. Kebijakan

Penetapan kebijakan daerah
skala provinsi,

Fenyelenggaraan
pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat skala provinsi.

2. Pembardayaan
Ekonormi
Penduduk
Miskin

Koordinasi dan fasilitasi
penyalenggaraan
pemberdayaan ekonomi
penduduk miskin skala

prowinsl.

Pembingan dan supervisi
penyelanggaraan
pamberdayaan ekonomi
panduduk miskin skala
provinst.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan akonomi
penduduk miskin skala
provinsi.

n Usaha
E:Jnmmi
uarga dan
Kelompok
Masyaraxal

Koordings dan fasiitasi

pengembangan usaha
akonomi keluanga dan
kelompok masyarakat skala

ProVing.

Pembinaan dan supervisi
pengembangan usaha _
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FROVINSI

akonomi keluarga dan
kelompok masyarakat skala
provinsi,

Monitoring evaluasi dan
pelaporan pengembangan
usaha ekonomi keluarga dan
kelompok masyarakat skala
provinsk.

4, Pengembanga
::I:HL'E'I'I'Ib.ﬂui
uangan
Mikra
Perdasaan

. Koordinasi dan fasilitasi

penyelenggaraan
pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan
skala provinsi,

- Pembinaan dan supervisi

penyelenggaraan
pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan

skala provinsi.

. Monitoring, evaiuasi dan

pelaporan penyelenggaraan
pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan
skala provinsi.

o. Pengembanga

n Produkel dan
Pemasaran
Hasil Usaha
Masyarakat

. Koordinas| dan fasiEtasi

penyslenggaraan
pengembangan produksi dan
pemasaran hasil usaha
masyarakat skala provinsi.

. Pembinaan dan supenvisi

penyelenggaraan
pengembangan produks dan
pemasaran hasil usaha
masvarakal skala provinsi,

. Monitoring evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan
pengembangan produksi dan
pamasaran hasil usaha
masyarakal skala provinsi,

I =

6. Pengembanga

n Pertanian
Pangan dan
Paningkatan

Pangan
Masyarakat

. Koordinasi dan fasilitasi

pengembangan pertanian
pangan dan peningkatan
ketahanan pangan masyarakat
skala provinsi.

. Pembinaan dan supervisi

pengembangan partaniEan
pangan dan peningkatan
ketahanan pangan masyarakat
skala provinsi.

+ Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pengembangan




pertanian pangan dan

peningkatan ketahanan
pangan masyarakat skala
_ provinsi.
5. Pemberdayaan | 1. Kabjakan 1. Penetapan kebjakan dasrah
Masyarakat skala provinsl.
lal
Pengelolaan 4. Penyelenggaraan
Sumber Daya pemberdayaan masyarakat
Alam dan dalam pengelclaan sumber
- Teknelogi Tepat daya alam dan feknologi tepat
Guna guna skala provinsi,
2. Fasllitasi 1. Koordinasi dan fasilitas]
Konservasi konservasi dan rehabiiitasi
dan lingkungan skala provinsi.

Rehabilitasi
Lingkungan 2. Pembinaan, pengawasan dan
suUpernvisi konservasi dan
rehabilitasi lingkungan skala
provinsi.

3. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyslengaraan
konservasl dan rehabilitasi
lingkungan skala provinsl.

| 3. Faslitasi 1. Koordinasi dan fasiitasi
Pemanfataan pemanfataan lahan dan pesisir
Lahan dan pedesaan skala provinsi,
Pesisir
Pedesaan 2. Pembinaan, pengawasan dan
supervisi palaksanaan
pemanfaatan [ahan dan pesisir
pedesaan skala provinsi,

3. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelangaraan
pemanfaatan lahan dan peisisr
di pedesaan skala provinsi.

4. Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitas|
a dan pemeliharaan prasarana dan
Sarana sarana pedesaan serta
Pedesaan pemeliharaan alr bersih dan
penyehatan lingkungan skala

Z.  Pembinaan, pengawasan dan
supervisi pemeliharaan
prasarana dan sarana
pedesaan serta pemeliharaan
air bersih dan penyehatan
lingkungan skala provinsi.

3. Maonitoring, evaluasi dan
pelaporan panyelengaraan
pemelinaraan prasarana dan
garana pedesaan serta
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| 5. Fagilitasi 1. Koordingsl dan fasihtasi
Pemetaan pemetaan kebutuhan teknologi |
Kebutuhan dan lepat guna dan pangkajian
Pengkajian teknalogi tepat guna skala
Teknologi provinsi.
Tepat Guna

2 Pambinaan dan supenvisi

3. Monitoring, evaluasi dan

kebutuhan teknologi tepat
guna skala prowvins.

pelaporan kebutuhan teknologl
tepat guna skala provingi.

6. Pemasyarakal
Bn dan
Kerjasama
Teknologl
Pedesaan

1. Koocrdinas| dan fasilitas|

2. Pembinaan, pengawasan dan

3. Monitoring evaluasi dan

pemasyarakatan dan
kerjazama teknologl pedesaan
skala provinsi,

supervisl pamasyarakatan dan
kerfasama teknologi pedesaan
skala provinsi.

pelaporan pamasyarakatan
dan kerjasama feknologi
pedesaan skala provinsi.
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1. Statistik Penyelenggaraan kerjasama antar
Umum lembaga untuk mengembangkan
slatislik skala provinsi.
. Pangawasan, Pelaksanaan pengawasan,
Monitoring dan manitoring dan evaluasi
Evaluasi penyelenggaraan statistik skala
kabupaten/kota,
. Fasilitasi dan Pelaksanaan fashitasi dan
pembinaan pembinaan penyelenggaraan
stalistik skala kabupaten/kola.
2. Statistik . Statistik dasar Pemberian dukungan
Dasar meliputi: penyelenggaraan statistik dasar
skala provinsi;
#. Sensus
b. Survei Antar Pemberian dukungan
Sensus penyelenggaraan survei antar
sensus skala provinsi:
& Surve FPemberian dukungan survei
Berskala barskala nasional di tingkat provinsi
Masional di bidang ekonomi dan
kegejahteraan rakyat:
d, Suréel Pemberian dukungan survel soskal
Sogial dan dan ekonomi;
Ekonomi
. Statistik Lintas
Sektor Berskala
Nasional
3. Statistik Koordinasi Penyelenggaraan statistik sektoral
Sektoral Statistik Antar skala provinsi.
Sektoral
4. Statistik ~ Pengembangan Pengembangan |efaring statistk
Khusus Jejaring khusus skala provinsi,
Statistik
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‘f Fermhnm nmma Etﬂndar dar
pedaman penrel&nggaa‘am
kearsipan di lingkungan provinsi
berdasarkan kebljakan kearsipan
nagional mekiputi |

a. Penstapan peraturan dan
kebijakan penyelenggaraan
arsip dinamis di lingkungan
provinsi sesual dengan
kebijekan nasional,

b. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyslenggaraan
kearsipan statis di lingkungan
provinsi sesuai dengan

kehijakan nasional,

¢. Penatapan peraturan dan
hlabijahan penyelenggaraan
sisterm kearsipan di lingkungan
proving sesual dengan
kebijakan nasional,

d. Penetapan peraturan dan
kabijakan penyslenggaraan
jaringan kearsipan di
Engkungan provins sesual
dengan kebijakan nasional.

&. Penelapan peraturan dan
kebijakan pengambangan
sumber daya manusia
kearsipan di fingkungan
provinsi sesuai dengan
kebijakan nasional,

f. Peneltapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
organisasi kearsipan di
fingkungan provinsi sesuai
dengan kebijakan nasional,

g. Penetapan peraturan dan
kebijakan penggunaan sarana
dan prasarana kearsipan di
lingkungan provins sesual
dengan kebijakan nasional.

2. Pembinaan

Pembinaan kearsipan terhadap
perangkat daerah provinsi, badan
usaha millk dasrah provinst dan

kabupatenkota.

3. Penyelamatan,
Pelestarian dan

Pangamanan

1. Pemberian persetujuan jadwal
retensi arsip kabupaten/kota
terhadap arsip yang telah
memiliki pedoman retensi.

2. Pemberian parsetujuan
pemusnahan arsip

labis silenlzails bacl o olie s bz
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3. Pengelolaan arsip statis
perangkal daerah provinsi, lintas
dasrah kabupatenkota, badan
usaha milik daerah provinsi serta
swasta dan perorangan berskala

prowvins.

4. Akredilasi dan

5. Pengawasan/Supenvi | 1. Pengawasan/supervisi terhadap
Bi | penyelenggaraan kearsipan

— perangkat daerah provins: dan

ilembaga kearsipan

kebupaten'kota.

2, Pengawasan/supervisi terhadap
penyelenggaraan pembinaan oleh
lembaga kearsipan
kabupaten/kota
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1. Kahmﬂkin

Pﬂﬂﬁmﬂh norma, sandar
dan pedoman yang berisi
kebijakan provingd
berpedoman kebijakan
nasional, meliput :

a. Penetapan peraturan dan
kebijakan
penyelenggaraan
perpusiakaan di skala
provinsi berdasarkan
kebijakan nasional.

. Penefapan peraturan dan
kehijakan
penvelenggaraan jaringan
perpustakaan skala
provinsi sesuai kebijakan
nasicnal,

¢, Penetapan peraturan dan

" kebijakan pangembangan
SDM perpustakaan skala
provinsi sesuaj kebijakan
naskonal.

d. Penetapan paraturan dan
kebijakan pengembangan
organisasi perpustakaan
skala provinsl sesual
kebljakan naslonal.

e. Peneatapar. paraturan dan
kebijakan di bidang
sarana dan prasarana
perpustakaan skala
provinsi sesuai kabijakan
nasional.

2. Pembinaan
Teknis
Parpustakaan

- Pembinaan lekms semua

jenis parpustakaan di wilayah
provinsi :

a. Pengelolaan parpustakaan
sasual standar.

b. Pengambangan SDM,
c. Pengembangan sarana

dan prasarana sesuai
standar,

d. Kerjasama dan jaringan
parpustakaan.

e. Pengembangan minal
baca
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Penyelamatan
dan Pelestarian
Kaleks: Masicnal

3.

2 A

Fanetapan kebijakan
pelestarian koleksi daerah
provinsi berdasarkan
kebijakan nasional

Felakzanaan Serah-Simpan
Karya Cetak dan Karya
Rekam, terkalt koleksi daerah
provinsi dan kabupatenfkots.,

' 3. Koordinas! pelestarian tingkat
daerah provinsi.

4. Pengembangan | 1. Penetapan peraturan dan
Jabatan kebijakan pengembangan
Fugsicnal jabatan fungsional
Pustakawan pusiakawan di skala provinsi

sesuai kebijakan nasional.

2. Penilaian dan penetapan
angka kredit pustakawan
pelaksana sampai dangan
pustakawan penyelia dan
pustakawan pertama sampal
dengan pustakawan mudsa,

5. Akreditasi 1. Pamberian akreditas
Perpustakaan perpustakaan di wilayah
dan Serfifikasi provinsi,

FPustakawan

2. Pemberian sertifikasi
pustakawan di wilayah
provinsi,

6. Pendidikandan | 1. Penyelenggaraan dikiat
Palatihan (Diklaf) | teknis dan fungsional
Teknis darn perpustakaan.

Fungsiomal

Perpustakaan
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1. Pos dan
Telekomunikas!

titinan uniuk ksntor
cabang.

2. Penertban jasa titipan
untuk kanter cabang,

-

2. Telekomunikasi

1. Pemberian bimbingan
leknis di bidang sarana
telekomunikasi,
pelayanan
telekomunikasl, kinerja
operas elexomunikas),
telekomunikasl khusus
dan kewajiban pelayanan
universal skeda wilayah

2. Pembetian izin
penyalanggarean
telekomunikasi khusus
urituik keperiuan
pemerintah dan badan
hukum yang cakupan
areafyd provinsi
sapanjang tdak
menggunakan spekcimem
frakuensi radio

3 Pengawasan tyanan
je=a telekomunikesi

4. Pambenan rekomendasi
terhadap pesmohonan
izin penyelenggaraan
iaringan tetap lokal
wiralimg fend o end)
cAakupan prowvinsl

5. Koordinasi dalam rangka
pambangunan kewajiban
pelayanan unhversal di
bidang tefekomunikas:

6. Pengawasan/
pengendalian terhadap
penyelenggarean
telekomunikasl yang
cakupan araanya
provined,

3, Spakirum Frekusng)
Radio dan Dbt Satelit
(Orsat)

7. Pembenan igin kanor

cabang dan loket
pelayanan oparalor.

B, Pemberian izin galian

untuk kepariumn

panggelaran kabel

tedekomunikasi lintas

kabupaten/kola atau
_[Blan provingi

8 Bidang
Standansasi Pos
dan
Telaxomunikasi

1. Permbsesian bimbéngan
teknis di bdang standar
pos dan telekomunikasi,
standar teknik
komunikesi radic, standar
pelayanan pos dan
ialekomunikasi,

penerapan standar pos
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2. Pengawasan terhadap
penerapan standar
tekmds dan standar
palayanan alay
perangkat pos dan
lalal:nm_unlhnl skala
Ei,
10. Kelembagsan Fasilitasi pelaksanaan
Intemasicnal Pas koordinas!
an pEnyelenggaraan pos dan
Tetekomunikas elekomunicas sera
Ppenggunaan frekuens:
radio di daerah perbatasan
= dengan negans tetangga
-2 3. Sarana Komunikasl | |, Fenyiaran 1. Evalesi persyaratan
Dan Diseminasi administrasi gan data
Infermas! telenis teradap
pammohonan EZin
penyelengarsan
pEnyiaran
2. Pemberian rekomandasi
persyaratan administrasi
- dan kelgyakan dats ekns |
lemadap pemchonan izin
penyslenggarasn televiel
2. Kelembagaan Koordinasi dan faslitasi
Komunikasi Sosial pemberdayaan komunikasi
sosizl skala proving,
3. Kalembagaan Koordinasi dan
. Kormunikasi palaksanaan dieeminast
Pemerintah nformasi nasional,
4. Kelembagaan Koordinasi dan fasiitas)
Kormunikasi pangemoangan kemitraan
Permerintsh Daerah media skala provinal,
5. HKemitraan Media




Pangan dan
Hortikultura
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1. Penstapan kebijakan, pﬂdn

dan bimbingan pengembangan,
rehabliitasi, konservasi, optimasi
dan pengendalian lahan pertanian
tingkat provinsi.

2. Penyusunan peta pengembangan,
rehabiltasi, konservasi, optimasi
dan pengendalian lahan pertanian
wilayah provinsi (lintas [
kabupaten).

3. Pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan
pangendalian lahan pertanian
provinsi (lintas kabupaten).

4. Penetapan dan pangawasan fata
ruang dan tata guna lahan
pertanian wilayah provinsi.

§.2 Pemetaan polensi dan
pengeiclaan lahan perandan
wilayah provinsi.

B. Pengaturan dan penerapan
kawasan pertanian terpadu wilayah
prowvinsl

7. Penetapan sentra I;mmndh:as
peranian wilayah provinsi,

B. Penetapan sasaran areal tanam
witavah provinsi,

9. Penetapan luas baku lahan
perfanian yang dapat diusghakan
sasuai kemampuan sumberdaya
lahan yang ada pads skala

provinsi.

2. Ar Irigasi

| 1. Bimbingan pangembangan

jaringan irigasi.

2. Pemanlauan dan evaluasi
pemanfaatan air ingasi

3. Bimbingan teknis pengalolaan
sumber-sumber air dan air irigasl. |

4. Pamantzuan dan evaluasi
pengembangan dan pembinaan
pemberdayaan kelembagaan
petani pemakai air,

5. Pemantauan dan evaluasi
pengembangan teknologi
ocptimalisasi pengelolazn air untuk
ugaha tani,
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Pemantauan dan svaluas
PengELNaan pupuk.
2. Pengawasan pengadaan,

peredaran dan penggunaan
pupuk wilayah provins.

4. Pemantauan dan evaluasi
ketersediaan pupuk.

4. Pengawasan standar mutu pupuk.

4, Paslisida

1. Pelaksanaan kebijakan
penggunaen pesliside wilayak
provinsi.

Z. Pengawasan pengadaan,
peredaran dan penggunaan
pestisida wilayah provinsi,

3. Pemantauan dan evaluasi
kelersediaan pestisida,

4. Pengawasan standar mutu
pestsida,

5. Alat dan Mesin
Pertanian

1. Pelaksanaan kebijakan alat dan
mesin pertanian wilayah provins,

2. [ldentifikasi dan inventarisasi
kebutuhan alat dan mesin
pertanian wilayah proving

3. Penentuan kebutuhan protofipe
alat dan mesin peranian.

4, Penerapan standar muiu alat dan
megin pertanian.

6. Pembinaan dan pengawasan
standar mutu aiat dan mesin
pertanian wilayah provinsi.

6. Benih Tanaman

1.2, Pemantauan dan ovaluas:
penerapan pedoman perbenihan
[ tanaman.

b. Penyusunan kebijakan benih antar
lapang.

Z.  Identifikasi dan pengembangan
varietas unggul lokal.

3. Pemantauan benih dari luar negen
di wilayah provinsi,

4. Pengawasan penerapan standar

mutu benih wilayah provinsi,

5. Pengaturan penggunaan benih
wilayah provinsi.




Pengawasan dan serifikasi benih.

. Pembangunan dan pangelolagn

balai benih wilayah provinsi.

7. Pemblayaan

Pemantauan dan evaluasi
pelaksansan pedoman
pembiayaan dari lembaga
keuangan perbankan, non
perbankan dan dana yang
bersumber dan masyarakal
wilayah provinsi,

8. Perlindungan
Tanaman

[ 1.

Pengamatan, identifikasi,
pametaan, pengendalian dan
analisis dampak kerugian
OFTfenomena iklim wilayah
provinsi,

Bimbingan pemantauan,
pengamatan, dan paramalan
OFTienomena iklim wilayah

provinsi.

Penyebaran informasi keadaan
sefangan OPTfenomena iklim
dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayah
provinsi,

Pemantauan dan pengamatan
daerah yang diduga sebagai
sumber OPTHenomena ikiim
wilayah provinsl,

Penyediaan dukungan
pangendalian, eradikasi lanaman
dan bagian tanaman wilayah
prowvinsl.

Femantauan, peramalan,
pengendalian dan
penanggulangan eksplosi
OPTHenomena iklim wilayah
provinsd.

Pangaturan dan pelaksanaan
penanggulangan wabah hama
dan penyeaki tanaman wilayah
prowvins!.

9. Perizinan Usaha

Pembearian izin ueaha tanaman
pangan dan hortikultura wilayah
provinsi.

Pemaniauan dan pengawasan izin
usaha tanaman pangan dan
horikuitura wilayah provinsd,
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Blmmmﬂﬂ penerapan pednn'mn
teknis pola tanam, perlakuan
terhadap tanaman pangan dan
hortikultura wilayah provinsi

Bimbingan peningkatan mutu hasil
tanaman pargan dan horfultura
wilayah provinsi,

11. Pembinzan
Usaha

Bimbingan kelembagaan usaha
tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerasama L:sahl
tani wilayah provinsi.

Bimbingan pemantauan dan
pemeriksaan hAygiene dan sanitasi
lingkungan usaha tanaman pangan
dan horikuliura wilayah provinsi,

Pelakzanaan studi analis mengenai
dampak lingkungan (amdal)/Upaya
Pengelolaan Lingkungan hidup
(UKL} -Upaya Pemantauan
Lingkungan hidup (UPL) di bidang
tanaman pangan dan hortikuiiura
wilayah proving,

Bimbingan pelaksanaan amdal
wilayah provinsi,

Bimbingan penerapan pedoman
kompensasi karena eradikasi dan
jaminan penghastlan bagi petani
yang mengikuti program
pamerintah wilayah provinsi,
Bimbingan penarapan
pedoman/kerjasama kemitraan
ugaha lanaman pangan dan
hortikuliura wilayah provinsi.

12. Panen, Pasca
Panen dan
Fengolahan
Hasil

1.a.

Pemarntauan dan evaluasi

penanganan panen, pasca panen
dan pengolahan haszil lanaman

pangan dan horikultura wilayah
prowingi.

Bimbingan peningkatan mutu hasi |
temaman pangan dan hortikuliura
wilayah provinsi.

Bimbingan penghitungan perkiraan
kehilangan hasil tanaman pangan
dan hortikultura wilayah provinsi.

Pengawasan standar unit
pengoiahan, alat fransporiasl, unit
panyimpanan dan kemasan hasil
tanaman pangan dan horbikultura
wilayah provinsi.




penerapan teknologi panen, pasca
panen can pengolahan hasil
wilayah provinsi.

13. Pemasaran

Pemantauan dan evaluasi
pemasaran hasil tanaman pangan
dan hortikultura wilayah provinsi.

Promosi komoditas tanaman
pangan dan hortikultura wilayah
prowins.

Penysbarluasan informasi pasar
wilayah provinsl.

Pemantauan dan evaluasi hamga
komoditas lanaman pangan dan
hortikultura wilaysh provinsi.

14. Sarana Usaha

Pemantauan dan evaluasi
pengembangan sarana usaha

wilayah provinsi,

Bimbingan teknis pambangunan
dan sarana fisik (bongunan)
penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi sara
pemasaran hasil anaman
pangan wilayah provinsi.

15.“ﬁmmbargan
Siatistik dan
Sistem Informas
Tanaman Pangan
dan Hortikuitura

Pemnyusunan stalistik tanaman
pangan dan hortikultura wilayah

provinsi.

Bimbingan penerapan sistem
informasi tanaman pangan dan
hortkulture wilayah provinsi.

16, ﬁﬂrlgawna.n dan
Evaluasi

2.Parkebunan

1. Lahan
Perkebunan

2.8

. Panyusunan peta pengembangan,

Bimbingan dan pengawasan
pangambangan, rehabilitasi,
konservasi, aplimasi dan
pengendalian parkebunan.

rehabilitasi, kenservasi, optimasi
dan pangendalian lahan
perkebunan.

Pengembangan, rehabilitasi,
konsarvasi, oplimasi dan
pengendalian lahan perkebunan,

Penetapan dan pangawasan tata
ruang dan tata guna lahan
perkebunan witayah provinsi.




pengelolaan lahan parkebunan
wilayah provinsi,

Pengaturan dan penerapan
kawssan perkebunan terpadu
wilayah provinsi.

FPenetapan sasaran areal tanam
wilayah provinsi,

2. Pemanfaalan Air
Untuk Perkebunan

1.a

. Bimbingan pemanfaatan air

. Pemantauan dan evaluasi

2.4,

. Bimbingan pengembangan

Bimbingan pemanfaatan sumber-
sumber air umtuk parkebunan,

parmukaan dan air tanah unfuk
perkebunan.

pemanfaatan air untuk
perkebunan.

Bimbingan pengembangan
sumber-sumbear air untuk

parkebunan,

teknologi ingasl air parmukaan
dan air bertekanan untuk
perkebunan.

Pemantaian dan evaluasi
pengembangan air untuk
perkebunan.

3. Pupuk

Pemantauan dan evakasi
panggunaan pupak.
Fengawasan pengadaan,
peredaran dan penggunaan
pupuk wilayah provinsi,

Pemantauan dan evaluasi
ketersediaan pupuk.

Pengawasan standar mulu pupuk. |

4. Pestisida

Pelaksanaan kebjakan
penggunaan pestisida wilayah
provinsl.

Pangawasan pangadaan,
peredaran dan penggunaan
pestisida wilayah provinsi.

Femaniauan den evaluasi
kelersedman pestisida,

Pengawasan standar mutu
pestisida.




mesin perkebunan wilayah
provinsi.

Identifikasi dan inventansasi
kebutuhan alat dan mesin
perkabunan wilayah provinsi.

Penartuan kebutuhan protolipe
alat dan mesin perkebunan.

Penerapan standar muiu alat dan
measn perkebunan.

FPembinaan dan pengawasan
standar mutu alal dan mesin
perkebunan wilayvah provinsi.

§. Benih Perkebunan

1.8

4.3

. Pengaturan penggunaan benih

. Pembangunan dan pengelolaan

Femantauan dan evaluasi
penarapan pedoman perbenihan
perkebunan.

Penyusunan kebijakan benih
perkebunan antar lapang (antar
kabupatan).

Ideniifikasi dan pengembangan
varetas unggul lokal.

Pemantauan benih impor wilayah
provinsi.

Pengawasan penerapan standar
mutu benlh perkebunan wilayah
Prowinsi.

perkebunan wilayah provinsi.
Pengawasan dan serfifikasi benih
perkebunan

balai banih wilayah provinsi,

7. Pembiayaan

Pamantauan dan evaluasi
pelaksanaan padoman
pemblayaan dar lembaga
keuangan perbankan, non
perbankan dan dana yang
bersumber dar masyarakal
wilayah provinsi,

g, Pedindungan
Perkebunan

1.

2. Pengamatan, identifikasi,
pemeiaan, pengendalian dan

analisis dampak kerugian
OPFT/fenomena iklim wilayah

provinsi,
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b. Bimbingan pamantauan,
pengamatan, dan peramalan
OPTHenomena iklim wilayah
provinei.

. Penyebaran informasi keadaan
serangan OPTfenomena iklim
dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayah
provinst

~— d. Pemantauan dan pengamatan

i daerah yang diduga sebanai
sumber OFTHenomena ikfim
wilayah provinsi,

e. Penyediaan dukungan
pengendalian, eradikasi
tanaman dan bagian tanaman
wilayah provinsi,

f. Pemantauan, paramalan,
pengendalian dan
penanggulangan eksplosi
OFTHenomena iklim wilayvah
provinsi.

2. Pengaturan dan pelaksanaan
penanggulangan wabah hama
dan penyakit menular tanaman
wilayah provinsi.

3. Penanganan gangguan usaha
parkabunan wilayah provins,

8. Perizinan Usaha 1.a. Pemberian izin usaha perkebunan

limas kabupatenioola.

b, Pemantauan dan pengawssan izin
uzaha perkebunan lintas
kKabupatenota.

10.Teknls Budidaya Bimbéingan penerapan pedoman
teknis budidaya perkebunan wilayah
Provins.

11.Pambinaan 1.2, Bimbingan kelembagaan usaha

Usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kargasama usaha
tani wilayah provinsi.

b. Bimbingan pemantauan dan
pemerksaan hygiens dan santasi
lingkungan usaha perkebunan
wilayah provinsi,

c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL
di blqang perkebunan wilayah
provinsi.




3

wilayah provinsi,

Bimbingan penerapan
pedoman/kerjasama kemitraan
ugaha perkebunan wilayah
provinsi.

12.Panan, Pasca
Panen dan
Pengotahan Hasil

1.a,

. Bimbingan peningkatan mutu hasil

Peamantauan dan evaluas:
penanganan panan, pasca panen
dan pengolahan hasll perkebunan
wilayah provinsi,

perkebunan wilayah provinsi,

Bimbingan penghitungan perkiraan
kehilangan hasil parkebunan
wilayah provinsi.

Pengawasan standar unit
pengolahan, alat ransportasi, unit
panyimpanan dan kemasan hasil
perkebunan wilayah provinsi.

Penyebarluasan dan pemantauan

penerapan teknologi panen, pasca
panen dan pengolahan hasil |

wilayah provinsi

13. Pamasaran

FPemantauan dan evaluasi
pemasaran hasil perkebunan
wilayah provinsi.

Promosi komoditas perkebunan
wilayah provins.
Penyebarluasan informasi pasar
wilayah provinsi,

Femantauan dan evaluasi harga
komoditas perkebunan wilayah
ProvinS.

14. Sarana Usaha

1.a. Pemantavan dan evaluasl

. Bimbingan tekniz pembangunan

pengembangan sarana usaha
wilayah provinsi.

den sarana fisik (bangunan)
penyimpanan, pengolahan dan
pEmMasaran sarana produksi sera
pemasaran hasil parkabunan

|

L wilayah provinsi.
15.Pengembangan 1. Penyusunan statistik perkebunan
Statistik dan wilayah provinsi,
Skstem Informas!
Perkebunan 2. Bimbengan penerapan sistem

Informasi perkebunan wilayah
prowinsl.
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Evaluasi
3. Peternakan | 1. Kawasan 1. Penetapan dan pengawasan
dan Palemakan kawasan pelernakan wilayah
Kosahatan prowvinsl.

2. a, Penetapan pela polansi
petemakan wilayah provinsi,

b.Penetapan dan pangawasan
kawasan paternakan wilayah

provinsi.

c. Penetapan peta potensi
palernakan wilayah proving,

3. Penerapan pedoman penetapan
padang pengembalaan.

2. Alat dan Masin 1.a. Penerapan kebijakan alat dan
Pelemakan dan k mesin petemakan dan kesehatan

l Kesshalan Hewan hawan dan kesmavet wilayah
dan Kasshatan provinsl.
Mazvarakat i
Veteriner | b. Pemantauan, dentifikasi dan 1
(Kesmavet) | inventarisas kebutuhan alat dan
mesin peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavetl,

2. Penergpan standar mutu dan atat |
dan mesin pelemakan dan
kesehatan hewan dan Kasmavel
wilayah provinsi.

3.a. Pembinaan dan pangawasan
standar mutu alat dan mesin
peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavet wilayah
provinsi,

b. Penerapan pedoman
pengawasan produksi,
peradaan, penggunaan dan
pengujian alat dan mesin
peternakan dan kesahatan
hewan dan kesmavel wilayah
provinsi.

. Pembinaan dan pengawasan
kebijakan alat dan mesin
pelemakan dan kesehalan

{ hawan dan kesmavet wilayah

| provinsl.

d. Penerapan standar dukungan
rakayasa teknologi
peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmaval wilayah
provinsi,




. Pembinaan dan pengawasan
penerapan standar teknis alat
dan mesin petemakan dan
kesehatan hewan dan
kesmavel wilayah provinst,

. Pembinaan dan pengawasan

. Pengawasan penerapan

h.Pembinaan kerjasama leknologl

rekayasa dan pameliharaan
alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provinsi.

teknologl bidang peternakan
dan kesehatan hewan dan
kesmave! wikavah provinsl,

bidang peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavet wilayah
provins.

3. Pemarfaatan Air
untuk Petemakan
dan Kesehatan
Hewan dan
Kesmavet

Bimbingan pemanfaatan air untuk
usaha peternakan, kesehatan
hewan dan kesmavet wilayvah

provinsi.

Pemantauan dan evaluasi
pengembangan teknalogi
optimalisasi pengeiclaan
pamanfaatan air untuk usaha
peternakan, kesehatan hewan
dan kesmavet.

4, Obat hewan,
Vaksin, Sera dan
Sediaan Biologis

Penerapan kebijakan obat hewan
wilayah provinsl.

Pemetaan identifikasi dan
imventarisasi kebutuhan obet
hewan witayah provinsl,

Penerapan dan pengawasan
standar mutu obat hewan
wilayah provinsi,

Pembinaan dan pengawasan

peredaran obat hewan di tingkst
distributar.

Fembinaan dan pengawasan
peredaran obat hewan di tingkat
distributor.

5. Pakan Ternak

Penerapan kebijakan pakan
termak di wilayah provinsi.

Bimbingan produks! pakan
ternak dan bahan baku pakan
ternak wilayah provinsi,




T

3.8,

4.8,

T Al ol :"|'. pire iy ':". " 1
Fenerapan standar muiu pakan

ternak wilayah provinsi,

Fembinaan dan pengawasan
labelisasi dan serifikasi pakan
ternak wilaysh provinsi.

Labelizaszi dan serifikasi muty
pakan temak.

Pengawasan mulu pakan dan
bahan baku pakan witayvah
provinsi,

Pengadaan, perbanyakan dan

penyeluran benih hijauan pakan
wilayah provinsd,

FPembinaan dan pengawasan
produksi pakan dan bahan baku
pakan wilayah provins.

B. Bibit Temak

1.8

2.a

4.3

. Penstapan panggunaan bibit

Penerapan dan pengawasan
palaksanaan kebijakan perbibifan
ternak wilayah provinsi,

Penerapan dan pengawasan
standar perbibitan ternak wilayah

provinsi.
Pembinaan dan pengawasan

produksi ternak bibit wilayah
provinsl.

. Penerapan dan pengawasan

padoman perbibitan (standar
rmutu) wilayah provinsi.

Panatapan serifikasi dan
penetapan standar mulu genetik
bibit ternak wilayah provinsi,

Pengawasan paredaran lalu

lintas bibit'banin termak di wilayah
proving,

Fenetapan kabupalenkola
sebagai lokasi penyebaran lamak
bibit wilayah provinsi.

unggul wilayah provinsi.

Penerapan kebijakan konservasi
(pelestarian) ternak bibit murni
dan ungguliplasma nutfah
peternakan wilayah provinsi.

Pembinaan dan pengadaan
semen beku wilayah provinsi.




b.

T.a

Pembinaan dan pamantauan
palaksanaan inseminasi buatan,
progeny fest dan transfer embrio
wilayah provinsi.

. Pembinaan distribus mani beku

{straw) wilayah provinsi.

Pemantauan dan pengawasan
penerapan standar teknis miutu
bibit Day Odd Chick Final Stock
wilayah provingi,

. Pemantauan dan pengawasan

penerapan standar teknis mutu
bibit tarnak wilayah provinsi.

Pengaturan kawazan sumber-
sumber bibit dan plasma nutfah
wilayvah provinsl,

. Pembinaan dan pengawasan

serifikasi produksi bibit temak
wilayah provingd,

. Penetapan sertifikasi rekayasa

teknologi mulu genetik [inseminast
buatan, embrio transfer) wilayah
provinsi.

Penetapan sertifikasl tenaga ahll
perbibitan (surat ijin melakukan
inseminasi buatan, pemeriksaan
kebuntingan, asisten reproduksi)
witayah provinsi,

. Pembinaan pembibitan ternak di

unit pelaksana leknis dinas
witayah provinsi,

. Pembinaan dan pengadaan bibii

ternak wilayah provingi.

Pambinaan mulu gensatik temak
dengan rekayasa teknologi tepat
guna (inseminasi buatan dan
embrio transher) wilayah provinsi

Penstapan serlifikasi embno
termak wilavah provingd,

. Penatapan sertifikasi embrio

termak wilayvah provingi,

Penetapan sertifikasi produksi
benih mani beku wilayah provinst,




“m. F';mm.am sumbar I:ubﬂtamak I

(hasil inseminasi buatan crossing)
wilayah provinsi,

n. Pembinaan sumber bibit termak

{hasil nsaminasi buatan crozsing)
wilayah provinsi.

0. Pembinaan dan pengawasan

bmﬁ_dhg replacemant matalu
rearing col (mempercepat
penyediaan bibit) wilayah provinsi,

p. Pembinaan dan pengawasan

penyaringan bibit di  kawasan
produksl  petemakan  wilayah
__provinsi

6. Pambiayaan

%

Penerapan kebijakan dan
pamantauan pengambangan
investasi dan kebijakan
permodalan  medalui lembaga
perbankan dan non perbankan
wilayah provinst.

Pérlgmsan penyaluran,
pamanfaatan dan kredit program

wilayah provins.

Pembinaan dan pengawasan
panyaluran, pemanfaaian dan
kradit program wilayah provinsi.

8. Kesehatan Hewan
(Keswan),
Kasehatan
Masyarakal
Veterimer dan
Kesejahteraan
Hewan

Penerapan kebigakan dan
pedoman keswen, kesmavel dan
kesejahteraan  hewan wilayah
provinsi.

Pembinaan dan  pengawasan
praktek hygiene sanitasi produsen
Produk Asal Hewan [PAH)

Serifikasi dan surveilans Momor
Kontro;  Velerimer (MENV)  unit
ugaha PaH vyang memenuhi
syaraet.

Penagawasan oeredaran  |ah
lintas produk hewan darike
wilayah provingi dan  linias
kabupateniola.

Fembinaan penerapan
kesejahteraan hewan.

Fengamatan, penyidikan dan
pemetaan penvakil hewan wilayah
provinsi.




- 184 -

Foiiabandy L

10.

11.

12

13

14,

8.3

15.

e gl LR e
Penerapan dan pengawasan
nofma standar teknis peiayanan
keswan, kesmavet serla
kesejahtaraan hewan wilayeh
provingsi,

Pembangunan dan pengealolaan
laboratorium keswan dan
laboratorium kesmeavet wiiayah
provinsi,

Penanggulangan wabah dan
penyakit hewan menular wilayah
provins.

Pemantauan dan pangawasan
pelaksanaan pananggulangan
wabah dan penyakil hewan
menular wilayah provins,

Pencegahan penyakit hewan
manuiar wilayah proving

Penutupan dan pambukaan
kembali stalus dasrah wabah

tingkat provinsi.

Pengaturan dan pengawasan
pelaksanaan pelarangan
pemasukan hewan, bahan asal
hewan ke/dari wilaysh Indonesis
antar provinsi di wilayah provinsl.

Penstapan dan identifikasi
kebutuhan standar teknis minimal
REPHRPU, keamanan dan mutu
produk hewan, laboratorium
kesmave!, satuan pelayanan
pelernakan terpadu, rumah sakit
hewan dan pelayanan keswan,

Pangawasan lalu lintas temnak,
produk temak dan hewarn
kesayangan dari’ke wilayah
provinsi dan lintas
kabupatenkota.

Pambingan dan pengawasan
pelayanan keswan,

Pembinaan dan pengawasan
penerapan slandar teknis RPH
dan RPU, rumah sakit hewan/unit
pelayanan keswan terpadu, pet
shop, poullry shop dan distributor
obat hewan.

Pembinaan dan pengawasan RPH
dan RPU.




e

17

18,

18,

20,

21.

22

24,

25

27,

E-Fmﬁérian dnpmgan

rasidu produk pangan asal heawan.

Fembinaan dan serifikasi
pelayanan medik vetariner (dokber
hewan praktek, klinik hewan dan
rumah sakit hawan).

Pembinaan, pengawasan dan
pengujian temak dan bahan asal
hewan untuk tujuan ekspor
{temak, daging, susy, hewan
kesayangan. hewan liar, dil}.

Fembinaan dan pengawasan
penyidikan panyakit hewan

Pembinaan panyidikan dan
epidemiclogi penyakit hewan,
parasit, bakter, virus dan penyakit
hewan lainnya.

Pembinaan pemberantasan
danpencegahan wabah penyakii
hewan manular strateg:s
mewabah,

Pembinaan peramakan wabah
penyakit hewan menular wilayah
provinst.

Fembinaan panutupan dan
pembukaan kembali wilayah
penyakit hewan menular lintas
kabupaten/kota.

Pembinaan pembuatan peta
situasi penyebaran penyakit
hewan di provinsl.

Pembinaan dan pengawasan dan
pamaniauan penyakit hewan
ZOONDSis.

Pembinaan pelayanan dan

pengamanan wilayah terpadu
pada kejadian wabah/epsdamik.

Pembinaan penerapan standar
teknis pelayanan kKeswan,
kesmavet seria kesejahteraan
hewan wilayah provinsi.

. Pembinaan dan pelaporan

patayanan medik/paramedik
veteriner di lembaga-lembaga
pemarintahan dan unit-unit
pelayanan medik/paramedik
veteriner di tingkat provinsi.
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28,

30

Fembinaan dan pengawasan
penyidikan penyakit hewan.
Pembinaan panyidikan dan
epidemiokogi penyakit hewan,
parasid, bakteri dan penyakit
hewan lainnya,

2

Panyabaran dan
Pengembangan
Peternakan

Fenerapan dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan dan

pedoman penyebaran dan

pengembangan paternakan
wilayah provinsi.

Pemantauan lalu lintas ternak
wilayah provinsi.

Fembinaan penetapan pedoman
talu lintas temak bibit wilayah
proving,

10. Perzinan/

Fekomendas|

FPembinaan pemberian perizinan
usaha di bidang paeternakan dan
kesshatan hewan di wilayah
provingd,

Pembinaan dan serifikas|
pelayanan medik veteriner (dokier
hewan praktek, klinik hewan dan
rumah sakit hewan).

Rekomendas! pandaftaran mutu
pakan,

Fenentuan kebuluhan prolotips
alat dan masin peternakan dan
keswan wilayah provinsi,

Pemberian izin pengeluaran
termak bibit dan potong dani dan
ke wilayah provinsi.

FPemantauan dan rekomendasi

pemasukan dan pangeluaran dan
dan keluar negari.

Pemberan rekomendasi

pemasukan/ pengefuaran
hewan/ternak dan produk hewan
dan dan antar provinsipulau,

Pembarian rexomeandasi instalasi
karantina hewan di wilayah
provinsi,

Pembinaan izin usaha budidaya
hewan kesayangan wilayah
provinsi,
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il.?ar:nl.:niréun a alat ¥
anghuttransporiasi produk
peternakan.

11.Pembinaan Usaha

i 2.3

Penerapan dan pengawasan
peiaksanaan padoman
kerjasamakemiraan usaha
paternakan wilayah provins

Pembinaan dan pengawasan
penerapan standar teknis
pembinaan mulu dan pengolahan
hasil peternakan dan hasil bahan
asal hewan wilayah provinsi,

. Pembinaan dan pengawasan

lembage sistem mutu produk
peternakan dan hasil bahan asal
hewan wilayah provinsi,
Pembinaan dan pengawasan
peningkatan mutu hasil
petemakan dan hasi bahan asal
hewan wilayah provins,

Fembinaan dan pengawasan
pengelolaan unif pengolahan alal
trangportasl, unit panyimpanan
hasil bahan asal hewan wilayah
provins,

. Promosi komoditas petemakan

wilayah provins

Pembinaan analisis usaha tani
dan pemasaran hasil peternakan
wilayah provinsi.

Fembinaan kelembagaan usaha
tani, manajemen usaha tani dan
pancapaian pola kerjasama usaha
tani wilayah provinsl.

. Pembinaan dan pengawasan

penerapan standar teknis
peternakan dan kesshatan hewan,
pembinaan mutu dan pengelolaan
hasil petermakan, kelembagaan
usaha tanl, pelayanan dan izin

usaha,

Pembinaan dan pengawasan
penarapan teknologi panen, pasca
panan dan pengolahan hasil
pelernakan wilayah provinsi.

Pembinaan dan pangawasan
pemariksaan hygiene dan sanitasi
lingkungan usaha petermakan
witavah provinsi.




amdal/UKL-UPL di bidang
pelemakan wilayah provinsi,

m.Pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan amdal wilayah
provins.

3.  Pembinaan dan pengawasan
penerapan pedoman
kerjasamakemitraan usaha
peternakan wilayah provinsi.

12. Sarana Usaha

1, Bimbingan penarapan pedoman,
norma, standar sarana usaha
wilayah proving,

2. Bimbingan teknis pembangunan
sarana fisik (bangunan),
penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi serta
pemasaran hasil petemakan
wilayah provinst.

13. Panen, Pasca
Pamen dan
Pergalahan
Hasll

1. Pemantauan dan evaluasi
penanganan panan, pascaE panan
dan pengolzhan hasil peternakan
wilayah provinsi,

Z. Bimbingan perhifungan perkiraan
kehilangan hasil budidaya
peternakan wilayah provinst.

3. Pengawasan standar unit
pengolahan, alat transportasl dan
unit penyimpanan dan kemasan
hasll peternakan wilayah provinsd.

4.  Penyebaruasan dan pemantauan |
penerapan eknologl panen, pasca
panen dan pengolahan hasil
palemakan witayvah provinsl.

14, Pemasaran

1. Pemantauan dan evaluasi

| pemasaran hasi peternakan
| wilayah provinsi,

|

2. Promosi komoditas peternakan
wilayah provinsi,

3. Penyebarluasan informaesi pesar
wilayah provingi,

15. Pangambangan
sistem statistik
dan nformasi
peternakan dan

keswan

1. Bimbingan penerapan sistem |
perstatistikan dan informasi
peternakan wikayvah provingi

2. Pengolahan sistern statistik dan
informasi petermakan witayah
prowing.
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pENGaWasan
panarapan perstatistikan
| peternakan dan keswan wilayah
provinsi,

4.a Pembinaan dan pangawasan
penerapan sistem informasi
wilayah provinsi,

b. Pembinaan dan pengawasan
pengumpulan, pengelclaan,

=F analisis, penyajian dan pelayanan

data dan slatistk peternakan dan

kesehatan hewan wilayah

pravinsk.

¢. Pembinaan dan pengawasan
manajemen pengumpukan,
pengolahan data
komoditas/produksi peternakan
dan sumberdaya sirategis lintas

kabupaten/kota,

d. Pembinaan dan pengawasan
pangumpulan, pengolahan,
analizis, penyajian dan paiayanan
data dan statistik komoditas
sirategis.

e. Pembinaan dan pengawasan
pelayvanan informasi
pembangunan paternakan dan
keswan wilayah provinsi.

f. Pembinaan dan pengawasan

terminal cyber space agribisnis
\ peternakan dan keswan wilayah
provinsd,

g. Pembinaan dan pengawasan
pangumpulan, analisis dan

informasi kebutuhan produk
petermakan dan keswan wilayah
provins.
18. Pengawasan dan
Evaluasi
4, Ketahanan 1. Eetahanan 1.8, Identifikasi ketersadiaan dan
Pangan Pangan keragaman produk pangan.

b. |dentifikasi kebutuhan produks
dan konsumsi masyarakat.

&. Koordinasl pencegahan dan
pengendalian masalah pangan
sebagai akibat manununnya
ketersadiaan pangan karena
barbagai sebab.




masyarakat.

b. Pengembangan dan pengaluran
cadangan pangan pokok tertentu
proving.

. Koordinasi dan pangendalian

cadangan pangan pemerintah dan
masyarakat,

3.4. Koordinas| penanganan
kerawanan pangan proving

b, Koordinasi pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan
sebagal akibal menurunmya mutu,
gizi dan keamanan pangan.

¢. Pengendalian kerawanan pangan
wilayah provingi,

4. a, |dentifikas] infrastruktur distribusi
pangan.

b, Pengembangan infrastruktur
distribusi pangan provinsi dan
koordinasi pengembangan
infrastrukdur provinsi,

¢. Koordinasi pencegahan
penurunan akses pengan
masyarakat dan peningkatan
akses pangan masyarakat,

d. Infermasi harga di provinsi,

&, Pengambangan jaringan pasar di
wilayah provinsi.

5.a. idantifikasi pangan pokok
masgyarakat.

b. Pembnaan paningkatan muiu
konsums] masyarakal menuju gizl
seimbang berbasiz bahan baku
bokaat,

¢c. Pembinaan mutu dan keamanan
produk pangan pabrikan di

d. Pengembangan kelembagaan
sartifikasi produk pangan segar
dan pabrikan skala kecilrumah
tangga

G.a. ldentifikasi LSM dan tokoh
masyarakat provinsh.




b Pengembangan dan fasiitas:
forum masyarakat provinsi.

. Pengembangan “frust fund*

provins.

. Pengalokazian APBD provinsi

untuk ketahanan pangan,

Pengumpulan dan analisis
informasi kelahanan pangan
provinsi,

2. Keamanan
Fangan

4.8

Pembinaan panerapan standar
EMR wilayah provinsi.

FPelatihan inspekiur, fasifitator,
PPNS keamanan pangan wilayah
provinsi.

Pembinaan sistem manajemean
laboratorium uji mutu dan
KEamanan pangan provinsi

Monitoring otoritas kompaten
kabupatenota.

Pelaksanaan serifikasi dan
pelabelan prima wilayah provinsi,

5. Penunjang

1. Karantina

Pertanian

2. Pengambangan

Sumber Daya
Manusia (SOM)
Partanian

Penetapan kebijakan SDM
pertanian fingkat provinsi.

Penerapan persyvaratan jabatan
pada institusi pertanian di wilayah
PrOVinGI.

Perencanaan, pengembangan,
mutasi jabatan fungsional {rumpun
lbru hayat dan non rumpun ilmu
hayat) wilayah provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan
keterampilan pertanian,

Penerapan norma, standar dan
akreditasi kelambagaan
pendidikan keterampilan
pariarian.




10.
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Penetapan senifikas| dan
akreditasi jabatan fungsional
pandidikan keterampilan
partanian,

Penerapan standarisasi dan
prosedur sigtem dan metode
pendidikan keterampllan.

Penerapan norma dan standar
kelembagaan pefatihan pertanian.
Penyelenggaraan pelalihan
keterampian pertanian,

Felaksanaan akreditasi jabatan
!'ungsi:gnal widyaiswara,

Perencanaan dan standarisasi
dan prosedur sistem dan metode

pelatihan pertanian.

3. Penyuluhan
Pertanian

Penerapan kebijakan dan
pedoman penyuluhan pertanian

Pembinaan penvelenggaraan

penyuluhan perfanian wilayah
kabupatenkota.

Penelapan kelembagaan
penmnyuluhan pertanian di prowvinsi
sasual norma dan standar,
Penerapan persyaratan, seffifikasi
dan akreditasi jabatan penyuluh
peranian.

Fanerapan standar dan prosedur
sistemn kerja penyuluhan
pertanian.

Fenyelenggaraan panyuluhan
pertanian di tingkat provins.

4. Penefitian dan
Pangembangan
Teknologl
Pertanian

Pemantauan dan pengawasan

penerapan ieknolog! pertanian
spasifik lokasi.

Pembinsan, supervisi dan fasilitasi
pengembangan dan penarapan
hasil pangkajian teknologl spesifik
lokasi.

5. Parindungan
‘aristas

Pemberian nama dan pendaftaran
variatas lokal yang sabaran
geografisnya melipull intas
kabupaten/kola.

Izin penggunaan vanetas lokal
untuk pembuatan varietas turunan
esensial yang sabaran
geografisnye meliputi linfas
kabupaten/kola,
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Genetik {(SDG)

keuntungan yang diperoleh dari
pemanfaatan 30G yvang terdapat
di beberapa kabupaten'kota yvang
ada di provinsl tersebut.

Fengawasan penyusunan
perjanjian akses terhadap
pembagian keuntungan dari
pamantaatan 506 yang ada di
provins tersabut (kalau satu jenis
SDG terdapat di beberapa
kabupaten'kota),

7. Standarizasi dan
Akraditasi

10

Rekomendasl usulan kebijakan
sakior pertanian di bidang
standarizasi sesual pengalaman di
daeerah,

Rekomendasi aspek teknis, sogial
dan ekonomi dalam panyusunan
rencana dan program standarisasi
saktor pertanian.

Eoordinasl standarisasi sekior
pertanian di provinsi.

Koordinasi pengusulan kebutuhan
standar yang akan dirumuskan
sesual kebutuhan daerah

Fekomendas: aspek leknis, sosial
dan bisnis dalam rencana
pemberiakuan wajib SNI serla
memberikan usulan pemberakuan
wajib SNI.

Penerapan sistem manajemen
mutu kelembagaan dalam rangka
proses akreditasi di provinst.

Penerapan sistem sertifikasi yang
mendukung standarisasi sektor
pertanian di provins.

Dukungan pengembangan
laborgionum penguji dan lambaga
inspeksi sektor pertanian di

prowinei.

Kerjasama standarisas dan
penyampaian rekomendasi teknis
dalam rangka penerapan standar
dan peningkatan daya saing
produk pertanian

Fasilitasi penyebaran
dokumentasi dan informasi

standarisasi sektor pertanian di

provinsi,




11. Fasilitasi pelaksanaan program
pamasyarakatan siandarisasi di
Provinsi

12. Fasilitasi penyelenggaraan
program pendidikan dan pelatihan
standarisasi sektor partanian
sesuai kebutuhan di provinsl.
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Penyelenggaraan Iﬁvamﬁrisasj

hutan produksi, hutan lindung dan
taman hutan raya dan skala DAS
lintas kabupaten/kota.

Z. Pengukuhan

Kawasan Hutan
Produks!, Hutan
Lindung, Kawasan
Polestarian Alam,
Kawasan Suaka
Alam dan Taman
Buru

3. Penunjukan Femberian pertimbangan teknis
Kawasan Hutan, penunjukan kawasan hutan
Hutan Produksi, produksi, hutan lindung, kawasan
Hutan Lindung, palestarian alam, kawasan suaka
Kawasan alam dan taman buru,

Peleatarian Alam,
Kawasan Suaka
Alam dan Taman
Buru

4, Penataan Batas
dan Pamataan
Kawasan Hutan
Produksl, Hutan
Lindung, Kawasan
Pelastarian Alam,

Kawasan Suaka
Alam dan Taman
Buru

& Penetapan
Kawasan Hutan
Produksl, Hutan
Lindung, Kawasan
Pelestarian Alam,

Kawasan Suaka
Alam dan Taman
Buru

6. Kawasan Hutan Pengusulan dan pertimbangan
dengan Tujuan teknis pengelolaan kawasan hutan
Khusus dengan tujuan khusus untuk

masyarakat hukum adst, penelitian
dan pengembangan, pendidikan
dan pefatihan kehutanan, lembaga
sogial dan keagamaan untuk skala
provinsi,

7. Penatagunaan Partimbangan teknis parubahan

Kawasan Hutan

stetus dan fungsi hutan, parubahan
status dari lahan milik menjadl
kawasan hutan, dan penggunaan
serta fukar menukar kawasan
hiutan.




Pelaksanaan penyusunan rancang
Wilayah bangun, pembentukan dan |
Pengelolaan pengusulan penstapan wilayah
Hutan pangelolaan hutan ndung dan
hutan produksi serta pertimbangan
teknis institusi wilayah pengelolaan
___hutan.

9. Rencana Perlimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan rencana pengelolaan jangka
Jangka Panjang panjang unit kesatuan pengelolaan
{Dua Puluh hutan produksi KPHP.

Tahunan) Unit
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
(KPHF)
10. Rencana Pertimbangan teknis pengesahan
Pangelolaan rencana pengelolaan jangka
Ja menangah unit KPHP.
Menengah [Lima
Tahunan) Unit
KPHP
11. Rencana Pengesahan rencana pengelolaan
Pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
Jangka Pendek
(Tahunan) Unit
KPHP
12. Rencana Karja Pertimbangan teknis pengasahan
Usaha Dua Puluh rencana kerja usaha dua puluh
Tahunan Unit tahunan unit usaha pemanfaatan
Usaha hutan produksl.
Pemanfaatan
Hutan Produksi
| 13. Rencana Pertimbangan teknis pengesahan |
FPengelolaan Lima rencana kera lima tahunan unit
Tahunan Unit pemanfaatan hutan produkss,
Usaha
FPemanfaatan
Hutan Produksi
14. Rencana Penilaian dan pengesahan rencana
Pangalolaan pengalolaan tahunan (jangka
Tahunan [(Jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
Pendak) Unit hutan produksi.
Usaha
Pemanfaatan
Hutan Produksi
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imbangan teknis unfuk
Luar Areal Kerja pengesahan, koordinasi dan
Urit Usaha pengawasan pelaksanaan
Pamanfaatan perataan batas luar areal kerja unit
Hutan Produksi pemanfaatan huian produksi lintas
kabupatenfkota.
Pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan batas luar areal kedja unit
pemanfaatan hutan produksi datam
kabupaten/ola
16. Rencana Perimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Dua rencana pengelolasan dua puluh
Fuluh Tahunan tahunan (jangka panjang) unit
{Jangka Panjang) KPHL.
Unit Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Lindung
(KPHL)

17. Rencana

Pertimbangan teknis pengasahan

Pengelolaan Lima rencana pengelolaan fima tahunan
Tahunan (Jangka (fangka menangah) unit KPHL.
Menengah) Unit
KPHL

18. Rencana Pengesahan rencana pengelolaan
Pengalolasn tahunan {jangka pendek) unit
Tahunan {Jangka KFHL.
Pendaek) Unit
KPHL

19. Rencana Karfa
Usaha (Dua Puluh

FPartimbangan teknis pengesahan
rencana kera usaha (dua puluh

Tahunan) Unit tahunan) unit usaha pemanfaatan
Usaha hutan lindung.
Pemanfaatan
Hutan Lindung

Z0. Rencana Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Lima rencana pengelolaan lima tahunan
Tahunan (Jangka {jangka menengah) unit usaha
Menangah) Unit pemanfaatan hutan lindung.
Usaha
Pemanfaatan
Hutan Lindung

21. Rencana Penilaian dan pangesahan rencana
Pengelolaan pengelolaan tahunan (jangka
Tahunan (Jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
Pendek) Unit hutan lindung.
Usaha
Pemanfaztan
Hutan Lindung

22, Penataan Areal Pertimbangan teknis pengasahan
Karja Unit Lisaha penataan areal kerja unit usaha
Pamanfaatan pemanfaatan hutan lindung kepada
Hutan Lindung pemerintah
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- SUB SUB . EMERINTAHAN DAERA] |
Penataan Blok
(Zonasi) Cagar
Alam, Suaka
Marga Sabwa,
Taman Masional,
Taman Wisata
Alam dan Taman
Buru

30. Pengelolaan Pengelclaan taman hutan raya,
Taman Hutan penyusunan rencana pengslolaan
Raya {jangka menengah dan [angka

= | panjang) dan pengesahan rencana |
pengelolaan jangka pendek serta
penataan blok (zonasi) dan
pemberian perizinan usaha
pemanfaalan serta rehabilitasi di
taman hutan raya skala provinsi.

31. Rencana Penyusunan rencana-rencana
Kehutanan kehutanan tingkat provinsi.

32, Sistem Informasi Penyusunan sistem informasi
Kehutanan kehutanan (numerik dan spasial)
{Numerik dan tingkat provins,

Spasial)

33. Pemanfaatan | Pertimbangan teknis kepada
Hasll Hutan pada menteri untuk pemberian dan
Hutan Produksi perpanjangan zin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan produksi kecuali pada
kawasan hutan negara pada
wilayah kerja PERUM Perhutani,

34, Pemungutan Pemberian parizinan pemungutan
Hasil Hutan pada hasil hutan kayu dan pemungutan
Hutan Produksi hasil hutan bukan kayu pada hutan

produksi skala provinsl kecuali
pada kawasan hutan negara pada
wilayah kerja PERUM Perhutani,

35. Pemanfaatan Pemberian izin usaha pemanfaatan
Kawasan Hutan kawasan hutan dan jasa lingkungan
dan Jasa skala provinsl kecuali padada

ngkungan kawasan hutan negara pa
I|'-|Il.l'hl'l Fmdl.gﬁl wilayah kerja PERL'M Perhutani.

38, Industri Pemberian izin industri primer hasil
Pangolahan Hasil hutan kayu dnngan!kapﬁataﬁ
Hutan produksi < 6.000 m" serta :

pertimbangan teknis izin ingwstn
pr;mar dengan kapasitas > 6.000
m.

37. Penatausahaan Pangawasan dan pengendalian

Hasll Hutan penatausahaan hasil hutan skala
provinsl.
|
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~ Pemberian perizinan pﬂmm‘ﬁaatm
kawasan hutan dan pamungutan
hasil hutan bukan kayu yang tidak
dilindungl dan tidak termasuk ke
dalam Lampiran (Appendix) CITES,
dan pemanfaatan jasa lingkungan
skaia provinsi kecuali pada
kawasan hulan negara pada
wilayah kerja PERLUIM Perhutani

39, Penarimaan [
Megara Bukan
= Pajak Bidang i
Kehutanan
40. Persncanaan Penetapan lahan kritis skala
Rehabilitasi provinsi,
Hutan dan Lahan
Termasuk Hutan
Mangrove Ferimbangan teknis rencana '
rehabilitasi hutan dan iahan
DAS/Sub DAS,
Penatapan rencana pangaiolaan
rehabilitasi hutan, rencana tahunan |
dan rancangan rehabilitas! hutan |
pada taman hutan raya skala
prowvinsi, I_
]
Penstapan rencana pengelolaan, |
rencana tahunan dan rancangan
rehabilitasi hutan pada hutan
produksi, hutan lindung yang tidak
dibebani kzin
pemanfaatan/pengelolaan hutan
dan lghan di luar Kawasan hutan
skala provinsi
41. Pengelolaan . Periimbangan teknis panyusunan
Daerah Aliran rencana pengelciaan,
Sungsai panyelenggaraan pengeiolaan DAS
skala provins
42, Pelaksanaan Pelaksanaan rehabiiitasi hutan dan
Rehabilitasi pameliharaan hasil rehabifitasi
Hutan dan Lahan hutan pada taman hutan raya skala
Termasuk Hutan provinsi.
Mangrove

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan |
pemefiharaan hasll rehabiitasi
hutan pada hutan produksi, hutan
lindung yang tidak dibebani izin
pemanfaatan/pengalolaan hutan,
dan lahan di luar Kawasan hutan
skala provinsi,
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43. Rekiamasi Hutan |
pada Areal yang
Dibebani Lzin

Penggunaan
Hawasan Hutan

F‘Hngen-ahan rencana rakl:rnaﬂ
hutan.

44, Reklamasl Hutan
Areal Bancana
Alam

Fenyusunan rencana dan
pelaksanaan reklamasi hutan pada |
areal bencana alam skala provinsi

45, Pemberdayaan
Masyarakat So-
tempat di Dalam
dan dl Sekitar
Hutan

Femantzuan, evaluasi dan fagiitasi
pemberdayaan masyarakat
setempat di dalam dan di sekitar
kawasan hutan.

48. Pongembangan

Pemantauan, evaluasi dan fasiitasi

Tanaman Hutan

Hutan Hak dan hutan hak dan aneka usaha
Anaka Usaha kehutanan
Kehutanan
47, Hutan Kota 2 Pembangunan, pengelolaan,
pemeliharaan, pemanfaatan,
perindungan dan pengamanan
hutan kota (khusus DK, fasiltasi,
pamantauan dan evaluasi hutan
kota.
48, Parbanihan Perimbangan teknis calon areal

sumber daya genelik, pelaksanaan
serifikas sumber benih dan mutu
benihbibit tanaman hutan

48. Pengusahaan
Parlwisata Alam
pada Kawasan
Pelestarian Alam,
dan Pengusahaan
Taman Buru,
Araal Buru dan
Kebun Buru

Pertimbangan teknis pengusahaan
pariwisata alam dan taman buru
sera pemberian parzinan
pengusahaan kebun buru skala
provingt.

B0. Pengelolaan
Kawasan Suaka
Alam, Kawasan
Palastarian Alam,
dan Taman Buru

51. Pengaweian
Tumbuhan dan
Satwa Liar

§2. Pemanfaatan
Tumbuhan dan
Satwa Liar

Pengawasan pemberian izin
permanfaatan tumbuhan dan satwa
Rar yang tidak dilindungi dan tidak
termasuk dalam Lampiran
{Appendix} CITES.
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Fertimbangan

teknig izin kegiatan
lembaga konservasi (antara lain
kebun binatang, taman safarn) skala
provinsi,

&4, Perlindungan
Hutan

FPelaksanaan perindungan hutan
pada hutan produksi, hutan Endung
yang tidak dibabani hak dan hutan
adat serta taman hutan raya skala
Prowins.

Pemberian fasHitasl, bimbingan dan

pangawasan dalam kegiatan
perindungan hutan pada hutan {
yang dibebani hak dan hutan adat |
gkala provinsi.

B5. Penelitian dan

Pengembangan
Kehutanan

Koordinasi dan penyelenggaraan |
penalitian dan pengembangan |
kehutanan di tingkat provinsi
dan/atau yang memillki dampak |
antar kabupaten/kota dan
pemberian perzinan penalitian
pada hutan produksl dan hutan
lindung yang tidak ditetapkan
sebagal kawasan hutan dengan
tujuan khusus skala provins,

BE. Pendidikan dan

Pelakzanaan dikiat teknis dan

Pelatihan (Diklat) fungsional kehutanan skala
Kehutanan provinsi,
57. Penyuluhan Penguatan kelambagaan dan |
Kehutanan penyelanggaraan penyuluhan
kehutanan skala provinst.

58. Pemblinzan dan
Pangendalian
Bidang
Kehutanan

Koordinasi, bimbingan, supervisi,
konsultasl, pemantauan dan
evaluasi bidang kehutanan skala
provins.

58. Penpawasan
Bidang
Kehutanan

Pengawasan terhadap efektivitas
pelaksanaan pambinaan
penyelenggaraan oleh
kabupatenkota dan kinerja
penyelenggara provingi sera
penyelenggaraan oleh
kabupaten/kota di bidang
kehitanan
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UTRUBAN
FPEMERINTAHAN
BIDANG

EUB BIDANG

EUB EUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINGI

BB. ENERGI DAN
SUMBER
DAYA
MINERAL

1. Minera', Batu Bara,
Panas Bumi, dan Air
Tanzah

et

Pembuatan peratisran
perundang-undangan
daerah provinsi di bidang
mineral, batubara, panas
burnl, dan air tanah,

Penyusunan data dan
informasi usaha
partambangan mineral
dan batubara serta
panas burmi lintas
kabupaten'kota.

Panyusunan data dan
informasi cekungan air
tanah linlas
kabupaten/kota.

Pemberian rekomendas
teknis untuk izin
pengeboran, izin
penggalian dan Zin
penurapan mata air pada
cekungan air tanah lintas
kabupaten/kota,

Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
batubara dan panas bumi |
pada wilayah lintas
kabupatenfkota dan
paling jauh 12 {dua
balas) mil laut diukur dari
garis pantal ke arah laut
lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

Pemberian iZzin usaha
partambangan mineral,
dan batubara uniuk
oparasi produksi, yang
berdampak lingkungan
tangsung lintas
kabupaten'kota dan
paling jauh 12 (dua
betas) mil kaut divkur dan
garls pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

Pembinaan dan
peEngawasan
pelaksanaan izin usaha
periambangan mineral,
batubara dan panas bumi
pada wilayah linias
kabupaten/kota dan
pafing jauh 12 {dua
belas) mil laut diukur dar
garis pantai ke arah laut
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EUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

10,

11,

12,

13.

,batubara, dan panas

lepas danfatau ke arah
perairan kepulauan,

Pemberan zin badan |
usaha jasa
perambangan mineral,

bumi dalam rangka FMA
dan PRMOMN Iinfas
kabupaten'kota.

Pengealolaan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha
jasa paerilambangan
mineral, batubara, dan
panas bumi dalam
rangka pananaran
modal lintas
kabupaten'kota,

Pembinaan dan
pengawasan
keselamatan dan
kezehatan kerja,
lirgkungan
pertambangan termasuk
reklamasi [ahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah
terhadap usaha
partambengan minaral,
batubara dan panas
bumi, pada wilayah lintas
kabupaten/kola atau
yang berdampak
regional.

Pambinaan dan
pengawasan
pengusahaan KP lintas
kabupatenfota.

Pembinaan dan
pengawasan
kasalamatan dan
kesehatan kerja,
limgkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah
terhadap KP lintas
kabupaten/kota. |

Penelapan wilayah
konsarvasi air tanah
lintas kabupaten'kota,

—
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BUB BIDANG

EUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

14,

15,

16,

17.

18.

Pembinaan dan
pengawasan
peiaksanaan izin usaha
pertambangan mineral,
dan batubara untuk
operas produksi, serta
panas bumi yang
berdampak lingkungan
langsung bintas
kabupaten'kota.

Penatapan nilai
perolehan airtanah pada
cekungan air tanah lintas
kabupaten'kota.

Pangeiclaan data dan
informasi minaral,
batubara, panas bumi
dan air tanah saria
pangusahaan dan 3G
wilayah kerja
pertambangan di wilayah
provins.

Panetapan polansi panas
bumi dan air tanah serta
neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan
batubara di wilayah

provinsl.

Pengangkatan dan
pembinaan mspekiur
tambang serla
pembinaan jabatan
fungsional provinsi.

2. Geologl

Pelaksanaan
Imventarisasi geologi dan
sumber daya mineral,
batubara, panas bumi,
migas dan air tanah pada
wilayah provinsi.

Pelaksanaan
fnventarisasi kawasan
karst dan kawasan
lindung gectogi pada
wilayah provinsi,
Fanetapan zonasl
pamanfaatan kawasan
karst dan kawasan
lindung geelegi pada
wilayah lintas
kabupaten/kota.
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BUB BIDANG

BUB BUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

10,

L1,

Penetapan pengelolaan
lingkungan geclogi,
geslogi teknik, kawasan
rawan bencana dan
kawasan lingkungan
geologi di wilayah lintas
kabupatenfata,

Pelakzanaan
invertarsasi ingkungan
geoclogi, geclogi teknik,
kawasan rawan bencana
dan kawasan fingkungan
geciogl pada wilayah

provinsi.

Felaksanaan kebijakan
mitigasi bencana geologi
pada wilayah lintas
kabupaten/kata,
Inventarsasl dan
pengelclaan, kawasan
rawan bancana gaclogi
pada wilayvah provinsi
danfatau mamiliki
dampak lintas
kabupaten'kota.

Pelaksanaan koordinasi
mitigasi bencana geologi
pada wilaysh lintas
kabupateniola,

Pengelalaan informasi
bencana geologi pada
wilavah lintas
kabupatenkota,

Pelaksanaan pembinaan
fungsional penyelidik
bumi nazional pada
wilayah provingi.

Pengelolaan data dan
informasi geclogi pada
wilayah proving,

3. Kotenagallstrikan

Penetapan peraturan
daerah provinsl di bidang
enengi dan
ketenagalisirikan,

Penetapan Rencana
Umum Ketenagaligirikan
Daerah (RUKD) regional.




- 207 -

BUB EIDANG

SUE EUEB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

10,

Pemberian UKL vang
sarana maupun enengi
listriknya lintas
kabupalenkota

Pengaturan harga jual |
tenaga listrik untuk
konsumean peamegang
UKL yang izin usahanya
dikeluarkan cleh provinsi

Pengaturan harga jual
tenaga histrik kepada
pemegang UKL yang
izinnya dikeluarkan oleh
provinsi. '
Pemberian IUKS yang
sarang instalasinya
mancakup lintas
kabupaten'kota.

Pemberian persetujuan
penjuatan Kelebihan
tenaga listrik aleh
pemagang IUKS kepada
pemegang ILKL yang
izinnya dikeluarkan cleh
prowinsi

Pembinaaan dan

fgawasan
pelaksanaan usaha
katenagalstrian yang
izinnya diberkan obeh
prowinsi, |

Koordinasi dan
penyediaan ligirik
padesaan pada wilayah
regional,

Fengangkatan dan
pembinaan inspekiur
ketenagalisirikan sera
pembingzan jabatan
fungstonal provinsd,

4, Minyak dan Gas
Bumi

1. Kegistan 'saha
Hulu Minyak dan
Gas Bumi (Migas)

Panghitungan produksi
dan realisasi Ning
minyak bumi dan gas
bumi bersama
pamenniah,

Pemberian rekomendasi
penggunaan wilayah
kerja kontrak kerja sama
untuk kegiatan lain di luar
kegiatan migas pada
lintas kabupateniota.
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BUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

FEMERTNTAHAN
DAERAH PROVINSI

2. Kegiatan Usaha
Hifer Minyak dan
Gas Bumi

41.

Pengawasan jumlah
armada pengangikut
Bahan Bakar Minyak
(BBM) di daerah provinsi
yang meliputi jumiah
armada dan kapasitas
pengangkutan BBM,
Inventansasi jumiah
badan usaha kegiatan
hifir yang beroperasi di
daerah provinsi.

Penatapan harga bahan
bakar minyak jenis
minyak tanah pada
tingkat konsumien rumah
tangga dan usaha kecil,

Pangawssan
pencaniuman Momor
Pelumas Terdaftar (NPT)
pada pelumas yvang
bm*adgr di pasaran
sesuai peraturan
perundang-undangan

Koordinasi pangawasan
pengendalian
pendistnbusian dan tata
niaga bahan bakar
milnyak dar agen dan
pangkalan dan sampal
konsumen di wilayah
provinst.

Pemantauan dan
inventarisasi penyediaan,
penysluran dan kualitas
harga BEM serta
melakukan analiza dan
evaluasi terhadap
kebutuhan/penyediaan
BEM lintas
kabupatenkota
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URUSAN
PEMERINTAHAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG lppage g inipomna
BIDANG E-m PROVINSI
3. Kegiatan Lsaha . Pemberian rekomandasi
Jaza Penunjang pendiran gudang bahan
Minyak dan Gas paledsk dalam rangka
Bumi kegiatan usaha migas di

daerah operasi daratan
dan di daerah operasi
paling Jauh 12 (dua belas)
il laut diukur dan garis
pantai ke arah taut lepas
dani/etau ke arah pergiran
kapulauan,

. Pengawasan lerhadap

kegiatan usaha
perusahaan jasa
penunjang minyak dan
gas bumi uniuk bidang
usaha jasa penyediaan
komaditi dan jasa boga
dan bidang usaha jasa
penyediaan material dan
paralatan termasuk
pelayanan purna jual
yang berdomisili di
provins! yang
bersangkulan.

. Pengangkatan dan

pembinaan inspekiur
migas serta pembinaan
jabatan fungsionai
provinsi,

B. Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat}

Pengusulan lembaga
diklat provinsi agar
terakreditasi sabagal
penyelenggara

pendidikan dan pelatihan |

tekris dan fungsionat
tertentu sekior energi
dan sumber daya
mineral

Penyartaan dan atau
memfasittasi
penyelenggaraan
a55855men
bekerjasama dengan
lembaga assessment
DESDM.

Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatinan
teknis untuk kepala sub
dinas kabupaten/xota
dan kepala seksi dinas
kabupatenkola yang
mengelola sektor energl
dan sumber daya mineral
setelah lembaga diklat
terakreditasi.




- 210 -

BUB BUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
feknis sektor energi dan
sumber daya mineral
bagi perangkat daerah
yang mengelola sakior
enargi dan sumber daya
mineral berdasarkan
pedoman dan standar
penyelenggaraan,
kurikulumisitabus dan
lembaga dikiat
terakreditasi.

Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
fungsional tertentu untuk
pengangkatan pertama
kali dan jenjang muca
inspekiur tambang/
minyak dan gas bumi/
ketenagalistrikan/
panyelidik bumi
berdasarkan padoman
dan standar
penyslenggaraan,
kurikulum/silabus dan
lembaga pendidikan dan
pelatinan {diklat)
terakreditasi

Pemberian bimbingan
dan kansultasi diklat
teknis dan fungsional
terentu di sekior enengi
dan sumber days mineral
Hngkup provinsi dan
kabupaten/kota,

HKoordinasi penyusunan
kebutuhan dan
penyelanggaraan diklat
teknis dan fungsional
tertentu sekior energl
dan sumber daya mineral
dalam skala provinsi.
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URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG

BUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

CC.KELAUTAN
DAN
PERIKANAM

1. Kelautan

[oL]

Pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sumberdaya
kelautan dan ikan di wilayah
laut kewenangan provins.

Pelaksanaan dan koordinasi
kebijakan penataan ruang laul
sesual dengan peta potensi
laut di wilayah laut
kewenangan provins.

Pelaksanaan dan koordinasi
kebijskan dalam rangka
pengaiolaan wilayah pasisir
dan pulau-pulau kecil
termasuk sumberdaysa slam di
wilayah laul kewenangan
pravinss,

Pelaksanaan pengawasan dan
penegakan hukum di wilayah
laut kewanangan provinsi dan
pemberian informasi apabila
terjadi pelanggaran di luar
batas keweanangan provins,

Palaksanaan kebijakan
pengelolaan terpadu dan
pemanfaatan sumberdaya laut
antar kabupaten/kola dalam
wilayah kewenangan provinsi

Pelaksanaan kebijakan
perizinan terpadu pengelolaan
gan pemanfaatan wilayah iaut
kewanangan provinst.

Pelaksanaan kebljakan datam
rangka pemberdayaan
masyarakat pesisir antar
kabupateniola dalam wilayah
kewenangan provinst.

Pelaksanaan dan koordinasi
penyeragian risetl kelautan di
wilayah kewenangan laut
proving dalam rangka
pengembangan jasa kelautan.

Pelaksanaan pengawasan
pemanfaatan benda berharga
dari kapal tenggelam
berdasarkan wilayah
kewanangannya dengan
pemerintah dan
kabupatenfola.
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BUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINGI

10,

11.

12,

| 13.

14,

15.

| 17,

18.

L5,

Fenetapan kebijakan dan
pengaturan eksplorasi,
eksploitas], konservasl dan
pengelolaan kekayaan laut di
wilayah laut kewenangan
provinsi.

Pelaksanaan kebijakan
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM di
bidang kelautan dan
perikanan

Penetapan dan pelaksanaan |
kebijakan reklamas| pantai

dan mitigasi bencana alam di
wilayah pesisir dan laut dalam |
kewenangan provirsl.

Pelaksanaan koordinasi dalam
hal pengaturan batas-batas
wilayah mantim yvang
berbatasan dengan wilayah
antar negara di pareiran laut
dalam kewanangan proving

Pelaksanaan dan koordinasi
pemetaan potensi
sumberdaya kelautan di
wilayah perairan laut
kewenangan provinsi,

Pelaksanaan penyerasian dan
pengharmonisasian
pengelolaan wilayah dan
sumberdaya laul kKawenangan

Provinsi.

Pelaksanaan dan koordinase
pengelolaan wilayah laut di
dalam kewsnangan provins..

Felaksanaan dan koordinasi
pencegahan pencemaran dan
kerusakan sumberdaya ikan
sena lingkungannya.

Pelaksanaan kebijakan
rehabilitasi dan peningkatan
sumberdaya ikan sarta
lingkungannya antar
kabupaten/kota di wilayah laut
provinsi.
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BUE SUB BIDANG

PEMERTINTAHAN DAERAH

FROVINSI

20.

21,

22,

23,

29

23,

26,

27,

Pelaksanaan dan koordinasi
penetapan jenis ikan yang
ditarang untuk
diperdagangkan,
dimasukkan dan dikaluarkan
ke dan dar witavah Republik
Indoneasia.

Pelaksanaan dan koordinasi
panetapan jenis ikan yang
difindungi.

Pelaksanaan dan koordinasi
miligasi kerusakan
Iingkungan pesksir dan laut di
wilayah laut kewsnangsn
proving,

Pelaksanaan koordinasd
pengelotaan jasa kelautan
dan kemaritiman di wilayah
laut kewenangan provinst,

Pelaksanaan koordinas
pengelolaan dan konsarvasi
plasma nuifah spesifik lokas!
di wilayah laut kewenangan
provinsi,

Pealaksanaan koordinasi
aeksplorasi, eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan
kekayaan perairan danau,
sungai, rawa dan wilayah
perairan lainnya di wikayah
provinsl.

Pelaksanaan dan koordinasi
penyusunan zonasl dan tala
ruang peralran dalam
wilayah kewsnangan
provinsd.

Pelaksanaan dan koordinasi
pangelolaan kawasan
konservasi perairen dan
rehabilitasi perairan di
wilayah kewenangan
provingi,

Perencanaan, pemanfaatan
pengawasan dan
pangendalian tata ruang laut
wilayah kewenangan
provingi.
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URUBAN

BUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

29,

Pelaksanaan dan koordinasi
pengelolaan konsenvas
sumberdaya ikan dan
lingkungan sumberdaya ikan
kewanangan provins,

Hehabilitas: sumbardaya
pesisir, pulau-pulau kecil dan
faut di wilayah kewenangan
provinsd,

2. Umum

n

10,

Pelaksanaan dan koordinasi
pengeiolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan dalam
wilayah kewesnangan provinsi.

Koordinasi penyelenggaraan
program, pelaksanaan

penelitian dan pengembangan
ieknclogi di bidang perikanan
skala provinsi.

Perencanaan pembangunan
perikanan skala provinsi.

Bimbingan teknis pelaksanaan
standarisasi, akreditasi
lembaga serifikasi sistem
muty hasil perikanan

Bimbingan leknis kerjasama
pemanfaatan terpadu
sumberdaya ikan antar
kabupatenikota.

Penyusunan zonas lahkan dan
perairan untuk kepentingan
perikanan dalam wilayah

prosvinagd.

Penyusunan rencana dan
pelaksanaan kerjasama
intermasional bidang perkanan
skala provinsi,

Bimbingan dan pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan,
analigis dan penyajian data
dan statistik serta informasi
bidang perkanan di wilayah
laut kewenangan provinsi.

Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SOM
bidang kelautan dan
peErikanar.
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EUB BIDANG

BUE SUE BIDANG

FEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

11.

TEL

Koordinasi pelaksanaan
kebijakan pengembangan
wilayah pesizir dan pulau-
puiau keci,

Koordinasi palaksanaan
peneliian dan pengembangan
sumberdaya kelautan dan
perikanan di wilayah perairan
kewenangan proving

. Paragaan, penyebarluasan

dan bimbingan penerapan
teknalogi perikanan

3. Perikanan
Tangkap

Pangelolaan dan pamanfaatan
perikanan di wilayah laut
kewenangan provingi

Koordinasi dan pelaksanaan
estimasi stok ikan di wilayah
perairan kewenangan provins

Fasiltasi ketjasama
pangelolaan dan pemanfaatan
parikanan antar
kabupaten'kota.

Pelaksanaan dan koordinasi
perindungan, pelestaran, dan
pemanfaatan plasma nutfah
sumberdaya ikan kewenangan
pravinsi,

Dukungan pembuatan dan
penyebariuasan pata pola
migrasi dan penyabaran ikan
di perairan wilayah
kewanangan provins.

Pembarian izin panangkapan
danfatau pengangkutan kan
yang meanggunakan kapal
penkanan barukuran di atas
10 GT sampal dengan 30 GT
serta tidak menggunakan
tenaga karja asing.

Penetapan kebijakan dan
pelaksanaan pungutan
perikanan kewenangan
proving.

Palaksanaan kebljakan

usaha perikanan langkap
dalam wilavah kewenangan

Erovinsi.
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TURUSAN

SUB BIDANG

SUE SUE BIDANG

FEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

11.

12,

13.

14,

15,

16,

iT.

18,

19,

Peiaksanaan kebijakan
pemberdayaan nelayan kecil,
Felaksansan kebijakan
peningkatan kelembagaan
dan kelenagakerjaan
perikanan tangkap
kewenangan provinsi,

Felaksanaan kebijakan
sistem permodalan, promosi,
dan investasi di bidang
perikanan tangkap
Kewenangan provinsi.

Pelakzanaan dan koordinasi
kebijakan penetapan lokasi
pembangunan seria
pengeloiaan pelabuhan
perikanan kewenangan

provinsi

Dukungan pembangunan
dan pengelolaan pelabuban

perikanan pads wilayah
perbatasan dengan negara
laim

Felaksanaan kebijakan
pembangunan kapal
perikanan

Pendaftaran kapal perikanan
di atas 10 GT sampai
dengan 20.GT

Pelaksanaan kebijakan
pembuatan alat penangkap
ikan.

Cukungan dalam penstapan
kebijakan produktivitas kapal
penangkap ikan.

Pelakzanaan kebijakan
penggunaan peratatan bantu
dan penginderaan jauh untuk
panangkapan ikan.

Pelaksanaan kebijakan
pemeriksaaan fisik kapal
perikanan barukuran di atas
10 GT sampal dengan 30
GT.
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8UE BIDANG

SUB 8UB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

20. Pelaksanaan kebijakan dan

21,

standarisasi kelaikan kapal
pefikanan dan penggunaan
alat tangkap ian yang
menjadl kewanangan
provimgi.

Palak=anaan dan koordinasi
kedljakan pemanfaatan dan
penempatan rumpon di
parairan laut kewenangan
prowinsi,

22, Dukungan rekavasa dan

pelaksanaan teknologi
penangkapan ikamn,

4. Perikanan
Budidaya

Feiaksanaan kebijakan
pembudidayaan ikan,

Pelakzanaan kebijakan produk
pembenihan perkanan di air
tawar, air payau dan laul

Felakzanaan kebijakan mutu
banthinduk ikan.

Pelaksanaan kebijakan,
pembangunan dan
pengelolaan balal benih ikan
air tawar, air payau dan laut

Palaksanaan kebijakan
pengadaan, penggunaan dan
paradaran serta pangawasan
obat kan, bahan kimia, bahan
binlogis dan pakan ikan.

Pelaksanaan kebijakan
akreditasi lembaga sertifikasi

perbenihan kan.

Pelaksanaan kebijakan
pembinaan tata pemanfaatan
air dan tata lahan
pembudidayaan ikan,

Pelaksanaan kabijakan
pengelolaan penggunaan
sarana dan prasarana
pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan kebijakan
rekomandas ekspar, impor,
induk dan banih kan.

10. Pelaksanaan potensi dan

alokasi lahan pembudidayaan
ikan.
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URUBSAN

SUB BIDANG

EUE SUB BIDANG

PEMERTNTAHAN DAERAH

11.

12,

13,

14,

15,

16,

177

18,

19,

20.

21.

Pelaksanaan teknis pelepasan
dan penarikan varetas
induk/benih ikan.

Pelaksanaan teknis
perbanyakan dan pengelolaan
induk penjenis, nduk desar
dan benih alam.

Pelaksanaan kébijakan
perizinan dan penerbitan ILUP
di bidang pembudidayaan ikan
yang bdak menggunakan
tenaga kerja asing o wilayvah
provinst,

Pelaksanaan kebijakan
pemasukan, pengeluaran,

pengadaan, pangedaran
dan'atau pemeliharaan ikan

Pelakzanaan kebijakan
pembudidayaan ikan dan
perlindungannya.

Pelaksanaan kebijakan

pangawasan alal pengangkut,
unit penyimpanan hasil
produksi budidaya ikan dan
unit pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungannya sera
pelaksanazn pengekoiaan
kesehatan ikan dan

lingkungannya.

Koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan wabah dan wilayah
wabah penyakit ikan,

Koordinasi dan pelaksanaan
sistarn informasi banih ikan
lintass kabupatenkola.

Koordinasi dan pelaksanaan
teknologi pembudidayaan
ikan

Koordinasi dan pelaksanaan
kabijakan higienitas dan
sanitasi bngkungan usaha
pembudidayaan lkan.

Koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan kerja sama
kemitraan usaha
pembudidayean ikan
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PEMERINTAHAN DAERAH

BUB BIDANG 8UB S8UB BIDANG FROVINSI

22. Pelaksanaan kebijgkan
keramba jaring apung di
perairan umurm lintas
kabupaten/kota dan wilayah
laiut kewesnangan provinsg.

E. Pengawasan 1. Pengawasan pemanfaatan
dan dan perlindungan plasma
Pangendalian nutfah perikanan

2. Pengawasan perbgnihan,
pembudidayaan jkan dan
sistern pengendalian hama

§ dan penyakit ikan

3. Pembinaan, pemamauan dan

pengawaszan lembaga
sedifikasi perbanthan lkam,

4. Pengawasan mufu banih dan
induk, pakan ikan, obat ikan
dan bahan bakunya.

5. Pengawasan PMMT atau
HACCP di unii pengolahan
hasil perikanan.

6. Pengawasan mutu ekspor
hasil perikanan.

7. HKoordinasi pelaksanaan
pengawasan pamanfaatan
dan parindungan
sumbeardaya di pulau-pulau
keci di wilayah kewenangan
pravinsi,

8. Pengawasan pemanfaatan
sumberdaya ikan di wilayah

laut kewsnangan provinsi
6. Pengolahan 1. Pelaksanzan kebijakan
dan pengalahan hasié perkanan
Pamasaran dan pemasarannya.

2. Pelaksanaan kebijakan
pembangunan dan
pengelolaan pusal pemasaran
ikan.

| 3.a. Pelaksanaan kebijakan
penerbitan serifikat kesehatan
danfatau sarifikat mutu
terhadap produk parikanan
dalam rangka jaminan mutu
dan jaminan pangan.
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EUB BIDANG

BUE SUE BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINGI

b.Pelaksanaan pengujian mutw
secara laboratoris terhadap
produk hasil perikanan.

Pelaksanaan kebijakan
pengendalian muiu di uni
pangolahan, alat transportasi
dan unit panyimpanan hasil
pefikanan Sesual prinsip
PMMT atau HACCP

Pelaksanaan kebijakan
pambangunan dan
pengelolaan laboratorium
pengujian dan pengolahan
rmutu hasil perikanan,

Bimbingan pengawasan
monitoring residu anfibiobik
dan cemaran mikroba dan
bahan berbahaya lainnya
serta parairan/lingkungan
tampat ikan hidup.

Pelaksanaan kebijakan dan
bimbingan investasi dan
pengembangan usaha hasil
pankanan.

Pelaxsanaan kebijakan dan
bimbingan perizinan usaha
pengolahan dan pemasaran
hasil parkanan di provins,

7. Penyuluhan
dan
Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan
pambinaan sara
penyelenggaraan dikial
fungsional, teknis, keahiian,
manajemen dan
kepemimpinan bidang
kelautan dan perikanaf di
prosinsl.

Pelaksanaan kebijakan dan
bimbingan panyuluhan
kelautan dan perikanan di
prowvinsi.

Felaksanaan kebijakan
akreditasi dan sertifikasi dikiat
bidang ketautan dan perikanan
di provinsi.
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izin usaha perdagangan.

2. Pambinaan dan pengawasan

perdagangan jasa bisnis, jasa
distribusi dan jasa lainnya di
bidang perdagangan di
wilayah provinsi,

. Pembinaan dan pengawasan,

monitoring dan evaluasi seria
pambearian zin perdagangan
barang kategori dalam
pengawasan skala provinsi
(SIUP Minuman Beralkoheol
golongan B dan C untuk Toko
Bebas Bea, SIUP Bahan
Berbahaya untuk Pengecer
dan Rekomendasi SIUP
Minuman Beralkoho! uniuk
Distributor dan Subdistributor,
Fekomendasi SIUP Bahan
Berbahaya untuk Distributor).

. Koordinasi, pengendalian,

pengawasen, paiaporan dan

penyajian informasi hasil
penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan skala provinsi.

. Koordinasi, dukungan

pelaksanaan, pembinaan dan
pangawasan, fasilitasi,
menitoring dan evaluasi
keglatan perdagangan di
wilayah perbatasan,
pedalaman, terpencil dan
pulau terluar di provinsi.

, Kpordinasl, pembinaan dan

pengawasan, monitoring dan
evaluasi sarana perdagangan
{pasaritoko modern dan
gudang) dan parsetujuan
penyalanggaraan sarana
penunjang perdagangan {jasa
pameran, konvensi, dan
seminar dagang) skala
nasional.

. Panyelenggaraan, pembinaan

dan pengawasan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
informasl pasar dan stabilisasi
harga di provinel.

URUBAN I
PEMERINTAHAN SUB BIDANG SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG BIDANG PROVINSI
DD. PERDAGANGAN | 1. Perdagangan- 1. Pembinaan dan pangawasan
Dalam Negeri dalam pelaksanaan pemberian
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BUB 5UB

PEMERINTAHAN DAERAH
FROVINSI

8. Pembinaan dan pengawasan,
manitonng dan evaluas
kegiatan peningkatan
penggunaan produksi dalam
negeri skala provinsi.

4. Pembinaan penyelenggaraan

perindungan konsumen di
prowinst,

10. Sosialisasi, informast dan
publikasi tentang perindungan
konsumen.

11.Palayanan dan pananganan
penyelesalan sengketa
konsumen skala provins.

12. Pembinaan dan
Pemberdayaan Molivator dan
Mediator Perlindungan
Konsumen skala provinsi.

13, Koordinasi pembeniukan dan
fazilitasl operasional FEFEN

Proving

14, Koordinasi pembentukan
EPSK dengan kabupatenfkota
di wilayah provinsl.

15, Kpordinasi kegiatan LPKSM
dengan kabupaten/kota di
wilayah provinsi.

16, Koordinasi dan kerjasama
dengan instansi terkaif skala
provingi dalam
panyslenggaraan
perindungan Konsurmen.

17. Koordinasi evaluasi
implemeantasi
panyelenggaraan
perindungan kensumean.

18, Pelaksanaan kebijakan,
padoman, petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis
pengawasan barang beredar
dan [asa.

19, Pembinaan dan pangawasan
barang beredar dan jasa saria
penagakan hukum skaia
provinsi,
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BUB 8UB

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

20, Koordinasi pelaksanaan
pengawasan barang beredar
dan jasa skala provinsi.

21.Sosialisasi kebijakan
pengawaszan barang beredar
dan jasa skala provinsi.

22 Pembinaan dan
pemberdayaan PPBJ skala

provinsl.

23, Pambinaan dan
pemberdayaan FPNS-PE
skala provingt

24, Koordinasi, penyelenggaraan
dan pelaporan pemberian
rekomendasi atas pendafiaran
pelunjuk penggunaan
(manial) dan kariu
jaminan/garansi dalam
bahasa indonesia bagi produk
teknclogi informasi dan
glekironika skala provinsi.

25. Pembinaan dan
pemberdayaan PPNS-WDF
skala provins.

26, Fasilitasi dan pelaporan
pelaksanaan sistem informasi
pardagangan dan penyusunan
potensi usaha di sektor
perdagangan skala provinsi.

T2, Metrologl

Legal

1. Pembinaan dan

pengendalian pembangunan
metrologi legal skala provinsi

2. [Fasilitasl, koardinasi,
penyelanggaraan,
pengawasan dan
pengendalian SOM metrologi
skala provinsi,

3.a, Koordinasi, rekomendasi
panilalan standar ukuran dan
laboratorium metrofogl legal
kabupatarkota,

b. Pelaksanaan vertfikasi
standar satuan ukuran milik
provinsi dan
kabupatenkota.

c. Penyelanggaraan

interkomparas: skala
provins.
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FEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

Koordinasi dan pelaksanaan
kegiatan tera dan tera ulang
giat-glat Ukur, Takar,
Timbang, dan
Parlengkapannya (UTTP} di
wilayah kabupatenvkota

Fasziitas| dan

penyelenggaraan kerjasama
mefroiogi legal skala provins,

Fasditasi dan
panyelanggaraan penyuluhan
dan pengamatan UTTP,
BDKT dan 3,

K.oordinasi dan pembinaan
pembuat UTTP, mportir
UTTF dan
merekomandasikan
pelaksanaan permohonan
izin tipe dan izin tanda pabnk
serta menerbitkan
perpanjangan zin tanda
pabrik dan zin reparafir
UTTP.

Pengawasan dan penyidikan
tindak pidana ULIML,

Daerah Khusus Ibukota
Jakaria vang ditunjuk secara
khusus oleh undang-undang
faka koordinasi, fasilitas
dan penyelenggaraan
metrobogl legal menjadi
Urisan provinsi.

3.

4. Perdagangan
Luar Megerl

. Penyediaan bahan masukan

sebagal bahan pertimbangan
perumusan kebijakan bidang
ekspor.

. Kpordinasi dan sosialisas)

kabijakan bidang ekspor skala
provingi.

. Menitoring dan pelaparan

pelaksanaan kabijakan bidang
akspor.

. Penyediaan bahan masukan

untuk perumusan kebijakan
bidang impor.
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BIDANG

EUB BIDANG

BUB BUB

FEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

8,

12

| 10

13.

14,

Penyediaan bahan masukan
sabagai bahan pertimbangan
perumusan kebijakan bidang
imipor,

Koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan bidang Impor skatka
provinsl,

Pengambilan contoh,
pengujian, inspeksi teknis dan
serifikasi mutu barang
mekiputi:

a. Pangambdan.conioh yang
dilakukan olah Petugas
Pengambil Contoh (PPC)
yang teregisirasi;

b. Pengujian, inspeksi teknis
dan sertifikasi dilakukan
oleh lembaga uji, inspeksi
teknis, serifikasi yang
terakreditasi dan
teregistrasl.

. Panilaian dan pelaporan

angka kredit PME tingkat
provinsi.

Penyediaan bahan masukan
untuk perumusan kebijakan
panarbitan SKA dan
panelusuran asal barang.

Soslalisasi, penerbitan dan
paelaporan penerbitan SKA
penelusuran asal barang di
tingkat provinsi yang ditunjuk.

11. Penarbitan API.

. Sosialsasi kebijakan dan

pelaporan penerbitan AP

Penyediaan bahan masukan,
sosialisasi, fasilitasi,
koordinas! pelaksanaan,
monitoring dan palaporan,
penyediaan Informasi potens
ehspor dasrah sebagai
bahan partimbangan
perurmusan kebijakan.

Penyediaan bahan masukan
dalam rangka penetapan
kesepakatan dalam sidang
komuoditi intemasional.
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15. Sosiallsas], moniforing dan
evaluasi, pelaporan
pelaksanaan kesepakatan
skala provinsi.

16, Fasilitasi pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang
perdagangan luar negeri.

Kerjasama
Ferdagangan
Internasional

1. Monitoring dan sosialisasi
hasil-hasil kesepakatan
kerjasama perdagangan
internasicnal,

2. Monitoring dan sosiallzasi
hasi-hasii kesepakatan
kerjasama perdagangan
internasional dan koordinas
kerjasama ekonomi sub
regional,

3. Monioring dan sosialisasi
hasll-hasil kesepakatan
kerjazama perdagangan
bilateral dan sosializasi
kerjasama perdagangan lintas
batas.

4. Monitoring dan sosialisasi
dumping, subsidl, dan
safequard.

Pengembang
an Ekspor
Masional

1. Panyediaan bahan kebijakan
pengembangan ekspor skaia
proving,

2. Pelaksanaan kegiatan
pengembangan ekspor skala
prowvinst.

7.

Pardagangan
Berjangka
Komoditi,
Alternatif
Pemblayaan
Slstem Resi
Gudang,
Pasar Lelang

1. Koordinasl dengan aparat
penagak hukum caiam
penanganan kasus-kasus
yvang berkaitan dengan
perdagangan berjangka
komoditi.

2. Pembinaan komoditas dalam
rangka memperoleh akses
pambiayaan rasi gudang.

3, Pembinaan, pengaturan dan
pangawasan yang bersifat
teknis terhadap

penyelenggaraan dan pelaku
pasar lelang skala provins.




ST

URUBAN
PEMERINTAHAN
BIDANG

BUE BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
FROVINEI

EE. PERINDUSTRIAN | 1. Perizinan

. Penerbitan 1U skala investasi di

asias Bp 10 milvar tidak termasuk
tanah dan bangunan tampat
usaha,

Penerbitan rekomendasi 1L yang
diterbitkan okeh pemerintah.

Penerbitan izin kawasan indusiri
yang lokasinya lintas
kabupaten/koia.

2. Usaha
Industri

Penetapan bidang usaha industri
pricriias provinsi,

3. Faslilitas
Usaha
Industri

Pemberian fasilitas usaha dalam
rangka pengembangan KM di
provinsi.

4. Perlindung-
an Usaha
Industri

L]

Pemberian perlindungan
kepastian berusaha terhadap
usaha industri fintas
kabupatenfkola.

| 5. Perencana-

an dan
Program

——

i

Penyusunan reancana jangka

panjang pembangunan industri
provinsi.

Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Satuan Karja Perangkat
Daerah (SKPD) provinsi di bidang
industri

Penyusunan rencana kara
provinsi di bidang industri.

6. Pemasaran

Promaosi produk industri provinsi.

7. Teknologi

Petaksanaan penalitian,
pengembangan dan penarapan
teknologl di bidang industn di
pravinsi.

Fasilitasi pemanfaatan hasil
panalitian, pengembangan dan
penerapan teknologi di bidang
industri termasuik lintas
kabupaten/kota,

Soslalisasi hasil penefitian,
pengembangan dan penerapan
teknologl di bidang industri.

8. Standarisasi

. Fasilitasi dan pengawasan

terhadap penerapan Elan.da_r yang
akan dikembangkan di provinsi.

Kerasama bidang standarisasi
tingkat provinsi.
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9, Sumber
Daya
Manusia
{SDM}

. Penerapan standar kompetansi

SDM industr dan aparatur
pembina industri di provinsl.

. Pelaksanaan diklat SOM industn

dan aparatur pembina industr
intas kabupaten/kota

110,
Parmodalan

Fasilitasi akses parmodalan bagi
industn melalui bank dan
lembaga keuangan bukan bank di
prowvinst.

11. Lingkungan
Hidup

, F'ambaﬂ'an'-hanluan teknis

kepada kabupaten/kola dalam
rangka pencegahan pancemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh
industn.

. Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembinaan industr
bersih yang didakukan oleh
kabupaten/kota dalam rangka
pencegahan pancemaran

lingkungan.

12. Kerjasama
Industri

. Koordinasi dan fasilitas: kemitraan

antara industn kecll, menangah
dan industri besar serta saktor
ekaonomi lainnya lintas
kabupaten/kota.

. Kpardinast dan fasilitas

kerjasama pengembangan
industr melalui pola kemitraan
wsaha fintas kabupaten/kota.

. Koordinasi dan fasilitasi

kerjasama luar negeri, kerjasama
lintas sektoral dan regional untuk
pemberdayaan industri lintas
kabupaten'kota.

13. Kelembaga-

. Pembinaan asosias)

Industriidewan tingkat provinsi

. Pembeniukan dan pambinaan

unit palaksana teknis tingkat
provinsi dan membantu wnit
pelaksana teknis tingkat
kabupaten/kota.

14.Sarana dan
Prasarana

Penyusunan 1ata ruang provinsi
industri dalam rangka
pengembangan pusat-pusal
industri yang terintegrasi serta
koordinasi panyadiaan sarana
dan prasarana (jalan, air, listrik,
telepon, unit pengolahan limbah
IKM) untuk industri yang mengacu
pada tata ruarg naskonal.
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15. Informasi Pengumpulan, analists dan
Industri digeminasi data bidang industri
tingkat provins! dan pelaporan
kepada pemerintah,
16. Pengawasa - Pengawasan terhadap
n petakeanaan tugas desentralisasi
Industri bidang industri tingkat provinsi.
17. Monitaring, Maonitoring, evaluasi dan
. Evaluasl, pelaporan pelaksanaan urusan
dan pemerintanan di bidang
Pelaporan perindustrian di provinsl.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

W

ABRAHAM O. ATURURI




